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Dengan adanya reformasi politik 1999, membawa konsekuensi perubahan 
sistim politik dari otoritarian menuju ke sistim po1itik yang demokratk. Salah 
satu parameternya adalah terwujudnya good governance (tata pemerintahan yang 
baik) yang ditandai dengan adanya demokratisasi, tratlsparasi dan partisipasi 
publik dalam penyelen~araan pemerintahan sampai ditingkat daerah 
kotalkabupaten. Gejala itu kemudian ditangkap oleh Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bantul dengan upaya untuk melegalfcnmW sebuah Rancangan 
Peraturrrn Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Baml. Dalam penelitian ini ada 
dua pernasalahan yaitu perlama w n s i  &ia&nya Peratman Daerah Nomor 7 
Tahun 2005, tentang Transparansi dan Paaisipasi Publik dalam Penyelenggaraan 
Pemerintahan di Kabupaten Bantul oleh DPRD Kabqaten Bantul. K& 
konfigurasi politik Fraksi-hksi di DPRD Kabupaten Bantu1 dalam Pembuatan 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, tentang Transparansi dan Partisipasi 
Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupakn B a n d  

Adapun kerangka teori Mtuk memecahkan masazah mengacu pada teori 
demokrasi, teori politik hukum dm teori pembentukan Pemdang-lmdangan. 
Pertama teori demokrasi dan teori peinbmtuh pemtmm-pmmdangan dipahami 
bahwa lembaga perwakilan dalam pengambilan kep- berupa pembentukan 
peraturan pdang-undangan maupun dalam pelaksanaarmya h s  membuka 
akses informasi secara transpam dan mmbuka akses paItisipasi yang has, yang 
a h  menjelaskan urgemi apa yang melatarbelakangi terbentuknya sebuah 
peraturan daerah. K& teori politik hukum, untuk menjelaskan k o n f i g d  
sekaligus memahami karakter produk hukum pada proses pembeatukan Peraturan 
Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tra tqmmi  dm Partisipasi PubIik dalam 
Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul. 

Dalam penelitian terhadap proses p b u a t a n  Peraturan Daerah Kabupaten 
Bantu1 Nomor 7 Tahun 2005, diteinuka~l Werapa ha1 sebagai berikut : P e r t m  
bahwa urgensi pembentukan peratman daerah itu teanyata lebih kepada 
melegalformalkan transparansi dan partisipasi yang ada, untuk memeuuhi syarat 
mengkuti program prakarsa pembaharuan tata pemaintahan daerah dari world 
Bank melalui Bappenas. Ke&, konfigumsi masing-masing mi dapat 
dijelaskan sebagai berikut : fiaksi b e r k ~ n f i g ~  politik d m o W s  yaitu F PDIP, 
F Golkar, F PKB, F PAN, F PKS, sedaq$m h k s i  yang tidak bercorak apapun 
adalah h k s i  Kesatuan Baru, oleh karenanya karakter padm daerah tersebut 
adalah responsive. 

Atas dasar uraian di atas agar peraturarz d a d  tersebut berlaku secm 
efektif maka perlu dilakukan sosialisasi inteasif kepada stakeholders sekaligus 
harus ada komitmen yang jelas dan tegas segenap komponen untuk -sama 
mematuhi amanah Peraturan Daerah. Adanya peratuI;an daerah tersebut 
menglmwkan dalam setiap proses penyelenggaraaa peme~tahan daerah dapat 
mengakomodir nilai-nilai transpamnsi dan partisipasi 

Kata Kunci : ..... transparansi, partisipmi d m  kon6gurasi .... 



BAB 1 

PENDAHULIJAN 

A. LATAR BELAKANG PERMASALAaAN 

Peristiwa reformasi 1998 yang dipicu adanya krisis ekonomi, politik dan 

krisis kepercayaan yang berkepanjangan di Indonesia menjadi pintu melakukan 

perubahan yang berdampak hampir kepada seluruh aspek dart tatanan kehidupan. 

Walaupun terasa pahit yang menimbulkan kderpurukan bagi bangs dan rakyat 

Indonesia, namun h ihah  positif yang merupakan blessing in disquised adalah 

timbulnya ide dan pemikiran dasar yang menumbuhkan reformasi total di d a b  

segda aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. Fokus utarnanya adalah untuk 

mewujudkan terciptanya masyacakat rnadani (civil socie6y) dalam kehidupm 

berpemerintahan, bennasymkat dan bernegara yang memiliki nilai-nilai a (3~)~x . l  

Governunce (Behoorlijk BRYIW) yang memunculkan nilai demokrasi dan sikap 

keterbukaan, kejujuran (honesty), keadilan, berorientasi kepada kepentingan 

rakyat, serta bertanggungiawab (Akwltubd) kepada rakyat.' 

Dampak positifnya adalah terwujudnya era baru dimana terjadi pergeseran 

paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralistik mengarah kepada 

sistem pemerintah yang desentdistik dengan memberikan atonomi daerah. Selain 

itu, juga ditandai adanya proses transformasi politik diawali dengan runtuhnya 

rezim otoritarian menuju tatanan politik yang demokratis sebagai perubahan yang 

' E Koswara, Olonomi Daerah, Rlnlt& Demokmsi llan Kemdrian Rakyal, Yayasan Pariia, 
Cet Pertama, 2001, Hlm. 288. 



sangat mendasar. Transformasi politik dari otoriter menuju ke demokratis 

menegaskan bahwa masyarakat Indonesia menginginkan perubahan yang lebih 

baik, walaupun pilihan tatanan politik demokratis itu membaw konsekuensi 

apapun yang dilakukan pemerintah ham dilandasi pada nilai nilai d e m o h i ,  

transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Konsekuensi ini termasuk j u g  ketika 

proses penyusunan paratwan perundangan-undangan/peraturan daerah, yang 

melahirkan produk undang-undang yang demokratis dan berguna bagi penataan 

negara menuju terwujdnya gi~od gi~vermme dengan UUD 1 945 sebagai landasan 

konsti tusionalnya.* 

Dampak positif itulah yang kemudian mendorong lahirnya Undang 

Undang Nomor 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya dirubah 

dengan lahirnya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah. Lahirnya undang undang ini dipanclang sangat penting, karena meldui 

pelaksanaan undang undang ini diharapkan akan membawa perubahan kepada 

kehidupan pemerintahan daerah yang semata-mata mengutamakan kepentingan 

rakyat, &lam upaya mendekatkan pemerintah dengan rakyatnya dan dalan~ 

rangka meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. 

Apabila ditinjau dari segi politik dan ketatanegaram, bangsa Indonesia 

sekarang sedang memasuki masa transisi dari sistem pemerintahan yang hcorak  

sentralistik menuju kepada sistem pemerintahan yang desentralistik dan 

SyaiMn, Proses Pembentuh~ IJi1d~1p-I-g ( Studi lenlang Pnrlisipaslpasl MaJyamkol 
h iam Proses Pembenhdkan Z?Z?c;U ern Reformais), Ringkasan Desertasi, FH ZIT, Jakarta, 206 Hlm ii. 



demokratik dengan memberikan keleluasaan daerah dalaxn wujud Otonomi 

Daerah yang luas dan bertanggung jawab. Otonomi daerah ini diberikan untuk 

mengatur dan men,ppm kepentingan masyarakat setempat menurut prakam 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan kemampuan wilayahnya 

clan peraturan perundangan, serta memberikan peranan dan fungi k w a n  

Perwakilan Rakyat Daerah lebi h l uas. 

Dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan daerah, tmnsformasi plitik 

itu kemudian mendorong keinginan untuk mewujudkan good governance meldui 

reformasi tata pemerintahan (Guvemmce). Keinpinan ini tidak terlepas dari 

keadaan dimana praktik penyelenggaraan pemerintah yang selarna ini rnasih jauh 

dari prinsip dan norma efisiensi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. 

Reformasi tata pemeintahan ini sejalan dengan proses demokrasi yang begitu lcuat 

menggelinding di Indonesia. Demokratisasi menuntut ruang publik yang lebih 

luas bagi aktor-aktor dan .sf&hol&rs di luar pemerintah untuk terlibat dalarn 

proses pengarnbilan keputusan publik. 

Sebelumnya pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan 

publik cenderung sangat elitis karena hanya melibatkan elitis birokrasi dan 

politik Akibatnya banyak kebijakan publik yang hanya mengabdi pada 

kepentingan elite dan mengorbankan kepentingan masyarakat luas, sehingga 

kondisi ini tentu tidak dapat dipertahankan lagi. Keterlibatan stakeh~lcier~s dadalam 

proses pengambilan keputusan pemerintab menjadi bagian dari proses 



demokratisasi yang penting dan sehligus menjadi isu sentral &lam reformasi tab 

pemerintahan. 

Oleh karenanya reformasi tata pemerintahan di daerah menjdi sesuatu 

yang hams dilaksanakan. Keinginan clan kebutuhan akan tenvujudnya good 

guvemunce tersebut tentu tidak akan serta-merta dapat terealisasi, tetapi 

mem butuhkan kerja kern, semua pi hak bai k eksekuti f, legislatif, masyarakat, 

unsur akademisi, lembaga swadaya masyarakat dm lainnya. 

Untuk mempercepat proses tersebut, perubahan-perubahan terkait dengan 

produk hukum di daerah menjadi pilihan strategis. Hal ini didukung den_gan 

pemberian kewenangan yang nyata terhadap kabupatenlkota dalam 

memberdayakan pemerintahan clan pemberdayaan Dewan Perwakilan Fbkyat 

Daerah sebagai badan legislatif daerah, yang diharapkan dapat mendorong adanya 

perubahan yang mendasar dalam praktik pembuatan kebijakan dan program di 

daerah menjadi lebih partisitipatif, tranparan, respnsif dan alcuntabel terhadap 

stakehulders di daerah. Sebab pembuatan Peraturan Daerah merupakan bagian 

dari aktifitas dalam mengatur masyarakat khususnya yang merupakan gabungan 

dari individu-individu manusia dengan segala dimensinya, sehingga merancang 

sebuah Peraturan Daerah adalah merupakan peke rjaan yang ~ u l i t . ~  

Transparansi dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan perintaban 

dimaksudkan tentu saja untuk mewujudkan hak dan tanggunaawab m a s y d t  

"Arnir Syarif, P e n i d m g  ~PaLtanm Lhae, ./enis h z  Teknik Pembuatm, Bina Aksara. 
Jakarta, 1997, Hlm. 138. 



dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Perm serta myamkat 

tersebut dijamin dalam bentuk antara lain mencan', memperoleh dan mem berikan 

data atau informasi mengenai penyelengpraan pemerintahan dm hak untuk 

menyampaikan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan 

penyelqgaraan pemerintahan di daerak Dalam kontek pembuatan Peraturan 

Daerah, ada beberapa indikator untuk melihat apakah prosesnya dilakukan s m  

tranparan dan partisipatif atau tidak, antara lain : adanya keterlibatan perguruan 

tinggi, pengamat/pakar, lembaga swadagra masyarakat, kelompok profesional, 

pers yang bebas, tokoh-tokoh masyarakat, dan masyarakat urn~m.~ 

Selanjutnya sesuai dengan prinsip tranparansi dan demokrasi yang 

mengharuskan penyelenggara pemerintahan membuka diri terhadap hak 

masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, juj ur dan tidak diskriminatif 

mengenai penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nolnor 68 Tahun 1999, tentang Tata Cam Pelaksanan Peran Serta 

masyarakat dalam penyelenggaran negara, maka dalam Peraturan Daerah 

mengatur mengenai hak dan tanggungiawab serta kewajlbn masyarakat dan 

penyelenggara pemerintahan secara ~ e i m b a n ~ . ~  Hal ini dimaksudkan agar 

masyarakat memperoleh dan menyarnpaikan informasi tentang penyelen- 

pemerintahan dengan optimal. 

SaiMn, op-cit. HIm. 29. 
Zairin, Makalah Ktlliah Teori Petwncbg--Z S2 Ilmu H u h  UTI, Y0gyakart.q 2006, 

Hlm 3. 



Selain itu sebenarnya pengaturan terkait dengan hak untuk berpartisipasi 

dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sesuai dengan Undang 

undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 

undangan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 53 yang menyatakan masyankat 

berhak memberikan masukan secara Zisan atau tertulis dalam rangka penyiapan 

atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan p e r a m  daerah. 

Selanjutnya dalam penjelasanya disebutkan, hak masyarakat dalam 

ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan 

Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kemudian Man kerangka 

otonomi daerah pengaturan melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, 

Pasal 139 (1) yang berbunyi masyarakat berhak memberikan masukan secara 

tertulis atau Zisan dalam rangka penyiapan atau pembahasan peraturan brah.  

Selanjutnya dalam penjelasan disebutkan, hak masyarakat dalam ketentuan ini 

dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. 

Kebebasan menggunakan hak tersebut harusnya disertai dengan 

tanggungiawab untuk mengemukahn fakta dan kejadian yang sebenarnya serta 

mentaati dan menghormati nilai nilai yang berlaku di masyarakat serta peraturan 

perundangan yang berlaku Pengl~unaan hak secara bebas tanpa batas diyakini 

dapat mengganggu kepentingan mum, sehinga penggunaan hak dalam ketentuan 

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung upaya terwujudnya sebuah 

pemerintahan yang bersih dan tanggungjawab. 



Di sisi lain tanggungjawab pembuat kebijakan publik untuk berperilaku 

tranparan, partisipatif dan akun&l Marn setiap menjalankan peran dan 

fungsinya dimaksudbn untuk mempercept upaya pemulihan kepercaym publik 

terhadap penyelenggara pem4ntahan. Oleh karenanya perilaku tranparan dan 

partisipatif serta akuntabel dalam setiap proses pengambilan keputusan publik di 

satu sisi memang akan memakan waktu clan pikiran serta biaya yang ti& kesil, 

narnun di sisi lain hasilnya akan sangat luar biasa ketika tingkat kepermyaan 

pub1 i k terhadap penyelenggara pemerintahan semakin besar. Hal ini menandakan 

bahwa legitimasi publik terhadap penyelenggara pemerintahan sudah optimal. 

Terkait dengan pembuatan Perahuan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 

Tahun 2005, tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan 

Pemerin- di Kabupaten Bantul di dalamnya mengandung dua rnalena, proses 

dan substansi. Proses adalah mekanisme dalarn pembentukan Peraturan Damah 

yang hams dilaksanakan secara transparan sehingga masyamkt dapat 

berpartisipasi memberikan masukan-masukan dalam mengatur suatu persoalan 

Substansi adalah materi yang alean diahu hiuus ditujukan bagi kepentingan 

masyarak-at luas sehingga menghasilkan UU/produk hulcvm yang demokraljs 

berkarakter responsi~e/~o~ulis.%ngan demikian antara partisipasi, tranpmansi 

dan demokratisasi Mam pembentukan Perundang-undanp merupdcan satu 

kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan dalarn suatu negara demokrasi. 

Moh Mahfi~d, PerKembm~gm Poliljk H u b  : ,Pr~di lentrag Pertyaruh KorIfiguranan Polifjk 
Terhadap PrmbkHhukrrm d Indonesia, Dimsi, UGM, Hlm. 66. 



Dengan mengacu pertimbangan tersebut rnendorong Pemerintah 

Kabupaten Bantul, untuk rnelibatkan masyarakat luas yang berkeinginan 

mernbangun sistem transparami dan partisipasi masyamkt dalarn 

penyelenggaraan pemerintahan melalui produk hukum. Keputusan penetapan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 pada tanggal 1 Oktober 

2005 itu, yang kemudian dituangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Band 

Seri C Nomor 01 Tahun 2005 tentu saja bukan langkah akhir dari keinginan untuk 

mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good Governance). 

Penetapan dan pengundanp Perahran Daerah itu justru menjadi titik 

tolak agar setiap pembentukan kebijakan publik wajib dilakukan secara transparan 

dan parbsipatif Hal ini dikuatkan melalui Pasal 13 yang menyatakan, Pembuat 

Kebijakan yang tidak melaksanakan ketentuan tranparansi dan partisipmi publlle 

sebagaimana dalam Pemturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif 

oleh pejabat berwenang sesuai peraturan Pemdang-undangan yang berlaku 

Selanjutnya Pasal 14 yang berbunyi Kebijakan publik yang diterbiitkan tanpa 

melalui proses transparansi dan partisipmi publik dapat dibatalkan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku 

Harapannya ketika keterlibatan st&holders dalam proses itu membuat 

praktek penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih terbuka dan transparan bagi 

rnasyarakat luas. Kebijakan itu pada iahapan berikutnya akan lebih mudah 

dipahami oleh masyarakat dan mempermudah mereka memberikan respon 

terhadap pilihan kebijakan yang ambil oleh penyelenggam pemerintahan Tentu 



ketika proses pembmtan produk hukum itu, banyak pernasalahan-permasalahan 

yang muncul terutarna ketika proses pembahasan di lembaga perwaleilan. 

Ada perubahan-perubahan yang mendasar antam konsep rancilngp 

peraturan daerah tersebut sebagaimana diajukan oleh eksekutif, apabila 

disandingkan dengan peraturan daerah yaw ditetapkan Diantara terkait d e w n  

permasalahan perlu dan tidaknya pembentukan Komisi Transparansi yang pada 

awalnya didesain untuk menen@ permasalahan terkait dengan operasional 

produk hukum ini apabila dalarn pejalananya muncul pennasalahan. Selain itu 

pengatwan terhadap sanksi kepada pejabat yang mengabaikan transparansi dan 

partisipasi pada proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan 

publik juga dihilangkar~.~ 

Hal inilah yang kemudian dari informasi yang didapat dari observasi 

awal,8 menyebabkan dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten 

Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul mengalami plernik tajam, 

nlembutuhkan walctu yang lama dan meyadi salah satu produk hukunl langka di 

DPRD Kabupaten Bantul yang pengambilan keputusan akhirnya hams diambil 

dengan pemungutan suara terbanyak pada sidang Paripuma. Hal ini menunjukan 

adanya dinamika konfigurasi plitik yang tinggi dalam proses pembentukan 

peraturan daerah. 

' Informasi dari h i 1  wawancara dengan Sekretaris Bappeda Bantu5 Tanggal 2 Mei 2008. 
8 Informasi dari hasil wawancara dengan Kasubag Risalah dan Sidang, serta bagian Humas 

Sekretariak DPRD Kabupaken Bantul, tanggal 29 Januari 2007. 



Dari beberap gambat-an hasil observasi awl ,  telah ter1ihat A n y a  

keterlibatan perguruan tinggi, kelompok profesional, pers yang bebas, tokoh- 

tokoh masyat-akat, dan masyarakat umum memberikan masuhn-masukan ketih 

proses berlangsung. Oleh karenanya penulis tertarik untuk mencoba menganalisa 

bagaimana urgensi dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Transparansi dan Partisipasi Publik &lam Penyelenggaraan Pemerintahan di 

Kabupaten Bantul. Serta melihat konsfigurasi politik fraksi-fraksinya yang ada dl 

DPRD Kabupaten Bantul ketika proses pembuatan Peratwan Daerah tersebut 

berjalan. 

B. PERUMUSAN MASALAH 

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan satu 

rumusan masalah pokok yaitu bagaimana proses pembuatan Peraturan Daerah 

Kabupaten Bantul Nomor : 7 Tahun 2005, Tentang Tranparasi dan Partisipasi 

Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul. Dari rumusan 

pokok itu kemudian diurailran lagi ke dalam dua rumusan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana Urgensi dibentuknya Perahuan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, 0 w 
tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggmm 

Pemerintahan di Kabupaten Bantul oleh DPRD Kabupaten Bantul ? 



agaimam Konfigurasi Politik Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Bantul 

Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, tentang 

Transparami dan Partisipasi Publik dalam Penyelengpmn Pemerintahan di 

Kabupaten Bantul ? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Dalam sebuah penelitian pasti ada tujuan yang akan dicapai, adapun tujuan dalarn 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui Urgensi dibentdcnya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2005, tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Kabupaten Bantul oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Bantul. 

2. Untuk mengefahui Konfigurasi Politik Fraksi-Fraksi di Dew& P e d l a n  

Rakyat Daerab Kabupaten Bantul Dalam Pembuatan Peraturan Daerab Nomor 

7 Tahun 2005, tentang Transparansi dan Partisipasi Publik &lam 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul. 

D. KERANGKA TEORI 

Untuk menganalisa agar dapat menjelaskan pemal;ihan den- 

sistematis, ada beberapa teori menurut penulis relevan dengan pkok bahasan 

dia.ntaranya, Teori Demokrasi, Teori Politik Hukum dan Teori Pemherrh~kan 



1. Teori Demokrasi 

a. Pmgertian Demokrasi 

Demohsi  b e m l  hri-2laman Yunani kuno, yang tealiri dari-dua 

jadi dapat dipahami secara sederhana demokrasi berarti pemerintahan oleh 

rakyat.' Untuk memudahkan pemahaman terhadap demokrasi, berikut 

rumusan dari James MacGregor Bum at all sebagai-be& :I0 

" a system of govern- in which those who b e  authority to 
mcrke decisions @hut b e  the force-of law) ucquire d-retain this 
authorify either direct& or indirect& UY the restilt of winningfi.ee 
&ions in which I& gre& maj0~il-y Ctfaciult cilizen w e  a U O w ~ e d t 0  
participate ". 

Rumusan tersebnt sedikit m e n h  Ida mrtnk lebih m d a h  dalarn 

nmnahmi terhdap mtu sistem negm Tang menganut demokrasi. 

unsur-unsur -atau -ekmen+lemen - -ymg sling - terkait - dan tidak. dapat 

d e m o h i  dapat mengambil k e p h s m  mtuk menetapkan dan menegakan 

hukum K a u ,  kekuasaan uatuk mengabr d a b  beatuk atum k u b  

tersebutdiperoleh dan dipertahankan-dalam sebuah pemilihan mum yang 

bebas aktif dan diikuti oleh sebagian besar =$a negara dewasa dari 

sehuah negara. 

Moh Kusnardi dan Bintan R Saragih, lImu Negmrr, Ceqakan ketiga, Gaya Medika Pmtama, 
Jakarta, 1995, Hlrn. 164. 

I0  
- - -- 

Saifbdin, op.cir, Hlrn. 8 



Berdasar ciri-ciri tersebut, maka suatu negam demokrasi memiliki 

tiga pernahaman utama tentang d e m o w  yakni meliputi hakekat, proses 

dan tujuan dari d e m o h i "  Dengan d e m i i  d e m o h i  adalah sktem 

pemerintahan yang dibentuk melahi pemilhm umum untuk m q a t u r  

kehidupan bersarna atas dasar &ran hukum yang berpihak pada &at 

banyak, sesuai d e n p  pernahaman singkat " a governat  ofthe p m p ,  

by the people dan fir the people''.Ja 

Pernahaman itu, tentu saja mernpyai  konsekuensl-konsekuensi 

yang harus diperhatikan. Dalam kaitan ini 2Ugn -@a& memberikan lima 

ha1 yang merupakan elemen empirik sebagai konsekuensi dari d e m o h i  

a). Masyarakat menikrnati apa yang menjadi hak-hak dasar mereka 
termasuk hak untuk berserikat, berkumpuI freedom for assentbly), hak 
untuk berpendapat @eeUrom of speecII), dan menikmati pers bebas 
fieedom of peer$; 

b). Adanya pemilihan urnurn yang di1akul;an secara t e r n  dimana si 
pemilih bebas menentukan pilihannya tanpa ada paksaan dari 
siapapun 

c)  Sebagai konsekuensi kedua ha1 di atas, warga masyamkt dapt 
mengalctualisasi dirinya secsusl maksimd didalam kehidupan politik 
d e n p  melakukan partisipasi polltik yang mandiri (uutommous 
purtlcipation) tanpa d igerakan; 

d) Adanya kemungkinan rotasi b e r h  sebagai produk dari pemilihan 
mum yang bebas; 

" Saifidin, op.cii, Hlm 8 
l2 Harris G Warren at all, Our Demacrq a1 Wmk, Printice Hall, Inc. Englewood,US& 1963. 

Hlm, 2. 



e) Adanya rekrutmen politik yang bersifat terbuka (open recruitnze~] 
untuk mengisi posisi-posisi politik yang penting didalam proses 
penyelenggaraan negara.I3 

Konsekuensi itulah yang nantinya memberikan kesetnpatan yang l w  

kepada masyarakat selaku warp negara untuk melakukan hak dan 

kewajiban politiknya dalam bemegara dalam sistem politik yang 

demokratis. 

Dari gambaran tersebut kita tetap saja tidak dapat dengan mudah 

untuk mendifinisikan demokrasi, karena memang pemahaman terhadap 

demokrasi dapat dilihat kedalam aspek yang berbeda-beda, apalagi dalam 

tataran realitas demokrasi telah mengalami tranformasi perkembangan 

bentuk danokrasi modern dalam negara bangsa sekarang ini. Kesulitan 

pemaharnan akan bertarnbah apabila hanya digambarkan dengan bentuk- 

bentuk formal seringkali justm menyesatkan. Sebagai contoh, suatu 

negara dipandang demokrasi apabila negara itu telah memiliki lembaga 

perwakilan rakyat, ada sistern kepartatan dan pemilihan umum, serta hak 

pilih bagi setiap warga negara. Jika bentuk-bentuk formal ini kemudian 

dijadikan patokan untuk mengukur demokrasi suatu ne- pastilah 

banyak negara yang mengklaim dirinya sudah sebagai negara yang 

demokrasi. Dalam kaitan inilah perlu diingat peringatan para ilmuwan 

politik bahwa kita ham membedakan sistem politik dapat saja beibentuk 

13 Afan GaEar, Pembarrgman H u h  &I Dmokrasi; dalam Politik Pembmzgunaz~ H u h  
Nmionnl, Penyunting Muh Busyo Muqodas dkk.. . , UII Press Yogyakarta, 1992, Hlm, 1 0 6 .  



demokratik, semen- substansinya otoriter, dengan kata lain kita hams 

lebih tajam pada esensi dan tidak terkecoh pada penmpilan. 

Demokrasi Partisipatoris 

Pembuatan Pera tm D a d ,  secant ywidls memang menjadi 

wilayah penyelenggara pemerin* d a h  ha1 ini 

DPRD/Gubernur/BupaWdikota. Namun demiklan tuntutan pelaksanm 

demokrasi partisipatoris tidak terbantabkan bgi,I4 dahm upya untuk 

memberdayakan masyarakat untuk tuiut serta dalam proses pengambilan 

keputusart publik yang tealah menjdi ku penting d a h  bntek global 

dewasa ini. Oleh karenannya dalam setiap pembuatm kebijjakan pub]& 

pelibahn sdukehaZders~ muthk diperlukrtn, ~mhpun ketika pengmhih 

kepuhsm ham dilakukan, yang berwenmg &sixxi adaIah penyelenggara 

pemerintahm Paitisipasi dari segenap elemen yang ada krfungsi leb& 

kepada pressur kepada lemma perwdci5an U I I ~ ~  menyakinkan bahwa 

keputilsan politik yang dkan dhibil., betul betul sebagai representasi dari 

keinginan dan kebutuhan m a s y d a t  

OJeh karenanya tmtutan demokrasi partisipatoris dalam upya 

memberday- masyarakat unt& huvt serta dalam proses pengambilm 

keputusan publik blah menjadi isu pentkg dalam kontek global dewasa 

ini. Di Indonesia yang menganut sistem demohsi, wacana tentang 

partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik ini, 



telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proses berdemohi  di 

Indonesia dan terasa lebih meningkat terutama setelah bergulimya gerakan 

reformasi tahun 1998. 

Untuk memahami pagertian tentang partisipasi secara utuh, maka 

pertama-tama yang perlu diketahui terlebih dahulu yalcni Partisipasi 

Politik. Dalam kaitannya dengan ha1 itu, Samuel Huntington dan Joan 

Nelson memberikan &nisi tentang partisipasi politik sebagai berikut : 

" we define politid pcatici/latim simply a s  activity by private 

citizens desigpzed to i@ueme governmental decision-making ' 

Dari rumusan itu, tampak bahwa substansi dari partisipasi adalab 

kegiatan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, tanpa melihat 

bentuk, sifat dan hasil dari partisipasi yang dilakukannya. Meskipun 

demikian, &lam definisi tersebut terdapat empat ha1 pokok yaitu, 

pertaim, partisipasi adalah mencakup kegiatan-kegiatan, dan tidak 

memasukan Malarnnya yang krupa sikapsikap terhadap orientasi 

politik. Kedw partisipasi adalah kegiatan politik warga negara biasa atau 

tepatnya perorang-perorangan &lam peranan mereka sebagzti warp 

negara, artinya memang bukan omg-orang yang berkecimpung dalam 

profesi politik maupun pemerintahan. Ketiga, Piutisipasi adalah hanya 

merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk mmpengaruhi 

pengambilan keputusan pemerintah, Keempnt..Partisipasi mencakup semua 



kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengamhi pemerintah, tidak peduli 

apakah kegiatan itu benar-benar mempunyai efek itu 

Pemahaman terh;tdap definisi partisipasi yang didalamnya 

mengandung empat ha1 pokok tersebut, pada dasamya menuntut 

masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan 

pemerintah pada adanya desirability dari masyarakat untuk mewujudkan 

self-govemmmf dalam democrq pc~ticipatory. Keterlibatan dalam 

partisipas; 

2. Teori Politik Hukum 

Jika ada pertanyaan tentang hubungan kasualitas antara hukum clan 

politik, atau untuk menjawab pertanyam apakah hukum yang mempengamhi 

plitik ataukah politik yang rnempengmuhi hukum.,l5 maka paling ti@ a& 

tiga jawaban yang dapat dikemukakan, Pertma, Hukum determinan politik, 

artinya dalarn kegiatan-kegatan politik diatur dan haw tunduk kepada 

aturan-aturan hukurn. Kedua, Politik determinan atas hukum, karena hdum 

merupakan kristrllisasi dari kehendak politik yang saling berintemksi ditn 

saling bersaing, Kefiga, Politik dm h d w l  sebagai subsistem kemasyarakatan 

berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antmi satu dengan 

yang lainnya, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik 

'j Moh Mahfuf MD, PoIitik Huhm ob. Izlda31esia, LP3ES, Cetakan Pertama, PT Pustaka LP3m 
Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm 8. 



tetapi begitu hukum ditetapkan maka semua kegiatan politik harus tunduk 

kepada hukum. 

Permasalahnnya adalah pada tataran realitas, dari ketiga hubungan 

kausalitas hukum dan Politik, penulis lebih sependapat bahwa hukum lahir 

sebagai refleksi dari konfiprasi politik yang melatar belakangi, kalimat- 

kalimat yang ada dalam aturan hukum tidak lain merupakan histalisai dari 

kehendak politik yang saling bersaing, oleh karenanya dalam kenyatam 

terlihat bahwa politik sangat menentukan bekerjanya hukum.'"ermasuk 

didalam mempengaruhi proses pembuatan Peraturan Daerah. 

Selanjutnya konfigurasi politik diartikan sebagai susunan atau 

konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang 

bertentangan secara diarnetral, yaitu Konfrgurari polilik demkratir dmz 

konJ;gwa~ipolitik otoriter. 

a. Konfigurasi politik demokratis adalah susuna~z sistem politik yang 

membuka kesempatan peluang bagi F s i p a s i  d y a t  secara penuh untuk 

ikut aktif menentukan kebijakan umum. Partisipasi ini d i t e n t h  atas 

dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan 

berkala yang didasarkan pada prosip kesamaan politik clan 

diselenggarakan dalarn suasana terjadinya kebebasan politik. Di negara 

yang menganut sistem demokrasi atau konfigurasinya demokratis terdapat 

pluraritas organisasi dimana organisasi-organisasi penting relatif otonom. 

'' Moh Mahhd, [bit4 Hlm 24-25. 



Kemudian apabila dilihat dari hubungan antara pemerintah dan wakil 

rakyat, didalam konfigurasi demohatis ini terdapat kebebasan bagi d y a t  

melalui wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap pemerintak 

b. Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih 

memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir 

seluruh inisiatif dalarn pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini 

ditandai oleh dorongan elit kekuasaan untuk memaksakan pemahm, 

pengapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan 

kebijakan negara dan dorninasi kekuasaan elit politik yang kekal, serta 

dibalik semua itu ada satu dolctrin yang membenarkan konsentrasi 

kekuasaan. l7 

Untuk mengkualifikasikan apakah konfigurasi politik itu demokratis 

atau otoriter, indikator yang digunakan adalah bekerjanya tiga pilar demokrasi 

yaitu peranan part;u politik dan badan perwakilan, kebebasan prs dan 

peranan eksekutif PacZa konfigurasi politik demokratis, partai politik dan 

lembaga perwakilan rakyat aktif berpean menentukan hukum negara atau 

politik nasional, kehidupan pers bebas, sedangkan peranan eksekutif tidak 

dominan dan tunduk kepada kemauan-kemauan rakyat yang digambarkan 

lewat kehendak lembaga perwakilan rakyat, sedangkan pada konfigurasi 

politik otoriter yang terjadi adalah sebaliknya. 

" Moh Mahhd, ]bid Hlm 25 



Dalam kontek studi tentang Pernbuatan Peraturan Daenh Nomor 7 

Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam 

Penyelenggmn Pemerinhhan di Kabupaten Bantu1 menurut penulis, selain 

dari Substansi Peraturan Daerah, moment waktu pembuatan perda itupun 

sangat menarik, mengingat kita baru saja mengalami mas-masa sulit 

transformasi dari era Orba ke era reformasi yang lebih demokratis tenrtama 

perubahan-perubahan besar terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, 

termasuk di dalamnya adanya otonomi bag; daerah untuk menentukan 

kebijakan daerah melalui Peraturan Daerah. 

Pembentulm Peraturan Daerah adalah merupakan bagian dari aktifitas 

dalarn mengatur masyarakat khususnya yang merupakan gabungan dari 

individu-individu manusia dengan segala dimensinya, sehingga merancang 

sebuah Peraturan Daerah adalah merupkan perkerjaan yang sulit. l8 Walaupun 

dengan kesulitan yang dihadapi, keinginan besar segenap masyarakat untuk 

membangun sistem pemerintahan yang lebih baik, transparan dm partisipatif 

sudah mulai menarnpakan sinyal yang menggembirakan, ditandai dengan 

terbentukanya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 

tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan di Kabupaten Bantu.. 

'' Amirudin Syarif, Peru~aaLmg U z m b p ,  h e ,  Jenis dan Tcknik Pembuaian, Bina Aksam, 
Jakarta, 1997, Hlm. 138. 



Dalam kontek penelitian ini terbentuknya Peraturan Daerah tersebut, 

juga dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat konfigwasi 

politik terhadap karakter hukurnnya Sedangkan pengertian Karakter produk 

hukurn, dipaharni sebagai watak atau sifat produk hukum. Karakter produk 

hukum yang secara dikotomis dibedakan atas hukum otonom dan hukum 

menindas seperti dikemukakan oleh Nonet dan Selmick, serta hukum 

responsif dan ortodok sebagaimana dikemukakan oleh Marryman- 

Secara lebih terperinci dapat dikemukakan bahwa karakter produk 

hukum meliputi : l9 

a. Produk hukum ResponsiWopulistik adalah produk hukum yang 

mencerminkan rasa keadilan dan memendu harapan masyarakat. Dalam 

proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi 

kelompok-kelompok sosial atau individu didalam masyarakat. Hasilnya 

responsife terhadap tuntutan -tan kelonlyok sosial atau individu dalam 

mas yarakat. 

b. Prod* hukurn konservatif7ortodoWelitis adalah produk hukum yang 

isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, keinginan pemerintah, 

bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi 

dan p r o m  negara. Berlawanan dengan hukum responsive, hukum 

ortodok lebih tertutup terhadap tuntutan kelompok maupun individu 

l9 Moh MahfUd, op.cit Hlm. 25 



didalam masyarakat, demikian jub'a pa& proses pembuatanya peranan dm 

partisipasi masyarakat relatif kecil. 

Selanjutnya untuk mengkudiliWikan apakah sebuah produk hukum 

itu tespnsif atau konservatif, indikatot yang dipakai adalah  pro,^ pernbuatan 

hukum, sifat fungsi hukum dan k e m u n g b  penafsiran atas sebuah produk 

huk~rn.~' Produk hukurn yang berkadcter responsive, proses pernbuatannya 

partisipatif, yakni mengundang sebarryak-banyaknya partisipasi masyaraka$ 

melalui kelompok sosial dan iMiividu didalamnya. Sedangkan proses 

pernbuatan hukum yang berkarakter ortodok bersifat sentralistik lebih 

didominasi oleh lembaga n e p a  terutama pernegang kekuasaan eksehxtif2' 

0leh ka~nanya apabi1.a dilz'hat dari fungsinya maka hukum yang 

berkaraker responsive bersifslt aspiratif. Artinya memuat materi-materi yang 

secara umum sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat yang 

dilayaninya. Sehingga produk hukum itu dapat dilihat sebagai kristalisasi daai 

kehendak masyamkat. Sedangkan hukum dengan kamkter ortdok bersifst 

positivis-instrumentalis, attinya memuat materi yang lebih merefleksikan visi 

sosial dan politik pemegang kekuasaan atau mernuat materi yang lebih 

merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program 

pemerintah.22 

20 Moh Mahfid, Ibid Hlm 26 
Moh Mahfud, Ibid Hlm 26 

" Moh Mahfbd, Ibid Hlm 26 
- 



Jika dilihat dari segi penafsiran maka produk hukum yang berkarakter 

responsiflpopulistik biasanya memberi sedikit peluang bag' p e m h t a h  untuk 

membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pehksanan dan 

peluang sempit itupun hanya berlaku bagi hal-ha1 yang hetul-hetul h i f a t  

teknis. Sedangkan produk hukum yang bersifat ortodok memberi peluang luas 

bagi pemerintah untuk membuat berbagai interpetasi d e n p  peraturan 

lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekedar 

masalah teknis. 

Oleh karenanya karalnter produk hukum yang bersiht responsif 

biasannya memuat hal-hal penting secara rinci, sehingga sulit bagi pemerintah 

untuk membuat penafsiran sendiri. Sedangkan produk hukum b e r k d t a  

ortodok biasanya cenderung memuat materi sing-lnat dan pokok-pokoknya saja 

yang kemudian memberi pe lmg yang luas bagi pemerintah untuk mengatur 

berdasarkan visi dan kekuatan polithya 

Dengan melihat indikator diatas, apabila kita komparasikan keadaan 

yang senyatanya, dalam proses pembuatan Peraturan Daerah sebenamya akan 

terlihat konfigurasi politik tertentu, yang kemudian akan diketahui karaktcr 

watak produk hukumnya 

3. Teori Pem bentukan Perundang-undangan 

- -  -- -- - 
pembentukan undang-undang adalah bagian dari aktivitas d a b  mengatur 



masyarakat yang terdiri dari gabungan individu-individu manusia den- 

segala demensinya, sehingga marancang dan membentuk yang &pat dikrima 

masyarakat luas merupakan suatu pekeqaan sulit, oleh karenannya pelibahn 

stakeholders menjadi tidak terbantahkan 

Pemahaman terhadap Undang-Undang, tidak lepas dari kata "wet" 

dan' bahasa Belanda yang berarti Undang Undang. Menurut A. Hamid 

Attamimi, dalam kepustakaan Belanda terdapat pembedaan antara wet yang 

formal clan yang Atas dasar pembedaan tersebut maka terdapat 

istilah "wet in fomele zin" yang dapat diterjemahkan dalam Undang-undang 

dan istilah "wet in muteriele zinc', yang dapat diterjern- dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Bagir Manan berpendapa?, daIam ilrnu hukurn dibedakan Undang 

Undang dalam arti material dengan Undang Undang dalam arti formal. 

Undang Undang dalarn arti material adalah setiap keputusan tertulis yang 

dikeluarkan pejabat yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau 

nlengikat secara umum dinamakan peraturan perundang-mdangan 

Sedangkan Undang Undang dalam arti formal adalah peratwan penmdang- 

undangan yang dibentuk presiden dengan persetujuan Dewan Pemalulan 

Rakyat. 

2' Hamid Attamimi Perml~ll~ Kep-i Pre.s&r~ RI D u h  Penyelerwarm~ Pemeru~tuhn 
N e w ,  Desertasi UI, Jakarta. 1990, Hlm. 197. 

22 Bagir Manan, Dusm Pentmbg-Crr#kr,rgmf.ridonsiq Ind-Hill Co, Jakarta, 1992, Hlm.3. 



Atas dasar pernahaman terhadq Undang Undang tersebut, m a b  jelas 

bahwa Undang Undang dalam arti formal adalah bagian dari Undang Undang 

d a b  arti material, yaitu b e a n  dari peraturan perundangundangan Karena 

peraturan perundang-undangan mempunyai sifat abstrak dan mengikat secara 

umum, maka peraturan perundang-undangan lazim disebut bercirikan abstrak- 

mum atau um urn abstrak. 

Oleh sebab itu Undang Undang dapat diierikan rumusan sebagai 

berikut: Undang Undang adalah salah satu peraturan perundang-undangan 

yang dibuat oleh lembaga legaslatif-DPR bersama-sarna Presiden yang 

bersifat abstrak dan berlaku secara mum. Begitu juga dengan P e r a m  

Daerah dapat dirurnuskan sebagai berikut: Peraturan Daerah adalah salah satu 

peraturan perundang-undangan daerah yang dibuat oleh lembaga legaslatif- 

DPRD bersama-sama Gubernur/Bupati/Walikota yang bersifd abstrak dan 

berlah S a r a  umum. 

Selanjutnya untuk mengatur proses plaksanaan penyelengpam 

pemerintahan sebagaimana dalam konsep negara kesatuan, pemerintah telah 

menetapkan Undang-Undang Nomor 10 T&un 2004 tentang Tata Urutan 

Penmdang-undangan Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa tata 



urutan peratutan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai 

beri kut :2" 

1. UUD 1945; 
2. Undang-Undang; 
3. Peratman Pemen'ntah Pengganti Undang-Undang (PERPU); 
4. Keputusan Pemerintah; 
5. Peratuan Presiden; 
6. Peratuan daerah (PERDA). 

Dalam kontek penyelenggaraan pemerintahan di daera., ketc:ntuan 

secara jelas sebenarnya telah diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 p d a  

pasal 18 ayat (5 )  dan ayat (6), yang berbunyi sebagd berih- :" Ayat ( 5 )  

Pemerintah Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya ktxuali umsan 

pemerintahan yang oleh Undang Undang ditentukan sebagai urusan 

Pemerintahan Pusat; Ayat (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan 

Peraturan Daemh dan Peraturan-peratwan lain untuk melaksanakan otonomi 

dan tugas pembantuan. 

Melalui Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Tata Unrtan 

Perundang-undangan Republik Indonesia, kemudian menjadi pedoman untuk 

menetapkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 

Daerah sebagai arnanah Konstitusi. Melalui penerapan dan pelaksanaan 

Undang-undang inilah ada harapan besar agar pelaksanaan otonomi daerah 

dapat berjalan dengan lancar dan akan mampu meningkatkan peran 

2" Nomor 10 Tahn 2004 tentang Tata Urutan Perundang-undangan RI, dWp dari Jimly 
Asshidiqie, Konstitusin dan Konstitusionalisme, Kerjasama Mahkamah Konstitusi RI san PSEH 
Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, Hlm 243. 

24 UUD 1945, Ammkmun k - 2  pmZ 18 qaI(5) c b  qycTf (6). 



pemerintzih daenh dengan inovasi dan kreasinya, sebagai upya untuk 

meningkatkan kesejahteman masyarakat 

Kreasi dan inovasi sebagai langkah untuk pengambilan sebuah 

kebijakan yang mengikat m a s y d a t  luas, secara bersama-sama akan 

ditetapkan Gubernur/Bupati/Walikota dengan DPRD, melalui pembuatan 

Peraturan Daelah, sebagai tindak lanjut dari peraturan pemdang-undangan 

yang lebih tinggi. 

Kreasi dan inovasi dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, seperti 

halnya pernbuatan suatu peraturan perundang-undangan tentu harm 

memenuhi syarat-syarat terpenuhinya asas perundang-undangan, sebagaimma 

disampaikan oleh A. Hamid S Attamimi, dengan membagi dua asas sebagpi 

berikut 

a. Asas Formil, meliputi : 

1). Asas Tujuan yang jelas, asas ini mencakup 3 (tiga) ha1 yaitu : Perimw, 

mengenai ketepatan letak peraturan-perundangan dalam kerangka 

kebijakan urnurn; Kedm, tujuan khusus peraturan p e r u n m -  

undangan yang akan dibentuk; Ketzga; yaitu tujuan dati bagjan-bagian 

peraturan perundang-undangan yang akan diintuk. 

2). Asas Organ/Lembaga yang tepat, asas ini dilatarbelakang untuk 

memberikan penegasan tentang perlunya kejelasan kewenangan organ- 

" A. Hamid S Atamimi, Pe-I Kepulusan Presiden Rl daliun Pwyi?I~ng~arc&.-u~ 
Pemerintahm~ Negarq (Desertmi) Fak. Hukum UT, 1 990, Hlm.336 



organ/ lembaga ymg menetaplan peraturn perundang-undangan yang 

bersangkutan. 

3). Asas perlunya pengatman, Asas ini selalu terdapat al-fe ottlu 

altematife-altematif lain untuk menyel esaikan suatu permasalahan 

gemerintahan selain dengan membentuk peraturan perundang- 

undangan. Prinsip deregulasi yang tengah dikembangkan di negera 

Belanda dan prinsip penyederhanaan serta kehmatan ( ~ ~ b e r ~ ~ i ~ i )  

dalam pembentukan peratman perundang-undangan, menunjukan 

kemungkinan adanya alternatife lain dalam bidang pengaturan. 

4). Asas &pat dilaksanakan, yaitu sebagai usaha untuk &pat ditegakkan 

peraturan penmdang-undangan bersangkutan. Sebab tidak ada 

gunanya suatu peraturan pemdangan yang tidak &pat ditegdan. 

Selain pihak pernerintah, juga pihak rakyat yang mengharapkan 

jaminan (gurantie) tercapainya hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh 

suatu peraturan perundang-undangan, temyata akan kecewa kmma 

peraturan tersebut ti& &pat ditegakan. 

5). Asas Konsensus, yaitu adanp kesepakan rakyat untuk mel-an 

kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulknn oleh p e w  

perundanp yang bersangkclltan. 



b. Asas Material, meliputi : 

1). Asas tentang terminologi dan sistimatika yang benar, maksudnya ialah 

agar peraturan pemndang-undangan dap t  dimengerti oleh masyamat 

dan rakyat, baik mengenai kata-kata maupun struktur atau susunannya. 

2). Asas tentang dapat dikenali, mengenai pentingnya asas ini ialah 

apabiia suatu prahuan prundang-undangan tidak dikenali dan 

diketahui oleh setiap orang, lebih-lebih oleh yang berkepentingan, 

maka ia akan kehilangan tujuannya sebagai peratwan. la tidak 

mengembangkan asas persamaan dan tidak pula asas kepastian hukum, 

dan selain itu tidak menghasilkan pengaturan yang d i r e n c a .  

3). Asas perlakuan yang sama dalam hukum, dalam mengemukakan asas 

ini para ahli menunjuk kepada tidak boleh adanya peraturan 

perundang-undangan yang ditujukan hanya kepada sekelompok o m g  

tertenty karena ha1 ini akan mengakibatkan adanya keti- dan 

kesewenang-wenangan didepan hukum terhadap anggota masyarakat. 

4). Asas kepastian hukum, asas ini mula-mula diberi asas harapan yang 

ada dasamya haruslah dipenuhi wet beginsel h t  qmecittvmrdugde 

verwachtigen qehomreerd moeten worden), yang menypakan 

pengkhususan dari asas mum tentang kepastian hukum. 

5). Asas kepastian pelaksmaan hukum sesuai dengan keadaan individual, 

asas ini bermaksud memberikan penyelesaian yang khusus bag hd- 

ha1 atau keadaan-keadaan tertentu, sehingga dengan demikian 



peraturan perundang-undangan dapat juga memberikan jalan k e l m  

selain bagi masdah masalah mum, juga bagi masalah masalah 

ApabiIa kita lebih fokus k@ pembentukan peraturan chertah, 

sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, pasal 137 disebutkan :26 

Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang- 
undangan yang meliputi : 
a Kejelasan tujuan; 
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepac 
c. Kesesuaian antara jenis dan muatan; 
d Dapat dilaksanakan; 
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
f. Kejelasan Rumusan; dan 
g. Keterrbukaim 

Membuat rancangan undang-undang merupakan perkerjaan yang sulit 

karena dituntut kemampuan memahami materi yang akan diatur, mereka yang 

akan bekerja dibidang ini akan merasa kesulitan, sedangkan mereka yang 

menggunakan atau dikenakan undang-undang akan ikut menderita pula2' 

Oleh karenanya seseorang yang akan merancang undang-undang h a m  

mempunyai pengetahuan yang cukup dan menemukan sarinya dari kumpulan 

fakta-fakta yang sudah tumbuh sejak lama dan menuangkannya dalam bentuk 

peraturan 

26 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal137. 
27 Irawan Soejito, A4emhi~t I JrHilntg-I.hhg, Liberty, Yogyakarta, 1998, Hlm 35. 



Menurut Djoko Prakoso proses pembuatan petaturan daerah terdiri 

dari lima tahapan, yaitu : (1) Pembuatan rancangan peraturan daerah, (2) 

P e m b a h  Peraturan Daerah, (3) Bentuk Peraturan Daerah, (4) Penetapan 

dan pengesahan peraturan daerah, (5) Pengundangan Peraturan ~ a e r a h . ~  

Menurut Biro Hukum Departemen Dalam Negeri Tahun 2000, 

seseomg pemcang/penyusun peraturan daerah dituntut untuk memahami : 

a. Jenis-jenis produk hukum tingkat daerah; 
b. Kaidah-kaidalz hukum; 
c. Menguasai materi yang akan diatur; 
d Mempunyai jangk-auan jauh kedepan; 
e. Mempunyai inventaris peratman perundang-undangan; 
f. Mampu menuangkan materi yang akan diatur; 
g. Menguasai bahasa hukum; 
h. Menguasai t e h k  perundang-undangan. 

Selain itu sesuai Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pasal144 :2Y 

(1) Rancangan Peratman Daemh yang telah disetujui bersama old 
DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota dimpaikan oleh 
pimpinan DPRD kepada Gubernur atau BupatiIWalikota untuk 
ditetapkan sebagai Peraturan daerah 

(2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah sebagairnana dimaksud 
pada ayat (1) Q1al;ukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujub) 
hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama; 

(3) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur atau BupatiIWalikota paling 
lama 30 (tigapuluh) han' sejak rancangan tersebut disetujui 
bersama; 

(4) Dalam ha1 rancangan Peraturan Daerah tidak ditetapkan Gubemur 
atau Bupati/Walikota dalam waktu sebagai mana dimaksud pada 
ayat (3) rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi 
Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dengan memuatnya 
dalam lembaran daerah; 

Ibld 
29 Undang-LTndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal144. 



( 5 )  Dalam ha1 sahnya ranmgan Peraturan Daerah sebqpimam 
dimaksud pada ayat (41, rumusan kalimat pengesahan berbunyi, " 
Peraturan Daerah ini dinyatakan sah" dengan menyantumkan 
taw@ b y a ;  

(6) Kalimat pengesahan sebagimana dimaksud pada ayat ( 5 )  harus 
dibubuhkan pada hahmm terakhir Peraturan Daerah sebelum 
pengundangan naskah Peraturan Daerah kedalam 1 em baran 
daerah. 

Oleh karenanya dengan diundangkannya Peraturan Daeral~ tersebut 

Mam lembaran daerah, maka Peratman Daerah tersebut sudah sah dan dapai 

diberlakukan terhadap seluruh warga masyarakat di daerah tersebut. 

E. METODE PENELITIAN 

1. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini ash Konfigurasi Politik Fmksi-Fmksi di DPRD 

Kabupaten Bantul Dalam Pembuatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, 

tentang Transparami dan Partisipi Publik dalam Penyelenggamm 

Pemerintahan di Kabupaten Bantul. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian KepustakaadStudi 

Pustaka dengan mengurnpulkan dan meneliti literature-literaturZ ~ferens i  

terkait dengan objek penelitian, yang kemudian disempurnakan dengan data- 

data hasil survey di Pemerintah Kabupaten Bantul (Unsur eksekutif) maupun 

DPRD Kabupaten Bantul (Unsur legislatif). 



3. Lokasi dan Sumber Data 

a. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah DPRD dan Pemerintah Kabupaten Bantul. 

b. Surnber Data 

Adapun sumber data yang digunakan meliputi : 

1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan 

dengan cara melakukan wawancara dengan Unsur DRPD Kabupaten 

Bantul dan Unsur Pemerintah Kabupaten Bantul. 

2) Data Sekunder, meliputi : 

a) UU Nomor 1312004 tentang Kedudukan MPR, DPR, DPD dan 

DPRD. 

b) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerak 

c) Perda Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi 

Publik &lam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul. 

4. Snbjek Penelitian 

Subjek penelitian meliputi : 

a Ketua DPRD Kabupaten Bantul 

b. Ketua Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bantul. 

c. Kepala Bagian Hukum S e k r W t  Kabupaten Bantul 

d. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat kabupaten Bantul. 



5. Teknik Pengum pulan Data 

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalarn penelitian ini 

meliputi wawancara, penematan clan Studi Pustaka, 

a. Teknik Wawancara 

Wawancara merupakan kegiatan untuk mendapatkan infcrmasi 

dengan cara bertanya langsung kepada responden, dimana peneliti 

mernbuat kerangka clan garis-garis besar pokok-pokok yang ditanyakm 

dalarn proses wawancara3* Sedangkan definisi yang lain memandang 

wawancara (interview) sebagai metode pengumpulan data dengan jalan 

tanya jawab sepihak yang dike rjakan dengan sistematis dan berlandaskan 

pada tujuan penelitian. 

Dalarn penelitian ini menggunakan 2 (dua) teknik wawancam, 

yai tu: 

1). Teknik wawancara bebas kontrol, dimana pewawancara membawa 

kerangka pertanyaan untuk disajikan, akan tetapi cara bagaimana 

mengajukan pertanyaan diserahkan kepada pewawancara. Me- 

fase yang dipandmg bersifat dapat dipercaya (relzuble), sehingga data 

yang diperoleh merupakan data primerldata utama. 

- - - - 

30 Lexi J Moleong, M e l a d 0 1 ~  PeneIiIim Kudi~aiiX PT Rosda K w a ,  Bandung 2000, Hlm. 
131 



2). Teknik wawancam terildterstruktur, yaitu wawanmra yang 

mengguna kan pedoman daftar pertanyaan. Sehingga responden 

memberikan informmi sesuai pertanyaan yang ada 

Agar pendis mendapatkan data sesuai dengan objek penelitian untuk 

mengetahui urgensi serta konfigurasi politik fiaksi-fraksinya di DPRD 

Kabupaten Bantul dalarn pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalarn 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul.. Selanjutnya sedapat 

mungkin akan dilanjutkan wawancara dengan Ahli Hukurn Tata Negara, 

Bupati Bantul, Ketua DPRD Kabupaten Bantul, Kabag Tata Pemerintahan 

Kabupah Bantul, Ketua-Ketua Fraksi, Ketua Pansus Raperda 

Tranparansi dan Partisipasi Publics. dalarn Penyelenggaraan Pemerirrtahan 

di Kabupaten Bantul. 

b. Studi Dokumentasi 

Data yang diper1uka.n &lam penelittian ini tc:mtama adalah j e ~ s  

data dokurnenter mengenai : 

1) Naskah Peratman Daerah Nomor 7 Tahun 2005, tentang Transparami 

dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di 

Kabupaten Bantul. 

2) Rapat dengar Pendapat urnurn. 

3) Risalah persidangan pembuatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 

2005, h t ang  Transparansi dan Partisipasi Publik dalam 



Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul. 

Data tersebut akan diambil dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bantul 

(Subbag Persidangan), Sekreta* Pemda Kabupaten Bantul (Bagian 

Hukum dan Bagian Tata Pemerintahan), dan Bappeda Kabupaten Bantul 

(Bidang Litbang). Selain itu untuk mempermudah penulis mengurai dm 

menganalisa pernasalahan, penelusuran literatur-literatur dilakukan 

dengan memahami buku-buku terkait dengan objek yang diteliti. 

c. StudiPustaka 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini selain melalui dokumen- 

dokumen yang ada, juga menggunakan studi pustaka dengan mencari data 

berupa buku-buku dan literatur terutama terkait dengan buku-buku tentang 

hokum, politik, pernerintahan dan kebijakan publik 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan 

yuridislnormatif, plitik dan sosiologis, sehingga dapat mernberikan gambaran 

yang utuh tentang keadaan yang senyatanya terkait urgensi pembuatan 

Peraturan Daerah, serta konfigurasi plitik hksi-hksi di DPRD Kabupaten 

Bantul ketika pembuatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di 

Kabupaten Bantul. 



7. Teknik Penyajian dan Analisa Data 

Data yang berhasil dikumpullcan kemudian dikelompokkan m e n u .  

jenisnya, kemudian data tersebut dipelajari dengan am membandingkm 

dengan teori dan pendekatan para ahli serta dikaitkan dengan masalah yang 

dibahas, selanjutnya ditarik kesimpulan mengpnakan metode induktif 

Kegiatan analisa d i a d i  dengan reduksi data, d i lakuh unhrk 

menajarnkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan sehingga memudahkan untuk dipelajari. Kemudian c&ta 

disusun dm disajikan ddam sebuah lapran, selanjutnya menyimpulkan 

sebuah penelitian agar peneliti dan para pembaca dapat mengetahui 

bagaimana hasil penelitian tersebut. 



BAB II 

TINWAN TENTANG POLLTM HUKUM DALAM PEMBUATAN 

PERATITRAN PERXJNDANG-UNDANGAN. 

A. Tinjauan tentang Politik Hukum Indonesia 

1. Sistem Politik Indonesia 

Pemahaman terhadap maksud sistem politik Indonesia akan lebih 

mudah, apabila didahului dengan mengkaji secara wnum arti sistem politik." 

Untuk memahami arti apa yang disebut sistem plitik, dapat ditempuh dua 

jalan, yaitu : 

a Memahaminya dari sudut kesatuan arti bulat dan tidak terpisahkan, yang 

%dak &pat ditawar lagi" oleh para mjana dengan verifikasi kemudian. 

b. Memahaminya secara analitik-divergen (clan lalu konvergen) c l a h  arti 

terlebih dahulu mengusahakan terhadap tiap kata yang membentule 

liebulatan arti tadi, walaupun bila dipandang dari s d u t  kejernihan ilmy 

kadang kadang mengandung bahaya tersimpangkan dalam arti yang 

sebenarnya 3' 

Namun demikian mengingat masing masing cara ini tidak cukup 

tuntas, maka sebaiknya keduanya d i n g  m e n g i ~ i . ~ ~  Jdan pertam, adalah 

dengan cara menyepakati bahwa yang dimaksud dengan sistem politik ialah 

30 David Easton, me Political Sysiem, Alfred A Knopf, New York, 1953 
" Rusadi Kantaprawia, Sistem PoCitik Indonessia, Sinar barn Algensindo, Bandung, 1992, Hlm 2 
32 Rusadi Kantaprawira, Zbid, HLm 2. 



berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang berkerja 

dalam suatu unit atau kesatuan. Kesatum termasuk adalah negara atau 

mesyarakat, oleh karenanya s e b m y a  istilah sistern itu tidaklah ban- baru, 

baik dalam arti ini maupun kandungannya. Dengan perisb'lahan sistem poJitik, 

dapat diperoleh suatu pandangan baru terhadap segala fenomena politik &lam 

negaralmasyarakat. 

Jnksn kedzuz, adalah mengutaikan atau menjabarkan sedemikian rupa 

tiap kata yang membentuk istilah sistem politik sehingga sejauh mungkin 

dapat diterima oleh mum. OJeh karenanya sistem dapat diartikan sebapi 

suatu kesatuan yang terbentuk dari beberapa unsur (elemen). Unsur, 

komponen atau bagian yang banyak ini satu sama lain berada dalam 

keterikatan yang kait mengkait dan fungsional, masing-masing kohesif stitu 

sama lain, sehingga ketotalan unit terjaga utuh eksistensinya. 

Selanjutnya mtuk memaharni sistem politik, sebelun~nya perlu 

memaharni definisi dari arti politik, kata ini sering dan mudah diucapkan akan 

tetapi tidak mudah diddefinisih sesara pasti. Asal kata politik ialah poIi~ 

(negara kota), yang kemidian bekembang menjadi kota dalam bebagai baasa 

antara lain bahasa Inggris seperty polity, politic, poliics, political, politician, 

police dan policy yang kesemuanya berasal dari kata itu. 



Dalarn konteks itu, Robert A Dahl, mendefinisikan sistem politii 

sebagai :33 

"..us ary persistent puttem of human relationships that involves to 

sign$cant extent* control, i@uence, power* or authority. 

Dari rumusan itu terlihat kemiripan antara rumusan politics dan 

perwnusan political .y.ytem, sehingga tampaklah lagi bahwa batas- 

batasnyapun tidak teralu tajam. Ymg membedakan ialah adanya istilah 

persistent pattern atau katakan lah pola yang langgeng. Berdasarkan uraian ihr 

&pat disimpulkan ahwa sistem politik tidak lain adalah mekanisme 

seperangkat h g s i  dan peranan &lam struktur politik dalarn hubungamya 

satu sama lain yang menunjukan suatu proses yang langgeng. Proses tersebut 

mengandug dimensi waktu ( masa lampay masa kini dan masa &pan), 

kemudian yang diartikan dengan struktur ialah sernua aktifitas yang dapat 

diobservasi atau diidentifikasi dapat menentukan sistem politik itu sen@ 

oleh karenanya sistern politik, tidak selalu sejajar dan jurnbuh dengan konsep 

negara, sepertinya juga halnya konsep negara tidak selalu sejajar dan searti 

dengan konsep bangsa 34 

Uraian-uraian terhadap pernahaman sistem maupun sistem politik 

diatas, mengamhkan kita untuk memahami bahwa sistern politik sama halnya 

dengan sistem kehidupan laimya, mempunyai kekhasan : integritas, 

" Robert A Dahl, M d r n  PoliticaI Araalys~s, W c e  Hall of India, New Delhi, 1977, Hlm. 3 
34 Ernest Barker, wdion on GovenmttrnI, Word University Pess, London, 2956, Hlm xiv 



keteraturan, keutuhan, organisaasi, koherensi, keterhubungan dm 

ketergantungan bagian-bagiann ya. Slain itu suatu sitem barus dapat 

memeliham identitasnya dalam suatu periode tertentu, demikim pula 

subsistemnya, yang dapat diberlakukan sebagai kesatuan yang terpisah, yang 

bebas menjalankan aktifitasnya dan merniliki kernampuan untuk hidup dalam 

sistem yang lebi h besar, tanpa mempertim bangkan besar kecilnya peranannya 

dalam sistem yang lebih besar tersebut, akhirnya sistem politik mempunyai 

kekhasan lain, yaitu kemerangkuman, ketergantungan dan adanya bat.a.5- 

b a t a ~ . ~ ~  

Sistem politik di Indonesia mengalami perubahan dan periode satu ke 

periode lainnya, mulai sistem politik demokrasi liberal, demokasi terpimpin 

dan sistem politk d e m o b i  pancasila. Demikian juga halnya dengan sistem 

politik Indonesia saat ini, yang secara terus menerus mengalami perubahan- 

perubahan kearah sistenl politik yang demokratis. Perubahan sistem politik ini 

merupakan dampak dari reformasi tahun 1998, proses transfomasi politik 

diawali dengan runtuhnya rezim otoritarian menuju tatanan politik yang 

demokratis s e m  perubahan yang sangat mendasar. Transformasi politik- 

dari otoriter menuju ke demokratis menegaskan bahwa masyarakat Indonesia 

menginginkan pembahan ymg lebih baik, walaupun pilihan tatanan politik 

demokratis itu membawa konsekuensi apapun yang dilakukan pemerintah 

35 Morton R Davies and Voughan A Lewis cialam Rusadi Kanta Prawira, Sisrem Poliiik 
Indonesia, SSiar Barn Algensindo, bandung, 1992, Hlm. 1 6. 



hams dilandasi pada nilai nilai demokrasi, tramparami, partisipmi dm 

akuntabilitas, temasuk ketika proses penyusunan paraturan perundangan- 

undangan/Peratunn Daerah, de-n melahirkan produk Undang-un- yang 

demolcratis clan berguna bagi penahan negara menuju terwujdnya guod 

govemclnce dengan UUD 1945 sebagai landasan komtit~sionaln~a.~~ 

Konsekuensi terhadap pi lihan sistem politi k demohatis, mengikat 

kepada bangsa ini untuk menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam setiap aspek 

penyelenggaraan pemerintahan, sebagaima definisi paling sederhana terhadap 

konsep demokrasi yang berasal dari zarnan Yunani kuno, terdiri dari c€ua akar 

kata bahasa yaitu "demus " (rakyat) dan "kratein " (pemerintahan), jadi &pat 

dipahami secara sederhana demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat.37 

Untuk memudahkan pemahaman te-p demokrasi, berikut rumusan dari 

James MacGregor Burn at all sebagai berikut :38 

" u sy.stetrz of govermneni i ~ z  which those who huve uufhority to I?& 

ijecisiuns @hat have thejkce ufkim) acqzcipe and retain this izilrthurity 
either directly or indirectly as the result of winning fiee ekectio~~. in 
which the great mujori~ of d t d t  citizen are ullowed to purticipute". 

Rumusan tersebut sedikit menbawa kita untuk lebih mudah dalam 

memahami terhadap suatu sistem negara yang menganut demokrasi. Perturn4 

demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang mempunyai unsur-unsur 

36 Syaihdin, Proses Petnbenhrkan Cdridmg--Cd.g ( Sh~di tentang Partisiiyacri Masywakut 
dblaEn Proses Pemberitubi [JUdi era Refornois), Ri~~gkasan Desertasi, FH UI, Jakarta, 2006 Hlnl ii. 

37 Moh Kusnardi dan Bintan R Saragih, Ihrr Neguru, C e h  ketiga, Gaya Medika Pratama, 
Jakarta, 1995, Hlm. 164. 

38 SaiWn, R i n g b  Di~rttac, 22006, Hlm. 8 



atau elemen-elemen yang saling terkirit dan tidak dapat dipisahkan. K e d q  

orang-orang yang memegang kekuasaan atas narna d e m o b i  dapat 

mengambil keputusan untuk menetilpkan dan menegakan hukum. Kctigu, 

kekuasaan untuk mengatur dalam benhrk aturan hukwn tersebui diperoleh dan 

dipertahankan dalam sebuah pemilihan umum yang bebas aktif dan diikuti 

oleh sebagian besar warga negara demsa dari sebuah negara. 

Pemahaman itu, tentu saja mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang 

hams diperhatikan. Dalarn kaitan ini Afan Gaffar memberikan lima ha1 yang 

merupakan elemen empirik sebagai konsekuensi dan dernokrasi yaitu : 

a). Masyarakat menikmati apa yang menjadi hak-hak dasar mereka terrnasule 

hak untuk berserikat, berkumpul ficdom for m:remb&,l, hak untuk 

berpendapat ('eedom of speech), clan menikmati pers bebas fieeriurn qf 

peer$; 

b). Adanya pemilihan umum yang dilidahn secara teratur dirnana sipemilih 

bebas menentukan pilihannya tanpa ada paksaan dari siapapun. 

c) Sebagai konsekuensi kedua hal diatas, warga l~~asy&t dapat 

menaktualisasi dirinya secara maksimal didalam kehidupan politik d e n p  

melakukan partisipasi politik yang mandiri (autommous participtio~) 

tanpa digerakan; 

d) Adanya kemungkinan rotasi berkmsa sebagai produk dari pemilihan 

umum yang bebas; 



e) Adanya rehutmen politik yang bersifat terbuka (open recruifrnerzt) untulr 

mengisi posisi-posisi politik yang penting didalam proses 

penyelenggaraan nega13.~~ 

Konsekuensi itulah yang nantinya memberikan kesempatan yang lu;ls 

kepada masyarakat selaku w a r p  negara untuk melakukan hak dan kewjiban 

politi knya dalam bernegara &lam si.stem p l i t i  k yang demokratis. 

Dari gambaran tersebut kita tetap saja tidak dapat dengan mudah unfd  

mendifinisikan demokrasi, karena memang pemahaman terhadap demokra9i 

dapat dilihat kedalam aspek yang berbeda, apalagi dalam tataran realitas 

demokrasi telah mengalami tmnsformasi perkembangan bentuk demokmsi 

modern dalam negara bangsa sekarang ini. 

Kesulitan pemahaman akan bertambah apabila hanya digambarkan 

dengan bentuk formal justru m e n y d a n .  Sebagai contoh, suatu new 

dipanclang d e m o b i  apabila negara itu telah men~iliki lembaga pewakilan 

rakyat, ada sistem kepartaian dm pemilihan mum, serta hak pilih bagi setiap 

warga negara. Jika bentuk formal ini dijadikan patokan mengukur demokrasi 

suatu negara, pastilah banyak negara yang mengklaim dirinya sudah sebagai 

negara yang demokrasi. Dalam kaitan inilah perlu diingat bagi kita bahwa kita 

hams membe* sistem politik dapat saja berbentuk demokratis, sementarsr 

substansinya otoriter. 

39 Afan Gaff&, Pembcmgr~~um H u k  dan LZemoKrman, &dnl Polilik Pernikngmm Huktan 
Nmional. Penyunting Muh Busyo Muqodas dkk.. . , UII Prees Yogyakarta, 1 992, Hlm, 1 06. 



2. Konfigurasi Politik 

Jika ada pertanyaan tentang hubungan kasualitas antara hukum h n  

politik, atau untuk menjawab pertanyaan apakah hulcum yang mempengarzlhi 

politik ataukah politik yang mernpemhi  hukum4' maka paling tidak ada 

tiga jawaban yang dapat dikemukakan, Perkma, Hukum deteminan plitik7 

artinya &lam kegiatan-kegiatan plitik diatur dan h m s  tunduk kepda 

aturan-aturan hukum. Ketlua, Politik deteminan atas hukum, karena hukum 

merupakan kristalisasi dari kehendak plitik yang saling berinteraksi dan 

saling bersaing, Ketiga, Politik dan hukurn sebagai subsistem kemasyadatan 

berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara satu dengan 

yang lainnya, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik 

tetapi begitu hukum ditetapkan maka sernua kegiatan politik hams tun& 

kepada hukum. 

Permasalahannya adalah pada Maran realitas, dari ketiga hubungan 

kausalitas hukurn dm politik, penulis lebih sependapat bahwa hukum lahir 

sebagai refleksi dari konfigumsi politik yang melatar belakangi, kalirnat- 

kalimat yang ada dalam aturan hukm tidak lain merupakan laistalisasi dari 

kehendak politik yang saling bersaing, oleh karenanya &lam kenyataan 

Moh Mahfbf MD, Polilik Hukum di Idonesia, LP3E.S. Cetakan Pertama, PT Pustaka LP3B 
Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm 8. 



terlihat bahwa politik sangat menentukan bekerjanya h u k ~ m . ~ '  tmmwnk 

didalam mempengaruhi proses pembuatan Peraturan Daerah. 

Selanjutnya k o ~ ~ i  politik diartikan sebagai susunan ahu 

konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang 

bertentangan secara diametral, yaitu bqfignc~si politzk demokrc~tis ~ilm 

konzprugi politik otor&er- 

a. Konfigurasi politik demokratis adalah susunan dstern politik yang 

membuka kesempatan peluang bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk 

ikut aktif menentukan kebijakan urnurn. Partisipasi ini ditentukstn atas 

dasar mayoritas oleh d l - w a k i l  rakyat dalam pemilihan-pemilihan 

berkala yang didasarkan pada prosip kesamaan politik dan 

diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik Di negara 

yang menganut sistem demokrasi atau konfigurasinya demokratis terdapat 

pluraritas organisasi dimana organisasi-organisasi penting relatif otonom. 

Kemudian apabila dilihat dari hubungan antara pemerintah clan wakd 

rakyat, didalam konfigurasi demokratis ini terdapat kebebasan bagi mat 

melalui wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap pemerin&h. 

b. Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih 

memunglcinkan negua berperan sangat aktif serta mengambil hampir 

seluruh inisiatif &lam pembuatan kebijaksanaan n e w .  Konfigurasi ini 

ditandai oleh dorongan elit kekuasaan untuk memaksalcan persatuan, 

41 Moh Mahhd, Zbitl Hlm 24-25. 



pengapusan oposisi terbuh, dominasi pimpinan negam untuk menentub 

kebijakan negara dan dorninasi kekuasaan elit politik yang kekal, serta 

dibalik sernua itu ada satu doktrin yang membenarkan konsentrasi 

kek~asaan.~~ 

Untuk mengkualifikasikan apakah kodprasi  politik itu demokmtis 

atau otoriter, indikator yang dipakan adalah bekerjanya tiga pilar demokrasi 

yaitu peranan partai politik dan badan perwakilan, kebebasan pers dan 

peranan eksekutif. Pada konfigurasi plitik demokratis, partai plitik clan 

lembaga perwakilan rakyat aktif berperan menentukan hukurn negara atau 

politik nasional. Kehidupan pers bebas, sedangkan peranan eksekutif tidak 

dominan dan tunduk kepada kemauan-kemauan rakyat yang digambarkan 

lewat kehendak lembaga perwakilan rakyat, sedangkan pada konfigurasi 

politik otoriter yang terjadi addah sebaliknya. 

Dalam konteks studi tentang Pembuatan Perda Nomor 7 Tahun 2005 

tentang t r a n s v s i  dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan 

Penlerintahan di Kabupaten Bantul menurut penulis, selain dari Subskimi 

Perahan Daerah, moment wakb pembuatan perda itupun sangat menarjk, 

mengingat kita baru saja mengalami masa-masa sulit transpormasi dari era 

Orba ke era reformasi yang lebih demokratis tenrtama perubahan-pe-an 

besar terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, termasuk didalamnya 

42 Moh Mahfud, Ibid HJm 25 



danya otonomi bagi daerah untuk menentulcan kebijalcan daeah meldui 

Peraturan Daerah. 

Pernbentukm Pmatumn Daerah dalah meruphn bagan dmi &ifitas 

dalam mengatur masyarakat khususnya yang merupakan gabwngan dari 

individu-individu manusia dengan segala dimensinya, sehingga rnerarmq 

sebuah Peraturan Daerah adalah merupkan perke jam yang s ~ l i t . ~  Walaupun 

dengan kesulitan yang dihadapi, kdnginan besar segenap masyarakat untuk 

membangun sistem pemerintahan yang lebih baik, transparan dan partisipatif 

sudah mulai menam- sinyal yang menggembirakan, ditandai dmgan 

terbentukanya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 

&tang transparansi dan partisipasi publik &lam Penyela- 

Pemerintahan di Kabupaten Bantul. 

3. ffirakter Produk Hukum. 

Dalam kontek penelitian ini terbentuknya Peraturan Daerah tersebut, 

juga &pat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat konfligwasi 

politik terhadap karakter hukun~nya Sedangkan pengertian Karakter produk 

hukum, dipahami sebagai d atau sifat produk hukum. Karakter produk 

hukum yang secara dikotornis d i i  atas hukum otonom dm hukum 

menindas seperti dikemuk-akan oleh Nonet dan Selnick, serta hukurn 

responsife dan ortodok sebagaimana dikemukakan oleh -man. 

" S jarif Amiroedin, P d l g  71.hlgm4 &.we, Je~ris dlD1 Teknik Pmbillalun, Bina Akua, 
Jakarta, 1997, Hlm. 138. 



Secara lebih terperinci dap t  dikemukakan bahwa karakter produk 

hukum meliplrti :44 

a Produk hukum Responsif?Populistik adalah produk hukurn yaw 

mencerminkan rasa keadilan clan memenuhi harapan masyarakat. Dalam 

proses pembuatamya memberikan peranan besar dan partisipasi 

kelompok-kelompk sosial atau individu didalam masyarakat. Hasilnya 

responsife terhadap tuntutan tuntutan kelompok sosial atau individu dalam 

masyarakat. 

b. Produk hukum konservatiflOrtodoklElitis adalah produk hukum yang 

isinya lebih mencerminkan visi sosial elit politik, keinginan pernerintah, 

bersifat positivis-instrumentalis, y h i  menjadi alat pelaksanaan ideologi 

dan program negam Berlawanan dengan hukurn responsive, hukurn 

ortodok lebih tertutup terkdap tuntutan kelompk maupun individu 

didalam masyarakat, dernilrian juga pada proses pernbuatanya peranan dan 

partisipasi masyarakat relatif kwil. 

Selanjutnya untulc mengkualilifikasikan apakah sebuah produk hdmn 

itu responsive atitu konservatif, indikator yang dipakai &lah proses 

pembuatan hukum, sifat h g s i  hkum dan kemungkinan penafsiran atas 

sebuah produk hukumm4' Produk hukum yang berkxdder responsive, proses 

pembuatannya bersifat partisipatif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya 

44 Moh Mahfbd, op-cil Hlm. 25 
" Moh Mahhd Ibid Hal 26 



partisipmi masyarakat melalui kelompok kelompok sosial dan individu 

didalamnya. Sedangkan proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodok 

bersifat sentmlistik &lam arti lebih didiminasi oleh lembaga neb- terutama 

pemegang kekuasaan eksekutif. 

Oleh karenanya apabila dilihat dari fungsinya maka huhm yang 

berkaraker responsif bersifat aspiratif. Artinya memuat materi-materi yang 

secara umum sesuai dengan kehendak dan aspirasi masyarakat yang 

dilayaninya. Sehingga produk hukwn itu dapat dilihat sebagai kristalisasi dari 

kehendak masyarakat. Sedangkat hukum dengan karakter ortodok bersiiat 

positivis-instrumentalis, artinya memuat materi yang lebih merefleksikan visi 

sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih 

merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program 

pemerintah. 

Jika dilihat dari segi penafsiran nlaka produk hukun~ yang berkamkter 

responsiflpopulistik biasanya memberi I;edikit peluang bagi pemerintah untuk 

membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanan dan 

peluang sempit itupun hanya berlaku bagi hal-hal yang betul-betul bersifat 

teknis. Sedangkan produk hukum yang bersifat ortodok memberi peluang luas 

bagi pemerintah untuk membuat bertzagai interpetasi dengan peraturan 

lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekedar 

masalah teknis. 



Oleh hrenanya karakter produk hukum yang bersifat responsif 

biasannya memuat hal-ha1 pendng secara rinci, sehingga sulit bagi pemerintab 

untuk mernbuat penafsiran sendiri. Sedangkan produk hukum berkarakter 

ortodok biasanya cenderung memuat materi singkat dan pkok-pkoknya saja 

yang kemudian memberi peluang yang luas bagi pemerintah untuk mengatur 

berdasarkan visi dan kekuatan p l i t i  knya. 

Dengan melihat indikator diatas, apabila kita komparasikan keaclaan 

yang senyatanya, dalam proses pembu;rtan Peratwan Daerah sebenarnya &an 

terlihat konfigurasi politik tertentu, yang kemudian akan diketahui karakter 

dan watak produk hukumnya. 

B. Pembentukan Peraturan Perundaugan di Indonesia 

Teknik perundangan-undangan Wujuan membuat atau menghasiikan 

peraturan perundang-undangan yang baik Suatu peraturan perundangan- 

undangan yang baik dapat dilihat dari krbagi segi :& 

1. Ketetapan struktur, ketetapan pertimbangan, ketepatan dasar hukum, 

ketetapan bahasa (peristilahan ), ketetapan pemakaian huruf dan tanda baca; 

2. Kesesuaian isi dengan dasar yuridis, sosiologis clan filosofis. Kesesuaian 

yuridis menunjukan adanya kewenangan, kesesuaian bentuk dan jenis 

perahuan perundangan-undangan, diikutinya cara-cara tertentu, tidak ada 

pertentangan antara peraturan penmdang-undangan yang satu dengan yang 

46 Bagir Manan, sistem Hlm 2/68 



lain, dan tidak bertentangan dengan 1 

Keseuaian sosiologis menggam bark' 

undangan yang dibuat sesuai dengan 1 

masyarakat. Kesesuaian filosofis 

perundang-undangan dibuat dalam rai 

memelihara cita hukum yang menjadi 1 

3. Peraturan perundangan-undangan tersebut dapat dilaksanaan ((~ZZic~~Zb~) dm 

menjamin kepastian. Suatu peratwan perundangan-undangan ham 

memperhitungkan daya dukung baik lingkungan pemerintahan yang akan 

melaksanakan maupun masyarakat tempat peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Daya dukung tersebut antara lain kewenangan, keuangan, keorganisasian, 

kondisi masyarakat dan lain sebagainya. Peraturan perundang-unhp hams 

nlenjamin kepastian h k n  bagi ntasyaralrat. 

Selain itu disampaikan oleh pakar lainnya, bahwa kreasi dan inovasi 

dalam proses pembuatan Peraturan Daerah, seperti halnya pembuatan suatu 

peraturan perundang-undanp tentu h a m  memenuhi syarat-syarat terpenuhinya 

asas perundang-undangan, sebagaimana disampaikan oleh A. Hamid S Attamimi, 

d e n p  mernbagi dua asas sebagai berikut :a 
F 

'' Bagis Manan, Damr-Dam Perudmga-rt-gcn? Indonesia, Ind-Hill, Jkt, 1992, Hlm 14 
k Hamid S Atamimi, Permm KeyuRmn Presiah RT &am Pet~yelenggmm 

Pumurintah Negm, (Dewpl~si) Fak. Huhm UI, 2990, Hlm.336 



a Asas Tujuan yang jelas, asas ini mencakwp 3 (tiga) ha1 yaitu : Pert-, 

mengenai ketepatan letak peraturan-perundangan dalam kerangka 

kebijakan umum; Keduu, tujuan khusus peraturan perundang-undangan 

yang &an dibentuk; Kefiga, yaitu tujuan dari bagjan-bagian peratwan 

prundang-undangan yang akan dihentuk. 

b. Asas OrgadLembaga yang tepat, asas ini dilatarbelakangi untuk 

memberikan penegasan tentang perlunya kejelasan kewenangan organ- 

orgadlembaga yang menetapkan peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan. 

c. Asas perlunya pengaturan, Asas ini selalu terdapat attematife atau 

altematife-altematif lain untuk menyelesaikan suatu masalah 

pemerintahan selain dengan memkntuk peraturan perunhg-undangdn 

Prinsip deregulasi yang tengah dikembangkan di negera Belanda dan 

prinsip penyderhanaan serta kehematan (sobereheig &dam pemkntukan 

peraturan perundang-undangan, menunjukan kernunman adanya 

altematife lain &dam b i h g  pengaturan. 

d. Asas dapat dilaksanakan, yaitu sebagai usaha untuk dapat ditegakkan 

peraturan perunhg-unhgan bersrtngkutan, Sebab tidak a& gunanya 

suatu peraturan perundanp yang tidak dapat ditegakan. Selain pihak 

pemerintah, juga pihak rakyat yang mengharapkan jaminan (gnmniie) 

tercapainya hasil atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu pemhmm 



perundang-undangan, ternyata akiln kecewa karena peraturan tersebut 

tidak &pat ditegakan. 

e. Asas Konsensus, yaitu adanya kesepakan rakyat untuk melabnakan 

kewajiban dan menanggung akibat yang ditimbulkan oleh p e r a m  

perundangan yang bersangkutan. 

Asas Material, meliputi : 

a Asas tentang terminologi dan sistimatika yang benar, maksudnya ialah 

agar peraturan perundang-undangan clapat dimengerti oleh masyarakat dan 

rakyat, baik mengenai kata-katanya maupun mengenai struktur abu 

susunannya 

b. Asas tentang dapat drkenali, mengenai pentingnya asas ini ialah apabila 

suatu peraturan perundang-undangan tidak dikenali dan diketahui oleh 

setiap orang, lebih-lebih oleh yang berkepentingan, maka ia akan 

kehilanp tujuannya sebagai peraturan. Ia tidak mengembangkan asas 

persamaan clan tidak pula asas kepas'tian hukum, clan selain itu ti& 

menghasilkan pengaturan yang direncanakan. 

c. Asas p e r l a b  yang sama h 1 m  hukum, &lam mengemuhkin asas ini 

para ahli menunjuk kepada tidak boleh adanya peratwan perundang- 

unbngan yang ditujukan h y a  kepnda sekelompok orang tertentu, b e r m  

hal ini akan mengalclbatkan adanya ketidaksamaan dan kesewenang- 

wenanem didepan hukum terhadap anggota masyarakat. 



d. Asas kepastian hukum, asas ini mula-mula diberi asas hampan yang 

vemluchtigen qehonoreerd moeten worden), yang merupakan 

pengkhususan dari asas umum tentang kepastian hukum. 

e. Asas kepastian pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual, asas 

ini berrnaksud memberikan penyelesaian yang khusus bagi hal-ha1 atau 

keadaan-keadaan tertentu, sehingga dengan demikian peraturan 

perundang-undangan dapat juga memberikan jalan keluar selain bagi 

masalah masalah urnurn, juga bagi masalah masalah khusus. 

Selanjutnya terkait dengan proses . pernbahasan sebuah peratuan 

perundang-undang, sebagaimana ketentuan Pasal40 ayat (1 1 - 14) Undang Undang 

Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Perundang-undangan, bahm 

pernbahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Penvakilan Rakyat Daerah 

dibagi kedalam empat tahap pembicaraan. Tahaptahap tersebut sama dengan 

tahap pernbicaraan Rancangan Undang Undang di Dewan Perwaliilan Rakyat. 

Adapun keempat tahap tersebut adalah sebagai berikut :49 

1. Pembicaraan Tahap I meliputi penjelasan Kepala Daerah dalarn rapat 

paripurna DPRD terhadap Rancangan Peratuan Daerah yang berasal dari 

Kepala Daerah. Dalam rapat itu Kepala Daerah menjelaskan argumentasi 

mengapa pengajuan Rancangan Peratuan Daerah diperlukan serta memberikan 

49 BN Marbun, DPRD Pertumbuhan &I Cma K e r j q a ,  Pustaka Sinar harapan, Jakarta. 2006, 
Hlm 239 



elaborasi dari garis-garis besar Rancangan Peratuan Daerah yang 

bersangkutan. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah diajukan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat daerah, pejelasan disampaikan oleh Pimpinan rapat 

komisi/gabungan komisi atau pimpinan Panitia Khusus. 

2. Pembicaraan Tahap It, meliputi pemandangan umum anggota (fraksi) &n 

jawaban Kepala Daerah atas pemandangan umwn anggota (fraksi). Seperti 

halnya pada rancangan Undang-undang, pernandangan umum diwakili fiaksi 

dan tidak pemah anggota menyampaikan pemandangan umwn seem 

individual. Jawaban atau tanggapan Kepala Daerah pada umumnya dalam 

bentuk tertulis dan setelah selesai dibacakan, diberikan kepada Pimpina 

sidang untuk Qteruskan kepada semua semua anggota DPRD untuk dipelajari. 

Dalam ha1 rancangan Perahuan Daerah atas usul (inisiatif) DPRD, maka 

Kepala Daerah (Gubernur, BupatiPWalikota) memberikan tanggapan terhadap 

Rancangan Perahuan Daerah, yang kemudian fraksi-fraksi memberi jawaban 

terhadap pendapat Kepala Daerah. 

3. Pembicaraan Tahap It1 pada prakteknya merupakan inti dari pembahasan 

intensif atas satu rancangan Peratwan Dearah. Dalam rap t  tahap Ill 

merupakan rapat-rapat komisi, atau gabungan komisi, rapat pansus, rapat tim 

perurnus yang dilakukan bersama-sarna dengan Kepala Daerah atau Pejabat 

yang ditunjuk. Proses pembahasan tahap 111 dapat berjalan dengan alot 

terutama ketika mernbahsa pernasalahan yang sensitife, atau yang rnenyangkut 

beban warga apabila rancangan Peraturan Daerah diterapkan Tidak jamg 



terjadi argumentasi antar anggota DPRD yang pro dan kontra Ramangan 

Peraturan Derab atau antara anggota DPRD dengan pihak eksehdf. Dalam 

tahapan ini Rancilngan Peraturan Daerah a h n  d i b a h  dari pasal kepasal serta 

tetap menjaga keutuhan rancangan perahuan daerah sebagai satu sistem dm 

tidak bertentangan dengan Peratuan Daerah yang sudah ada dan berlaku atau 

peratuan perundang-undnag yang lebih tinggi. Secara sederhana sebenarnya 

dapat dipahami bahwa pembicaraan tahap 111 ini dimaksudkan untuk 

menem ukan kesepakatan bai k materi muatan maupun rum usan-nun usannya. 

4. Pembicaraan Tahap IV dilakukan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah, acara rapat terdiri dari 3 (tiga) kegiatan pokok sebelum rapat 

mengambil keputusan, yaitu :50 

a Laporan hasil pembahasan tinght IIT; 

b. Penyampaian pendapat akhirkata akhir fraksi-fraksi; 

c. Pengambilan Keputusan. 

Laporan pembahasan tahap 111 biasanya disampaikan Ketua Tim Pembahas 

(Kon~isi, gabungan Kon~isi, Pansus) atau j m  bicara yang ditunjuk Pelapor 

juga mernbacakan Rancangan Peraturan Daerah secara lengkap. Hal ini perlu 

untuk transparami dan untuk menghindarkan proses "'membeli kucing d a b  

karung9'. 

BN Marbun, ]bid Hlm 240 
51 BN Marbun, Ib id Hlm 24 1 



Apabila kita lebih fokus kepElda pembentukan peraturan b h ,  

sebagaimana dijelaskan dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Perda dibentuk berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang- 
undangan yang meliputi : 
a. Kejelasan tujuan; 
b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; 
c. Kesesuaian antara jenis dan muatan; 
d. Dapat dilaksanakan; 
e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 
f Kejelasan Rumusan; dan 
g. Keterrbukaan. 

Membuat rancangan undang-undang merupakan perkerjaan yang sulit 

karena dituntut kernampuan mernaharni materi yang akan diatur, mereka yang 

&an bekerja dibidang ini akan mema kesulitan, sedangkan mereka yang 

menggunakan atau dikenakan undang-undang akan ikut menderita pula" Qleh 

karenanya seseorang yang &an merancang undang-undang harm mempunyai 

pengetahuan yang cukup dan menemukan sarinya dari kumpulan fakta-fakta yang 

sudah tumbuh sejak lama dan menuangkannya dalam bentuk peraturan. Menurut 

Djoko Prakoso proses pembuatan peraturan daerah terdiri dari lima tahapan, yaitu 

: (tahap I)  Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah, (tahp 2) Pembahasan 

Peraturan Daerah, (tahctp 3) Bentuk Peraturan Daerah, (tahctp 4) Penetapan dan 

pengesahan Peraturan Daerah, (taplap 5) Pengundangan Peraturan ~ d . ~  

52 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 137. 
'"swan Soejito, Membuat Cfhg-Cf&g Liberty, Yogyakarta, 1998, Hlm 35. 
s4 Ibid Hlm 35 



Selain itu menurut petunjuk da 

dikeluarkan Biro Hukum Departemen 1 

perancandpenyusun Peraturan Daerah dib 

a. Jenis-jenis produk hukum tingkat daen 

b. Kaidah-kaidah hukum; 

c. Menguasai maten yang akan diatw; 

d. Mempunyai jangkauan jauh kedepan; 

e. Mempunyai inventan's peraturan perundang-undangan; 

f Mampu menuangkan materi yang akan diatur; 

g. Menguasai bahasa hukum; 

h. Menguasai teknik perundang-undangan. 

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa telcnik peraturan perundang- 

undangan bukan hanya sekedar tata cara penulisan atau pengetikan. Teknik 

perundang-undangan mencakup haZ-ha1 yang Zebih ~nendasar terdiri dari beibagai 

aspek untuk mewuj udkan p e r a t m  perundang-undangan yang baik. 

C. Kewenangan mem bentuk Peraturan Daerah - - 
Peraturan Daerah merupakan peraturan perundang-undangan semacam 

Undang-undang, karena pembentukamya mengikuti kewenangan pembentukan 

55 AbM Latif, Hukum dapt per alum^ Kebijakmnam~ pada Pemerintakm~ Dcmah, UII Press 
Yogyakarta, Yogyakarta, 2005, Hlm 70 



Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan persetujm 

Dewan Pewakilan Rakyat daerah, dalam Penjelasan Umum Undang-undang 

Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahm kewenangan yang ada pada Kepala 

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengandung pengertian bahwa 

pembentukan Peraturan Daerah dilakukan bersama-~ama.~" 

Selanjutnya inisiatif untuk pembentukan Peraturan daerah dapat dilakukan 

Kepala Daerah atau Dewan PeMI.akilan rakyat Daerah. Ddam undang-undang 

tidak disebutkan dengan tegas mengenai inisiatif dari Kepala Daerah. 

Kewenangan Kepala Daerah tersirnpul dari wewenang menetapkan Peratman 

Daerah atau kebiasaan yang sudah diterirna sebagai praktek tata negam 

Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat untuk berinisiatif Qatm dalam haln 

prakarsa.s7 

Hal yang sama ada pa& pembentukan Undang-undang, dalam UUD 1945 

tidak ada ketentuan yang menyebutkan hak inisiatif atau hak prakara presiden 

untuk mengajukan Rancangan Unhg-undang. Tetapi kngan ketentuan pus& 5 

ayat (I) sudah tersirat bahwa Presiden mempunyai hak inisiatif atau prakma 

mengajukan usul rancangan Undang- undanggs8 

" Penjelasan Urnum UU Nomor 32 Tahun 2 0 4 ,  Pembuatan Peratuan Daerah dilakukan 
bersama-sama oleh kepala daerah dan DPRD. Peratuan Daerah yang telah dibuat berm-sama dan 
telah rnendapatkan persetujuan DPRD tersebut dirtetaplum dan ditandatangi oleh Kepala Daerah 

'' Dalarn Surat Menteri Dalam Negeri Nornor 188.3413771lPUOD disebut "Pra Rancangan 
Peratuan Daerah" untuk lebih mudah pemahamannya. 

'' Abdul Latif, ]bill Hlm 70 



D. Prakarsa Pembentu kan Peratunur Daerah 

Dalarn pembuatan sebuah peratwan daerah, baik eksekudf (Kepala 

Daerah) maupun legislatif (DPRD) mempunyai hak yang sama, &pun 

mekanismenya adalah sebagai berikut : 

1. Prakarsa dari Kepala Daerah 

Sebagaimana disampaikan diatas bahwa Kepala Daerah sebagaimana 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mempunyai hak prakarsa menyusun 

Rancangan Peraturan Daerah. Parsal 140 Undang Undang Nomor 32 tahu 2004 

menyebutkan ayat (1) Rancangan P e r a m  Daerah dapat berasal dari DPRD, 

Gubernur, atau BupatWalikota, dan Pasal 14 1 ayat (1) Rancangan Peraturan 

Daerah disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi atau alai 

kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi, dengan 

mekanisme sebagai berikut : 

a. Konsep rancangan Peraturan ~ a e r a h ' ~ ~  disusun oleh DinaslBiroRlnit keja 

berkaitan dengan materi muatan yang diatur. 

Sebelum penyusunan dilakukan, Dinas/Biro/Unit kerja yang bersa~@bmtan 

memberitahukan kepada Biro Hukum atau bagian hukurn, Penyusunan 

konsep oleh DinasfInstansil BiroIBagian bukan berarti selalu oleh satu 

pihak saja Penyusunan ini dapat juga dilakukan bersama-sama dinas 

59 Surat Menteri Dalam Negeri, Nomor 188.34/3771/PUOD (12 Nopember 1983). Swat Ment& 
Dalam Negeri ini dikeluarkan sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1980 yang 
antara lain menyebutkan : "Menteri Keuangan membaikan saran dan pertimbangan kepada Menteri 
Dalam Negeri, dalam hal menyangkut : 
a. Kebijakan Fiskal dan Moneter Pemerintah s e ~ r a  Nasional. 
b. Kebijaksanaan perimbangan keuangan antara Pemwintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 



instansi terkait. Penyususunan bersama ini hams dimungkinhn karena ada 

kemunglanan materi muatan suahr peraturan daerah berkaitan dengan 

tugas berbagai Dinas, Biro dan sebagainya. Bahkan ada baiknya 

ditradisikan penyususnan oleh sebuah tim lintas instansi penyusunan 

Rancangan Peratuan Daerah, sehingga akan memudahkan perurnusan draf 

dimaksud 

b. Konsep yang telah disusun DinadBiro/Unit kerja tersebut disampaikan 

kepada BiroBagian Hukum untuk pemeriksanaan teknis sepeiti 

kesesuaian dengan Peratuan penmdang-undangan lain, kesesuaian dengan 

kebijaksanaan m u m  Pemerintah Pusat atau Daerah yang bersang- 

dan kebakuan format sesuai dengan pedoman yang berlaku. 

c. Biro Hukum atau bagian hukurn akan mengundang Dinas/Biro/Unit kerja 

yang menyusun konsep &in unit-unit kerja lain untuk ikut 

mmenyemumakan konsep tersebut. Apabila sejak penyusunan kofl~ep~ 

instansi terkait sudah diikutsertakan, maka pembahasan bersama akan 

dipermudah bahkan mungkin ditiadakan. Dengan mengikutsertakan 

berbagai unit dalarn penyusunan konsep, maka pembahasan bersama atas 

konsep mungkin hanya diperlukan apabila Biro Hukum atau wan 

Hukurn setelah melakukan pemeriksaan menemukan hal-ha1 yang 

memerlukan perubahan-perubahan (teruitama perubahan substansi atau 

materi) 



d. Biro Hukum atau Bagian H h  menyususn penyepurnaan (Konsep 

Final) untuk diteruskan kepada Kepala Daerah mengadakan pemenksaan 

(dibantu sekwilda) 

e. Konsep Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui Kepala Daerah 

berubah menjadi Rancangan Peratwan Daerah. 

f. Rancangan Peraturan Daerah disampaikan Kepala Daerah kepada Ketua 

Dewan Perwakilan Rakyat Daaemh disertsai nota pengantar mtuk 

memperoleh persetujun dewan. 

Pra karsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Tata Cara penyusunan Rancangan Peratuan Daerah oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah diatur dalarn Perauan b m h  dalarn tata Tertib Dewan. Karena 

itu ada kernmenan perbeciaan antara daerah yang satu dengan yang lain. 

Meskipun demikian, kemungkinan perbedaan tersebut kwil sekali, h n a  

Peratuan tata tertii sernua Dewan Perwakilan Rakyat Daersrh disusun 

krdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pdoman 

Penyususnan Tata Tertib DPRD yang menggantikan Surat Keputusan Menteni 

Dalam Nomor 411125-138 tahun 1978. Sekedar ilustmi, dibawah ini blah 

uraian tata cara penyusunan rancangan Peraturan Daerah, adapun tahapannya 

adalah sebagai berikut : 

a Usul prakarsa dapat diajukan oleh sekq-kurangnya lima anggota yang 

tidak hanya terdiri dari satu fraksi. 



b. Usul Rakrasa dalam bentuk Rancangan Perauran Daaerah tersebut 

disarnpaikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah membawa Rancmgan 

Peratuan Daerah tersebut kedalam sidang paripurna Dewan Pemmkilan 

Rakyat Daerah. Setelah mendapatkan pertimbangan Panitian Musyawaarah 

Para pengusul di beri kesempatan untuk mem berikan penjelasan. 

c. Pembahasan usul prakarsa dalam sidang-sidang Dewan Penmkilan Rakyat 

Daerah dilakukan oleh anggota dan Kepala Daerah. 

d. Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan sesuai dengan tata cam 

pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Kepala Daerah. 

E. Pembahasan Rancangan Peratnran Daerah di DPRD 

Sebagaimana ketentuan Pasal40 ayat (1 1-1 4) Undang Untlang Nomor 1 0 

Tahun 2004, tentang Pembentukan Perundang-undangan, bahwa pembahasan 

Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat D d  dihgi 

kedalam empat tahap pembicaraan. Tahaptahap tersebut sanm dengan tahap 

pembicaraan Rancangan Undang Undang di Dewan Perwahlan Rakyat. Adapun 

keempat tahap tersebut adalah sebagai berikut 

1. Pembicaraan Tahap I meliputi penjelasan Kepala Daerah ddam mpat 

paripurna DPRD terhadap Rancangan Peratuan Daerah yang berasal dari 

m~~ Marbun, DPRL) Pwfmbp~han &I Cma Kerjanya, Pustaka Sinar harapan, Jakarta. 
2006, Hlm 239 



Kepala Daerah. Dalam rapat itu Kepala Daerah menjelaskan argumentmi 

mengapa pengajuan Rancangan Peratuan Daerah diperlukan serta membeiikan 

elaborasi dari garis-garis besar Rancangan Perahan Daerah y q  

bersangkutan. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah diajukan oleh Dewan 

Perwalulan Rabat  daerah, pejelasan disampaikan oleh Pimpinan rapt 

komisi/gabungan komisi atau pimpinan Panitia Khusus. 

2. Pembicaraan Tahap II, meliputi pemandangan urnurn anggota (fraksi) clan 

jawaban Kepala Daerah ata,, pemandangan umum anggota (fraksi). Seperti 

halnya pada rancangan Undang-undang, pemandangan umum diwakili fraksi 

clan tidak pennah anggota menyampailcan pemandangan mum secara 

individual. Jawaban atau tanggapan Kepala Daerah pada umumnya dalam 

bentuk tertulis dan setelah selesai dibacakan, diberikan kepada Pimpina 

sidang untuk diteruskan kepada semua semua anggota DPRD untuk dipelaja~i. 

Dalam ha1 rancangan Peraturan Daerah atas usul (inisiatif) DPRD, nlaka 

Kepala Daerah (Gubernur, BupaWalikota) memberikan tanggapan terhadap 

Rancangan Peraturan Daerah, yang kemudian fraksi-fhi  memberi jawaban 

terhadap pendapat Kepala Daerah. 

3. Pembicaraan Tahap 111 pada prakteknya merupakan inti dari pembahasan 

intensif atas satu rancangan Peraturan Dearah. Dalam rapat tahap II 

merupakan rapat-rapat komisi, atau gabungan komisi, rapat pansus* rapat tirn 

perurnus yang dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah atau Pejabat 

yang ditunjuk. Proses pembahasan tahap II dapat berjalan dengan alot 



terutama ketika membahsa pemasa1aha.n yang sensitife, atau yang menyangkut 

beban warga apabila rancangan Perattiran Daerah diterapkan. Tidak jarang 

terjadi argumentasi antar anggota DPRD yang pro dan kontn Rancmga 

Peraturan Daerab atau antara anggota DPRD dengan pihalc eksekutif. Di 

tahapan ini akan dibahas dari pasal kepasal serta tetap menjaga keutuhan 

rancangan peraturan daerah sebagai satu sistem dan tidak bertentangan dengin 

Peratuan Daerah yang sudah ada dan berlaku atau peratman yang lebih tin@-. 

Tidak jarang pembahasan pada tahap ini memerlukan waktu lama bahkan 

berbulan-bulan, atau buntu apabila pihak-pihak tidak dapat menyatukan 

pembahasan pasal-pasal rancangan Peratuan Daerah tersebut. Apabila ini yang 

terjadi, maka diadakan lobi-lobi antar M s i ,  atau komisi atau dengan pihak 

eksekutif untuk mencari jalan keluar dari kebuntuan pembahasan tersebut. 

Secara sederhana sebenarnya dapat dipahami bahwa pernbicaraan 

tahap III ini dimaksudkan untuk menemukan kesepakatan baik materi muatan 

maupun rumusan-rumusmya 

4. Penlbicaraan Tahap IV dilakukan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan 

Raky-at Daerah, acara rapt terdiri dan' 3 (tiga) kegiatan pokok sebelum rapat 

mengarnbil keputman, yaitu 

a Laporan hasil pembahasan tingkat Ill; 

b. Penyampaian pendapat akhir/kata akhir fiaksi-fiaksi; 

c. Pengambilan Keputusan. 



Laporan pembahasan tahap 111 biasanya disampaibn Ketua Tim Pembahas 

(Komisi, Gabungan Komisi, Pansus) ittau juru bicara yang ditunjuk. Pelapor 

j u g  membacakan Rancangan Peraturn Daerah secara lengkap. Hal ini gerlu 

untuk transparansi dan untuk menghindarkan proses "membeli kucing dalam 

kmg".62  

Setelah Tim Pembahas menyampaikan laporan pembahasan t a h q  111, 

maka setiap fkaksi lewat juru bicaranya memberikan pendapat akhirlkata akhir 

h k s i  terhadap Rancangan Petaturan Daerah yang diputuckan nasibnya. 

Dalam ha1 fiaksi dapat menerima Rancangan Perauran Daerah secara jelas 

dalam pendapat akhir fraksi. Biasanya fraksi dalam kata akhir menyampaikan 

harapan atau catatan-catatan yang perlu diperhatikan &lam pelaksanaan 

Peraturan daerah itu dikemudian hari. Tidak jarang juga fraksi menerima 

pengambilan Keputusan mncangan Perituran Daerah, t-pi kngan catartan 

"Mznderheidmota" atau sejenis catatan khusus bahwa fraksi mereka 

menerima pengambilan keputusan dengan berat hati, namun demi lancamya 

jalannya sidang, mereka ikut menyetujuinya. Catatan fraksi sangat penting 

sebagai ungkapan pertanggungjawabm fraki terhadap Induk Part;ii serta para 

pengkutnya. 

Setelah setiap fraksi menyampaikan pendapat akhir, maka pimpim 

rapat Paripurna DPRD menawarkan kepada sidang DPRD (yang dalam ha1 ini 

disesuaikan ketentuan kuorum) untuk menerima rancangan Peratumn herah 

62 BN Marbun, /bid Hlm 24 1 



untuk diputuslcan menjadi Perahran Daerah. Apabila tidak ada yang 

berkebemtan, maka pimpinan sidang mengetuk palu sebagai tanda bahw 

sidang paripurn menerima Rancangan Peraturan Daerah terseut 

ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Dalarn hal tertentu dapat juga terjadi 

sidang paripurna DPRD tidak dapat menerima satu rancangin Peraturan 

Daerah untuk diputuskan menjadi Peraturan Daerah dalam arti DPRD 

menolak Rancangan Peraturan Daerah tersebut. 

Sebelum rapat Paripurna DPRD ditutup, setelah diambil keprrtusan 

tentang Peraturan Daerah, sesuai Tata Tertib DPRD, Pimpinan Sidang 

memberikan kesempatan kepada Kepala Daerah untuk menyampaikan 

sambutan terhadap keputusan rapat pleno DPRD yang baru saja diambil 

keputusannya. Dalam kesempatan ini Kepala Daerah menyampaikan kesan- 

kesannya tentang proses pembahsan mcangan Peraturan Daerah hingga 

tercapainya keputusan Rapat pleno DPRD memutuskan menerima menjadi 

Peraturan Daerah. Kepala Daerah juga memberikan respons terhadap harapan 

atau catatan-catatan fiaksi yang disampaikan dalam kata akhir fraksi. Setelah 

Kepala Daerah menyampaikan sambutannya, maka rapat paripurna ditutup 

secara resmi oleh pimpinan sidang. 

Selanjutnya rancangan Peraturan Daerah yang telah memeperoleh 

pesetujuan ditolak atau diterima DPRD dalam rapat paripurna dituangkan 

ddam keputusan DPRD. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

(Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 



144) disebut bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bemm 

oleh DPRD dm Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan 

DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetaphn s e b q i  

Peraturan Daerah. Penyampaian Rancangan Peraturan Daeah tersebut 

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak 

tanggal persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas, 

ditetapkan Gubernur, atau BupatiNalikota dengan membubuhkan tanda 

tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan 

tersebut disetujui bersama 

Dalam ha1 rancangan Peratman Derah seperti tersebut diatas tidak 

ditandatangani Gubenur, BuptiNalikota, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, 

Rancangan Peratman Daerah terseblrt sah menjadi Peraturan Daerah dan 

wajib diundangkan dalam lembaran d a d .  Rumusan ini mengingatkan kita 

terhadap kejadian di DPR, dimana ada satu RUU yang telah diputuskm DPR 

tidak ditandatangani Presiden, tetap berlaku sebagai Undnag-undang yang 

diundangkan lewat Lembaran Negara 

Untuk mengakhiri salah kaprah, seperti pengalaman pahit atas nasib 

ribuan Perahuan Daerah yang kemudian dibatalkan oleh Pemerintah karena 

ada duplikasi, atau bertentangan dengan dengan ketentuan perundang- 

undangan yang lebih tinggi, maka Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daeah merurnuskan lebih rinci tentang mekanisme dan 

proses satu Peraturan Daerah h i m  penerapannya 



Peraturan Daerah yang telah ditetapbn dan telah diundangkn dalam 

Lembaran Daerah, Peraiman Daerah tersebut disampaikan kepada Pemerintah 

paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. Apabila Peraturan Daerah 

dimaksud ada yang bemuatan bertentangan dengan kepentingan umum 

danfatau peraturan perundangan yang lebih tinggi, rnaka peraturan Damh 

tersebut dapat dibatalkan oleh Pemerintah. Keputusan pembatalan Peraturan 

Daerah dimaksud diatas, ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 

(enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Daerah oleh Pemerintah. 

Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan lewat 

Peraturan Presiden, Kepala Daerah hams memberhentikan pelaksanaan 

Peraturan Dearah dan selanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut 

Peraturan Daerah tersebut. 

Dal ha1 mengharlapi pembatalan satu Peraturan Dxrah lewat 

Peraturan Presiden, dimana provinsiKabupaten/kota tidak dapat menerima 

pembatalan tersebut, maka kngan alasan yang &pat ctiknarkan oleh 

Peraturan Perundang-undangan, Kepala Daerah dapat mengajukan keberatan 

kepada Mdkamah Agung. Apabila keberatan Kepla Daerah tersebut 

dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan mahkamah Apng tersebut 

menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak memiliki kekmhn 

hukum. 



Selain itu perlu juga d i m  bahwa apabila pemerintah tidak 

mengeluarkan peraturan Presiden untuk- pembatalan Peratuan Daerah seperb' 

dimaksud diatas, maka Peratumn Daerah tersebut dinyatakan berlaku. 

F. Kedudukan dan Fungsi DPRD 

Berbeda dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan 

dan Kedudukan DPRD, maka dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 

tentnagn Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD, terdapat formulasi 

yang cukup signifikan, kalau dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1999- 

disebutkan :" DPRD, sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, merupakan 

wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila", berubah menjadi 

DPRD Kabupaaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang 

berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupatedKota ( Pasal 76, 

Undang Undang Nonlor 32 Tahun 2004). 

Rumusan ini bernuansa seakan-&an mau kembali kerumusan Pasal 13 

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974, yang berarti DPRD tidak murni lagi 

sebagai lembaga legislatif daerah, tetapi berkedudukan sebagai lembaga 

pemerintahan daerah Kabupaten Kota. Rumusan terakhir P a l 4 0  W Nomor 32 

Tahun 2004, berbunyi : DPRD merupakan lembaga perwakilan Rakyat Daerah 

dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaman pemerintahan d a e r a ~ * ~  

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 



Adapun DPRD Kabupaten berfungsi anhm lain : 

a. Legislasi; 

b. Anggaran dan 

c. Pengawasan 

Fungsi DPRD KabupatenIKota sebenarnya sama, sebapirnana dirinci 

dalam Pasal77 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai beriicut : 

Hzmda : Fzmgsi Iegiskrsi, yang dimaksud dengan fungsi legislasi daerah yang 

meupakan fungsi DPRD KaupatenKota untuk membentuk Peraturan Daerah 

KabupatenKota bersama BupatiMalikota. HuPuf b : Fmgsi Anggarun, yang 

dirnaksud dengan fimgsi anggaran adalah fimgsi DPRD KabupatenIKota bersama- 

sama dengan pemerintah daerah untuk menyusun dan menetapkan APBD yang 

didalamnya termasuk anggaran untuk pelaksanaan fungi, tugas clan wewenang 

DPRD KabupatenfKota. H 4 c  : Fmgsi Penguwusm, yang dimaksud funpi 

Pengawasan adalah fungsi DPRD KabupatenIKota untuk nlelakukan pngawasan 

terhadap pelaksanaan undang undang, peratwan daerah dan keputusan 

bupati/walikota serta kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah 

G. Tngas dan Wewenang DPRD 

Berbeda dengan semangat refomasi tahun 1999, temyata jalannya 

demokrasi setelah pemilu 1999 berjalan tidak mulus, terutama dengan berbagai 

skandal dan tuduhan politik uang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerab 

KabupatedKota di seluruh Indonesia 



Oleh karenannya mendorong Dewan Perwakilan Rahcyat &lam 

merumuskan Tugas dan Kewenangan DPRD dalam Undang Undang Susunan dan 

Kedudukan DPRD, yaitu Undang Undnag Nomor 22 Tahun 2003, ada pergeseran 

tugas dan wewenang DPRD KabupatenKota. Kalau dalam Undang Undang 

Nomor 4 Tahun 1999, DPRD bertugas dan berwenang mengawkat dan 

memberhentikan Bupati/Walikota, maka dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 

2003 DPRD KabupatenKota sekedar mengusulkan pengangkatan dan 

pemberhentian Bupati/walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur. 

Indikator itu mempercepat proses perubahan Undang Undang Nomor 22 

Tahun 1999, pernilihan BupatiMalikota akan dipilih langsung oleh rakyat seperti 

halnya pemilihan Gubemur/Wakil Gubernur dan PresidedWakil Presiden. 

Adapun tugas dan wewenang DPRD sesuai isi pasal42, Undang Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 adalah : 

a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Gubemur atau 

Bupati/Walikota untuk mendapatkan persetuj uan bersama; 

b. Membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 

bersarna dengan Kepala Daerah; 

c. h4elaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peratuan Daerah dan 

peraturan perundang-undanm lainya, peraturan kepala daerah, APBD> 

kebijakan pemerintahan daerah dalarn melaksanakan program pembanguna 

daerah, kerjasama intemasional di daerah. 



d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala D d  kepada 

Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Propinsi dan kepada 

Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD KabupatenKota. 

e. Memilih Wakil Kepala Daerah dalam ha1 tejadi kekosongan jabatan Wakil 

Kepala. Daerah; 

f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah provinsi 

terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; 

g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah; 

h. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah; 

i. Membentuk panitia pengawas pemilihan Kepala Daerah; 

pemilihan Kepala Daerah; 

k. Memkrikan psdujuan terhadap rencana ke jasama antar &rah clan den- 

pihak ketiga yang membebani masyankat clan daerah. 

Disebuhn juga bahwa selain tugas dan wewenang seperti tersebut diatx 

DPRD mernpunyai tugas dan wewenang sebagaimana diatur dalam Undang 

Undang lainnya. Nmun demikian yang pasti bahwa telah terjadi penurunan 

secara drastis kewenangan yang dimiliki DPRD. Berbeda dengan Undang Undang 

Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, 

dimana hak DPRD lebih kuat, seperti rumusan : "DPRD mernpunyai hak mminta 



pertanggungjawaban Gubernur, Bupati dan Walikota''. Hak DPRD tersebut tema 

dinetralisir dalarn rumusan Hak dan Kewajiban DPRD sebagaimana dalam 

Undang Undmg tentang Susunan dan Kedudukan Nomor 22 Tahun 2003 (PasaI 

63-65) yang kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 43 dan 44 Undang Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

Sejajar dengan tugas dan wewenang DPRD Provinsi juga tugas dan 

wewenang DPRD Kabupaten/Kota nyaris sarna dengan mengganti kata Provinsi 

dengan KabupatenIKota, kata GubernurfWakii Gubernur dengan BupatiMrakil 

Bupati, Walikota/Wakil Walikota. 

H. Kedndnkan, Pembentakan dan Tugas Pra ksi di DPRD 

Pada dasarnya fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD dari partai 

politik peserta pemilihan umum yang mendapatkan kursi cli DPRD wuai 

ketentuan perundang-undangan. Sesuai dengan ketentuan perundang-unhgan, 

setiap anggota DPRD wajib berhimpum dalarn fraksi, fralisi bukan me- 

alat kelengkapan DPRD. Selanjutnya dijdaskan dalarn pmaI SO aya (2'' Undang 

Wndang Nomor 32 Tahun 2004 tentiing Pemerintahan Daerah disebutkrrn bahwa : 

(1) Setiap anggota DPRD waji b berhimpun dalarn M s i .  

(2) Jumlah anggota setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekuang- 

kurangnya sama dengan jumlah komisi di DPRD. 



(3) Anggota DPRD sebagaimana dimahud pada uyut (I) dari 1 (satu) partai 

politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) fiaksi waji b 

bergabung dengan fraksi yang ada &HI membentuk frahi gabuqpn. 

(4) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRD dari parta~ politik lain yang 

tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk satu frahi. 

(5) Dalam ha1 fiaksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah 

dibentuk, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, 

selwuh anggota fiaksi gabungan tersebut wajib bergabung fiaksi d a .  atau 

M s i  gabungan lain yang memenuhi syarat. 

(6) Parpol yang memenuhi persyaratan untuk membentuk satu fraksi hanya 

dapat membentuk satu fraksi. 

(7) Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh partai politik dengan sprat 

sebagaimana dimaksud pada uyut (2) dm (5). 



BAB m 

TINJAUAN TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 

DAN GOOD GOVERNANCE (TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK) 

A. Pembaharuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah 

Reforma5i merupakan jargon yang sangat terkenal di bumi Indonesia 

sampai saat ini. Reformasi telah membdik sistem plitik dan pemerintahan dari 

sentralisasi menjadi desentralisasi, otoriterisme ke demokmtis. Wujud tuntutan 

reformasi yang membalik sistem sentralisasi menjadi desentralisasi clan 

otoriterisme menjadi demob i ,  secara radikal telah melahirkan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1999 yang kemudian secara drastis pula disempurnakan dengan 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

Pembentukan U n h g  U n h g  d a h  bagian dari aktilitas dalam 

mengatur rnayarakat yang terdiri atas gabungan individu rnanusia d e w  segala 

d i m e n ~ i n ~ a ~ ~  sehingga membentuk undang-undang agar dapat diterima m u a  

pihak bukanlah pekejaan yang mudah Demikian juga Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang dilahirkan dalam masa proses 

reformasi ini pada dasarnya mengahu pelaksanaan otonomi daerah yang dititik 

beratkan pada kabupatenkota. Selain itu, telah merubah pola pendekatan dari 

"atas ke bawah" menjadi "dari b a ~ a h  ke atas". 

63 Damardjati Supajar, A4encmi M(x1.l Pccnytts1t~r VlJycmg Demokdis, Semarang,15-26i4i98 



Perubahan Undang-Undang Pemerinbhm Daerah dari Undang-Undang 

Nomor 22 tabu 1999 ke Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 pada dasarnya 

adalah respon alamiah karena Undang-Undang sudah semestinya akan terus 

mengalami perubahan masyarakat seiring dengan pertambah kompleknya 

perkembangan dan kondisi masyarakat, oleh karena bukan proses yang statis, 

tetapi mengikuti dinamika per~bahan,~ 

Substansi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah memberi 

wewenang penuh kepada daerah unhrk mengelola semua wusan nunah tanggmya 

sendiri, kecuali 5 hal yang menyangkut ; pertahanan keamanan, politik luar 

negeri, agama, kehakiman, moneter dan fiskal. 

Desentralisasi sangat memberi arti yang signifikan bagi pertumbuhan 

demokrasi, ekonomi, maupun lainnya yang ada di daerah Undang-undang ini 

menempatkan pemerintah daerah menjadi sangat penting peranannya dalarn 

mengelola kepentingan rakyat. Pemerintah daerah ham lebih responsif, aspiratif 

terhadap berbagai kebutuhan masyarakat 

Undang-undang ini selain memberi keuntungan kepada daerah juga tidak 

jarang pula menitnbulkan berbagai p e d a n  baru sebagai akibat kurangnya 

pemaharnan, sebagai contoh nmnculnya sikap euforia daerah dan sikap arogansi 

di berbagai kalangan. Hal ini disebabkan oleh respon daerah dalam menerima 

otonomi daerah kelewat bersemangat, miskin pengalaman atau kurang mendapat 

Friedman, The Leg& .5)stem,A Social Science Pcr~pektivc,New York, 1975, Hlm 269 



penyuluhan dan bimbingan dari pemerintah pusat.65 Otonomi didefinisikan 

etnosentrisme, sukw'sme, daerahisme atau spsirit serba mementingkan suky 

daerah dm golongan masyaralcatnya sendiri, kalau ha1 ini yang terjadi,akibya 

dipastikan bahwa otonomi daerah bisa menjadi musibah bukan lagi berkah. 

Tetapi satu ha1 yang perlu diapresiasi adalah bahwa kebijakan otonomi 

daerah yang dicanangkan pmerintah hampir enam tahun yang lalu itu telah 

memberi stirnulan daerah membangun pelbagai macam strategi bagi p y a  

mengem bangkan daerah . Pertanyaann ya adal ah bagaimana daerah 

menterjemahkan pelimpahan wewenang tersebut ke dalam tindakan mereka 

membangun berbagai macarn strategi dan mensejahtemkan m a t .  

Masalah yang timbul adalah otonomi daerah kadang-kadang belum 

marnpu mensejahterakan dpt, angka kemiskinan semakin tinggi. Disebabkan 

karena otonomi daerah bisa melahirkan eksklusivisme daerah atau struktur 

kekuasaan monolitas yang hanya memberikan hak-hak istemewa kepada 

kelompok elit, bahkan boleh jadi menghidqkan kembali feodalisme daerah. 

Apabila kedua hal di atas yang te jadi, maka otonomi daemh tidak: lebih 

hanya sebuah instrumen yang melegitimasi pemindahan korupsi dan manipulasi 

dari pusat ke daerah, dan masih belum mampu menciptakan situasi yang kondusif 

bagi proses demokrasi. Atau d e n p  kata lain, kebijakan otonomi d a d  bulaan 

menjadi bagian dari upaya memecahkan masalah, tetapi menjadi b d a n  dari 

Djoherrnansyah Djohan, FemmrrnLI Einos~!nin~rilvne dalam PenyeIenggpram Otonwmi Ikrtrcrk, 
d i i i ng  dari Syamsudin Haris, Desentpalisasi dun Otonomi Daerah, LIPI Press, Jakarta, 2005, Hlm. 
209. 



masalah itu sendiri. Sebab otonorni daerah itu itu sendiri bubnlah tujuan, 

melainkan cara dan strategi dalam rangka mewujudkan demohsi yang sehat, adil 

dan berorientasi kesejahteraan bagi selrruh bangsa ~ndonesia.~ 

Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagai respon ketidakpuasan 

diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999, dalam pelaksanaan 

semenjak tahun 2004 ternyata belurn mensiptakan kondisi sesuai dengan harapan 

sebagian masyarakat. Wacana unhk melakukan perubahan lagi sernakin hari 

semakin menguat, terutama menyangkut putusan Mahkarnah Konstitusi Republik 

Indonesia yang mengabulkan uji materiil ~~uiicicll revim) terhadap p a d  yang 

mengatur tentang pensalonan seseorang untuk menjadi Gubernuq 

BupatiIWalikota, yang memutuskan untuk mengabulkan pencalonan Gubernur? 

BupatiJWalikota dari Calon Independen non partai politik 

Selanjutnya secara lebih rinci, dijelaskan perubahan-perubahan terutama 

terkait dengan kelembagaan di tingkat daerah sekaligus problematika yang 

dihadapi sebagai berikut : Pertumu, perubahan p l a  pemerintahan di bawah 

Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menimbulkan banyak pergeseran 

Pada Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 pergeseran yang terjadi meliputi 

perubahan hirarki atau unrtan kekmsaan birokrasi yang ada, antara pemerintah 

pusat dan daerah, serta antara legislatif dan eksekutif. Pergeseran hirarki 

Asep Norjaman, OtonomiDaerah Perqwkt1:f Teoriles Hraktis, BBi-Bsaf? Mdang, 2001, Hlm. 
132. 



pemeri-n ini menimbulkan banyak persoalan dalm menari qt~iZiBrtmt htwtr, 

p e n e m  politik atas hal-ha1 yang berkaitan dengan kebijakan publik: 

A b y a  pembab ini, hubungm k e w ~ ~ n  antan ekkutif di &mh 

atonom dan pusat, menjadi terpisah sepnuhnya kwudi ddam b i h g - b i h g  

kewenangan yang masih dipegang pusat sesuai dmgan Undang U&ng Nomar 

32 tahun 2004 Pawl 10 ayat (3) yang khunyi : 

"Umm pmerintah y m g  rneadi U T U , ~  pm-intzh sebqpimanw 

dimaksud pada ayat ( I )  meliputi : 

a Politik luar negeri; 

b. P e m  

c. Kernanan; 

d Moneter dan fiskal nasionnl; dan 

e. ~ g a n a 6 ~  

S m  urnum &pat terlihnt bahwa kewenangan PemeriW Dru:mh 

(Bupati dan DPRD) menjadi jauh lebih beszll. dani sebelumnya. Penin&tan 

kewenangan DPRD terhdap Bupati juya menjadi sangat menonjoL Walaupun 

tetap bahwa keputusan pemerintab kabupatenBkota ctsitentukan tidak .secam 

terpid dari kt- pernetintithan pmpinsi dan pusat- 

Penrbahan i i  menimbulkan banyak- konsekuensi, aptbila dimasa lalu 

LunIit;xs keptmm publik yang dimbil oleh Bupati dipertsnggmg-jawablran 



kepada Gubernur (meskipun seam formal dibacakan di depan DPRD II), 

sekarang kebijakan Bupati sepenuhnya dinilai oleh DPRD Kabupaten, walaupun 

secam administratif masih &lam pengawan Gubernur. Apabila dimasa lalu 

kualitas Gubemur akan rnenentukan kualitas kebijakan pemerintah, maka 

kualitas kebijakan itu sekarang lebih tergantung pada kualitas anggota DPRD 

KabupatenfKota. Maju clan mundwnya masyarakat lebih tergantung kepada 

Bupati dan anggota Legislatif di kabupaten. Kalau dahulu banyak keputman 

salah diambil oleh Bupati, maka sekarang keputusan sdah adalah tanggung 

jawab DPRD juga, sebagai konsekuensi penyelenggara pemerintahan. 

Pergeseran urutan kekuasaan seperti ini sedikit banyak telah menimbulkan 

ketegangm dan kekhawatiran banyak pihak, khususnya pejabat pemerintahan 

yang l a m  Peningkatan peran DPRD yang jauh lebih tinggi dibandingkan pada 

masa-masa yang lalu dihadapkan bi roht  yang berpengalaman cukup lama, 

menimbulkan persoalan baru dalam penentuan anggaran dan jenis kebijakan 

publik yang harus diambil dan pada akhirnya dipertanggungjawabkan. 

Kedm. problematika penerapan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 

Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut : 

1. Dominasi Daerah. aklht pemahaman sempit. 

Prinsip yang melekat pada Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 

adalah memberikan wewenang kepada daerah untuk mengatur dan 

memberdayakan daerahnya sesuai d e n p  kemampuan yang dirniliki. Derah 

yang selama ini puluhan tahun serba diatur oleh pemerintah pusat, kini 



memperoleh keleluasaan untuk mengernbangkan inisiatif. Daerah kini 

memiliki peluang mengambil berbagai keprrtusan publik dan mengambil 

langkah-langkah strategis sesmi dengan kepentingan dan kebutuhan dam& 

Era serba menunggu petunjuk pelaksanaan dan petunjuk t e h s  segam 

digantikan oleh era pro-aktif penuh kemandirian. Kendatipun begitu bukan 

berarti bahwa daerah bisa semaunya sendiri atau boleh mengembangkan 

tindakan. Daerah tetap harus berjalan sesuai dengan koridor pemerintahan 

yang berlaku baik di tingkat nasional maupun ditingkat propinsi, terutama 

perlu dlsadari bahwa kebijakan otonomi daerah bukan akan melembagakan 

keinginan membentuk "'negara dalam negara", tetapi mengambil sebagian 

wewenang yang selama ini dikuasai oleh pemerintah pusat. 

Disamping itu juga ditenggarai bahwa o m m i  daerah selama ini 

masih dimaknai bahwa yang memperoleh sekaligus memiliki otonomi addah 

pen~erirrtah daerah. Karena itu tidak mengherankan apabila pemerintah daerah 

seakan-&an merasa yang paling memiliki kompetensi memaknai otonomi 

daerah, dan para aparatur pemerintah tampil menjadi kampium desentralisasi 

Hampir setiap pemerintah daerah kini disibukkan dengan program mengubah 

sikap dm prilaku aparatur pemerintah daerah menjadi Zebih proposional serta 

merniliki enterpreneurship yang tinggi sebagaimana laqmknya para 

Pemakman otonomi daerah yang menganggap bahwa pemerintah 

daerah sebagai institusi yang paling memiliki otonomi bukan hanya akan 



menciptahn struktur kekammn monolitik di daerah dengan menempatkan 

pemerintah daerah dalam pun& strata, tetapi juga akan menempatkan kepala 

daerah sebagai penguasa atau "'raja kecil" di daerah 

Apabila ha1 di atas terjadi, maka bisa mengesampingkan kedudukan 

dan peran pelaku bisnis, komunitas politik, serta kalangan yaw bergerak 

pada sektor sukarela seperti pers, lembaga swadaya masyarakat, organisasi 

keagamaan dan kelompok profesional. Padahal peran mereka sangat 

dibutuhkan dalam proses desentralisasi dan demokratisasi di daerah. 

Oleh karena kalau kita ingin pengatasi permasalah pemahaman yang 

sempit, sudah semestinya dalam penyelenggaraan otonomi daerah secara 

dernokratis, desentralistik, efkktif dan efisien, tercukupinya sumber daya 

manusia yang profesional, serta memiliki dedikasi yang tinggi, adala. 

prasyarat mutlak ( conditio sine quanon ) yang tidak bias dielakan dan harus 

dipenuhi secara dini6' 

2. Problem Pernilihan Kepala Daerah. 

Sebagian besar daerah dalam era otonomi daerah masih belum mampu 

menciptakan situasi yang kondosif bagi terciptanya kesejahtmm 

masyarakat. Daerahdaerah semacam ini ditandai oleh hubungan yang kurang 

harmonis antara pihak eksekutif, lembaga swadaya masyarakat, pers dan 

" 8 Koswara,Olanomi Daerah Unfuk Demokrmi handirian Rakyat Pariba Bandung 2001 
Hlm 314 



pelaku bisnis. Masing-masing stalbeholders berjalan menurut konstruksi piliir 

yang dikembangkannya sendiri. 

Hubungan antara kekuatan-kekuatan politik juga kerap d i w m i  

konflik tanpa ada altematif solusi yang efektif, contohnya adalah adanya 

penundaan terhadap penetapan Peraturan Daerah tentang -ran 

Pendapatan dan Belanja Daerah di beberapa Kabupaten, yang disebabkan 

karena adanya kepentingan-kepentingan politik yang belurn selesai antara 

legislatif dan eksekutif Pemi lihan Bupati atau Walikota di daerah-daerah 

semacam itu seringkali juga diwarnai oleh money politics, karena itu yang 

terpilih sebagai kepala daerah bukan orang yang memiliki kompetensi visi 

dan komitmen, tetapi adalah mereka yang memiliki uang. Mereka yang dalam 

era reformasi ini seharusnya memberantas korupsi dan nepotisme, tetapi 

dalam kenyataannya malah terlibat di dalamnya. 

Konsekuensinya kemudian adalah terjadi distorsi yang sangat 

memprihatinkan di seputar hubungan di antara elemen-elemen tenebut. 

Distorsi tersebut terimpliksi pada tendensi bahwa masyarakat di daerah- 

daerah sernacarn ini ti& merasa harus tunduk pada kemauan pemerintah, 

karena pemerintah tidak ditempatkan sebagai pengayom tetapi dianggap 

sebagai pemangaG9 

Sementara itu, kalangan pelaku bisnis tidak merasa harus mengiM 

aturan main yang telah ditetapkan pernerintah dan memberi santunan kepada 

69 Mochtar Pobotinggi, Lkmokrasi c h a m  brrkiprah, MakaInh Semim,  Bappenas, 1011012001 



masyarakat, h e m  bagi mereka pemerintah adalah institusi penuh kotupsi 

sehingga hams dipecundangi dengan pelbagai cara. Bagi kalangan pelak-u 

bisnis masyarakat juga tidak perlu disantuni, tetapi sebliknya adalah lahan 

yang bisa diekploitasi melalui cara bersekongkol dengan pemerintah. 

Situasinya akan menjadi semakin parah ketika kalangan sektor bisnis suhe la  

tidak mampu melakukan fungsi kontrol, tetapi justru terjebak pada konflik 

Di daerah-daerah yang dilanda distorsi semacam ini masyarakat juga 

terlihat melakukan pelbagzu perlawanan baik kepada pemerintah maupun 

kepada pelaku bisnis. Perlawanan itu bagian dari respon masyarakat krhadq 

penindasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pelaku bisnis. Karena 

itu di daerah-daerah tersebut bentuk perlawanan itu tidak kalah seru dengan 

bentuk penindasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun pelaku bisnis. 

Harapan untuk n~emperkecil praktek korupsi, kolusi dan nepotisme 

melalui paktek plitik kotor mengemuka ketika Undang Undang Nomor 32 

tahun 2004 sebagai respon ketidakpuasan diberlakukamya Undang Undang 

Nomor 22 Tahun 1999, akan direvisi sebagai respon menyangkut putusan 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengabulkan judicial review 

terhadap pasal yang mengatur tentang pencalonan seseorang untuk menjadi 

Gubernur, BupatiIWalikota, yang memutuskan untuk mengabulkan 

pencalonan Gubernur, BupatdWalikota dari Calon Independen non partai 

politik 



3. Penggalian PAD yang membabi buta 

Bagi daerah yang sumber Pendapatan Asli Daerahnya yang terbatas 

dapat mendorong pemerintah daerah untuk mengekploitasi sedemikian r u p  

tanpa analisis yang memadai darnphya terhadap ekonomi rakyat. Pungutan- 

pungutan langsung yang menyarykut transportasi dan iklan di daerah 

mungkin sudah menunulkan gairah bisnis yang pada akhirnya menunrnkan 

kesempatan kerja di daerah. 

Karena pendapatan DPRD juga tergantung dari besarnya PAD, maka 

sistem ini potensial menimbulkan kolusi eksekutif - legaslatif. Dampak 

adalah menurunnya gairah bisnis dan penyerapan tenaga kerja di daerah 

Pemerintah Daerah kurang memikirkan kebutuhan yang lebih wgen dari 

rakyatnya, misalnya membuat pendidikan yang bermutu sambil mengatasi 

daerah yang secara sosial buruk, dan spirit efisiensi (misalnya perlakuan 

terhadap sisa anggran yang boleh disimpan dan bukannya dihabis-habiskan)." 

Sangat sulit dan jarang untuk menemukan pemerintah daerah yang 

berorientasi pemecahan masalah dalam menanggapi pengangguran dan 

kemacetan sektor riel dewasa ini. Bahkan, orientasi konvensionalpun seperb 

mernajukan pendidikan daerah, memajukan pelayanan kesehatan, dan 

mengurusi masalah sosial (pengmangan kemiskinan) sangat kurang. 

Dalam pembangunan daerah, terlihat pemerintah daerah cendemg 

menyukai h i d  pikuk yang secara visual menjadi lambang kemajuan kota 

Osbome, D clan P. Plastrik (te j) A 4 ~ ~ i r m ~ ~ h r k n  Birokrasi. Jakarta, PPM. 



yang bias dan keropos seperti membangun pusat perbelajmn dan tarnan ko~tl 

daripada proyek-proyek vital yang substansif clan memajukan dyat 

Sebaliknya anggaran administrasi yang sangat menonjol mencerminkan 

betapa pemerintah daerah hanya berorientasi kepada kernuliaan atau prestige 

dan kepentingan birokrasinya sendiri. 

4. Hambatan di Tingkat Otonomi Desa 

Keinginan untuk mengembalikan kewenangan desa kepada 

kewenangan berdasarkan ad usul &sa akan mengalami kesulitan karena hak 

dan kewenangan desa sudah carnpur aduk akibat kebijakan Undang Undang 

Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pemerintahan Desa. Ketentuan agar setiap 

perencanaan pernbangunan diwilayah desa harudwajib melibatkan Pemerintab 

Desa dan Badan Perwakilan Desa dalam perenCanaan, pelaksanaan dan 

pengawasannya, <lan desa boleh menolak terkait ha1 itu. 

Persoalannya adalah bagaimaria wewenang besar di tingkat desa itu 

tidak menjadikan b i rohs i  mereka menekan masyarakat, memindahkan 

perilaku korupsi, kolusi dan nepotisn~e di Pemerirrtahan Desa. kalau itu yang 

terjadi tentu saja bukan hanya akan mengharnbat investasi di daerab otonom 

kabupatenkota narnun keinginan untuk tidak memberatkan marakat dan 

lebih menguntungkan masydcat akan semakin jauh." 

" E Koswara, 010mm.i L)aemh IJrrlsrk Demokrmi Kemmdrian Rahyal* Pariba, Bandung, 2001, 
Hlm 308. 



B. Konsep Good Governance (Tata Pemerintahan yang baik ) 

Kepemen'ntahan yang baik merqnkan isu sentral yang paling mengemuka 

dalam pengelolaan administmi publik sekarang ini. Tuntutan gencaran yang 

dilalmkan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksahan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah sejalan dengan meningkatnya 

tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat, selain pengaruh globdisasi. Pola 

lama penyelenggaraan pemerintahan, kini sudah tidak sesuai dengan tatanan 

masyarakat yang telah berubah, oleh karenanya menjadi wajar dan ada k e h a .  

pemerintah untuk merespon apa yang menjadi keinginan clan kebutuhan dari 

masyarakat rnewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik 

Konsep good guventance mudah diucapkan, nmun sebenarnya agak sulit 

merurnuskan kedalam satu bahasa yang bisa diterima khalayak karena didalarnnya 

ada unsur etika." Hal-ha1 yang dipandang etis disuatu masyarakat, belum tentu 

nlendapat penilaian yang sama dinmyadcat lain Misalnya bagi masyarakat 

Minangkabau berargumentasi dengan seorang tokoh adat ataupun pemerintahan 

dinilai wajar. Tidak begitu halnya dengan masyarakat jawa, berargumentasi 

dengan seorang raja tentu dianggap sebagai individual atau masyarakat yang 

balelo. 

Sebuah pendekatan terbalik dilakuhn oleh Kemeth Thompson Daripada 

menyebutkan ciri good governmcx, dia lebih suka menyebutkan ciri bad 

Syamsudin Haris, LkwnPcaIiswsi c l a n  C.korHMlj hwah, LPI Press, Jakarta, 2005, Hlm 46. 



goventunce. Kebalikan dari bud govemzce ini yang disebut dengan good 

governance, yang menyebutkan ciri badgoverp~nee sebagai berikut : 

1. Ti& adanya pemisahan yang jelas antaa kekayaan dan sumber-sumber milik 

rakyat dan miJik pribadi. 

2. Tidak ada aturan hukum yaw jelas dan s k i p  pemerintah yang tidak kondusif 

bagi pembangunan. 

3. Adanya regulasi yang berlebihan sehingga menyebabkan ekonomi biaya 

tin@. 

4. Prioritas pembangunan yang tidak konsisten 

5. Tidak a& transparansi dalam pengambilan sebuah k e p u t u s s  

Berdasarkan ciri yang dikemukakan oleh Thompson ini, rnaka bisa kita 

katakan bahwa good governance memiliki dua ciri besar, yaitu : Perfcmta, wars 

struktural mcnunjukan slim urut l ea ,  yakni mcmkntuk struktur yang 

menghindari kompleksitas jaringan kerja. Selain iu terwujudnya prinsipprinsip 

organisasi modem, yaitu : aJany'a pebagian tugas yang jclas, pcklegasian 

wewenang, serta koordinasi yang tidak mernatikan inisiatif bawahan. KeJua; 

  tar an nilai m e n u n j b  efisiensi yang berhubungan dengan pemabiml fungsi 

manajemen pemerintahan, dan efektifitas yang berhubungan dengan upaya 

menjawab persoah yang benar-benar iida &lam masyankat dengan metode dan 

pendek- yang benar pula 

Kemeth Thompson, On Good Governance (New York;NY : A Plume Book, 1994) 



Ciri-ciri tersebut, tentu tidak serh merta dapat diwjudkan, ia harus 

ditunjang dengan sejumlah prinsip yang harus dijamin, setidaknya dalam bentuk 

undang-undang. Faktor penunjang itu h h h  : 

1. Transparansi, yakni rakyat paham &an keseluruhan proses pengarnbilan 

keputusan yang dilakukan pemerintah 

2. Akuntabilitas, yakni setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan publik 

wajib diketahui clan dapat dikontrol oleh publik. 

3. Bersih dan' segala bentuk dan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. 

4. Jujur, yang bersangkutan den- etika. 

Dari segi fungsional, aspek gi~wernunce dapat ditinjau dari apakah 

pemerintah telah berfimgsi secara efektif dan efisien dalam rangka m e n q *  

tujuan yang telah digariskan, atau justru sebalilcnya dimana pemerintahan tidak 

berfmgsi secara efekti dan efisien. Governance menurut definisi dari word bank 

adalah c C f / ~  wuy strrte power is used in nlmging econornic and socid recow.rt?,r 

fur dcuelupme~zt mzg sucietf. Dari pengertian itu dapat diperoleh gambaran bawa 

"governance", adalah cara bagaimana kekuasaan n e w  digunalean untu% 

mengelola sumber-sumber clap ekonomi dan sosial guna pmbangunan 

masyarakat. Cara menunjukan hal-ha1 yang lebih bersifat teknis. 

Sementara itu sejalan den* bank dunia, UNDP mendefinisikan sebagai 

"the exercise of political, economic, and administrative ardhority to manage a 



nution's affair at all levels" Berdasarkan definisi itu, dapat dipahmi good 

governance memiliki tiga pilar utama, yaituT4 

I .  Economic governance adalah tats pemerinhhan di bidang ekonomi meliputi 

proses pernbuatan keputusan (decision making processes) untuk menfasilitasi 

aktifitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara p e n y e l q r a  

ekonomi. Sektor pemerintah diharapkan tidak terlampau banyak terjun secara 

langsung pada sektor ekonomi karena akan dapat menimbulkan distorsi 

mekanisme p a r .  

2. Political govermce adalah tata pemerintahan dibidang politik dimaksu- 

sebagai proses pernbuatan keputusan untuk forrnulasi kebijakan, baik 

dilakukan oleh birokrasi sendiri rnaupun birokrasi bersarna-sama den- 

politisi. Peran partisipasi masyarakat bukan hanya terbatas pada tataran 

implementasi yang selarna ini terjadi,meltainkan muiai dari formulasi, evaluasi 

sampai pa& implementasi. 

3. Admiiztstrutive ~ O V ~ ~ Y U L Y L L ' ~  &I& tata pemerintahan di bidang ahinistrasi 

yang berisi implementasi proses kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi 

politik 

Selanjutnya sebagairnana dijelaskan olehh UNDP, governance atau tata 

pernerintahan meliputi tiga domain, yaitu negara atau pemerintah (stde), sektor 

swasta atau dunia usaha (private .sector). dan masyarakat (~ocieM, yang d i n g  

74 Sedarmayanti, Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah, Mandar rnaju, Bandunep 
2003, Hlm 5 



berintemksi dm menjalankitn fungsinya masing-masing. Negara atau pemerintah 

berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, dunia usaha 

menciptakan peke rjmn dan pendapatan, sedangkan masyamkat merupkan obyek 

sekaligus subjek dari sektor pemerintah rnaupun sektor swasta. Karena di dalam 

masyarakatlah terjadi inkraksi di bidang politik, ekonomi rnaupun sosial budaya, 

termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berprtisipui dalam 

aktifitas ekonomi, sosial dan politik. 

Governance yang dijalankan ketiga domain tersebut tentu saja tidak 

sekedar jalan melainkan harus masuk kedalam kategori yang baik (gootj'), 

perpaduan antara good dan governance menimbulkan kosa kata baru yaitu g o d  

g o v e m e .  

Berkaitan dengan ,good g o v e r m e ,  UNDP mengajukan 9 (sembilan'j 

karakteristik yang saling memperkuat dm tidak bisa berdiri sendiri s e w  

berik-ut : 

1. Purtzczpdion, setjap warga n e w  memunyai suara &lam pembuatan 

keputusan, baik belajar secara langsung maupun melalui intermediasi institusi 

legitimasi yang mewakili kepentingmnya. Partisipasi seperti ini &%angun atas 

dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berparbisipasi secara 

konstruktifl, 

2. Rule of law, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pebedaan, 

terutama hukurn hak asasi manusia. 



3. Trcmprurenc,. tranparansi dibangun atas dasar kebebasan arus inforemasi. 

Proses Iembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereha 

yang membutuhkan informasi, sekaligus Informasi harus dapat diphami dan 

dipantau. 

4. Respmiveness, Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap 

stizkehr~Iders. 

5 .  C~~nsem(s  OTientnfion, G o d  govc?mmce menjadi perantara kqxmtingam 

berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas 

baik dalam ha1 kebijakan mamupun prosedur. 

6. @uify, ada perlakuan yang sarna kepada setiap warga negara. 

7. Eflcctiveness cmd eflciency, Proses dan Iembaga menghasilkan sesuai dengan 

apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedua sebaik 

mngkin. 

8. Accomtabilily, Para pembuat keputusan dalanl penlerintalnn, sektor swasta 

dan masyarakat (civil society stakholders), akuntabilitas ini tergantung pa& 

organismi dm siht keputusan yang diiuat, apakah keputusan tersebut unhk 

kepentingan internal atau e k s t e d  organisasi. 

9. Strategic vision. Para pemimpin dan publics harus mempunyai perspektit 

good guvemnce dan pengembangan manusia yang luas kedepan sejalan 

dengan apa yang diperlukan untuk pengembangan semacam ini. 

Negara sebagai salah satu unsur governance, didalamnya temasuk 

lembaga-lembaga politik dan lembaga-lembaga sektor publik Sektor swasta 



meliputi perusahan swash yang bergerak di berbagai sektor swash adalah 

bagian dari masyarakat. Namun demikian sektor swasta dapat dilxxhkan dengan 

masyarakat karena sektor swash mempunyai pengaruh terhadap kewajiban sosial, 

politik dan ekonomi pasar clan p e d a a n  itu sendiri. Sedangkan masyarakat 

terdiri dari individual maupun kelompok (baik terorganisasi atau tidak) yang 

berinteraksi secara sosial, politik dan ekonomi sesuai aturan formal maupun tidak 

formal. Society meliputi lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi dan 

lainnya 

Arti Good dalarn good governunce mengandung dua pengertian sebagai 

berikut :75 Pmtama, nialai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak 

rakyat, dan nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam p e n c a m  

tujuan (nasional),kemandirian,pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. 

K d w ,  aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien Mam 

pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengerbian 

ini, g o d  governunce berorientasi pa& : 

1. Orientasi Ideal, negara yang d i d a n  pada pencapaian tujuan nasional. 

Orientasi ini bertitik tolak pa& demokntisasi dalam kehdupan bemen- 

dengan elemen konstituiennya seperti : legitimacy (apakah pemerintah) dipilih 

d m  mendapat kepercayaan dari rakyat, accou&ability (akunt;bilitas)t 

seczging of human rights* aoz~tonomy and devolution ofpower, cban asmmrce 

of civilian control. 

" Sedermayanti, /bid Hlm 6 



2. Pemerintah yang berfungsi secan ideal, yaitu seam efektif dan efisien &lam 

melakukan upaya pencapaian tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung 

pada sejauh mana pemerintah mempunyai kompentensi dan sejauh mana 

strukhu serta mekanisme politik serta administratif b e h g s i  secara efektif 

dan efisien. 

Atas dasar uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa wujud dari 

good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dm 

bertanggungjawah, serta efisien dan efektif. Dengan menjaga kesinergisan serta 

efisien dan efektif, kesinergisan interaksi yang konstruktif diantam ketiga domain 

: negara, sektor swasta dan masyarakat (vociety). Oleh karma good g m e m c e  

meliputi sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkan good governuPlce 

juga merupakan upaya melakukan penyempmaan pada sistern administrasi 

negm yang berlaku pada suatu negara stxara menyeluruh- 

C. Tranparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerab 

Salah satu karditeristik good governunce, adalah keterb- 

Karakteristik ini sesuai dengan semangat kemajuan jman yang serba terbuka 

akibat adanya revolusi informi. Keterbukaan tersebut mencakup semua 

aspek aktifitas yang menyangkut kepentingan publik mulai dari proses 

pengambilan keputusan penggunaan dana-dana publik sampai pada tahapan 



Oleh karena itu tranpilransi A l a h  merupakan salah s t u  ape6 

mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. 

Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, 

keterlibatan clan kemudahan akses bagai masyarakat terhadap proses 

pengambilan kebijakan publik, khususnya dalam dalarn penwnaan berbagai 

swnber daya yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. 

Oleh karenanya tanpa adanya proses transparansi, kolaborasi antara 

berbagai stakeholdkrs sebagai salah satu unsur penting bagi terciptmya tata 

pemerintahan yang baik akan sulit untuk terwujud. Adanya tranparansi 

memberikan jaminan pada masyarakat akan adanya persebaran informasi 

kebijakan sehingga memudahkan masyarakat dan stukehol&rs untuk 

melakukan kontrol atas penyelenggaraan pemerintahan. 

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan semakin menjadi 

tuntutan bagi pemerintah b r a h  di era tata pemerintahan sebrang ini, 

penyelenggaran pernerintahan yang transparan merupakan bagian ctari upaya 

membuat pengambilan kebijakan yang menyangkut alokasi berbagai surnber 

daya ekonomi, sosial, dm politik lebih melibatkan banyak stakedlo~ders di 

daerah. Tanpa adanya keterbukaan dan pelibatan publik sebagai suatu jejaring 

dalarn pengambilan keputusan, penyelenggaraan pemerintah daerah hanya 

akan mengarah pada pemerintahan yang cenderung korup dan lemah dari sisi 

akuntabilitas. 



Tanpa mengesampingbn dimensi lainnya, salah satu dimensi p t i n g  

dalam melihat penyelenggaran tata pemerintahan di daerah khususnya dengan 

isu reformasi pemerintah, adalah melalui transpami angaran. Kebijakan 

anggaran pada dasarnya adalarn suatu kebijakan yang dirumuskan berkaitan 

dengan penggunaan sumber daya. lokal oleh pemerintah daerah, tautam 

untuk membiayai berbagai program publik pada tingkat local. 7h Dengan 

demikian, dana atau anggaran yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten 

pengelolaannya harus mempehatikan prinsipprinsip transparansi, seperti 

menyangkut legalitas surnber anggaran, mekanisme penggunaan, alokasi dan 

pertanggungjawabannya hams dapat dimonitor oleh semua pi& 

Transparansi Q bidang perurnusan kebijakan anggaran daerah irri 

sangat penting mengingat persoalan angaran adalah persoalan penentuan skala 

priori tas program-program pembangunan. Meld ui perurn usan kebijakan 

anggaran dapat diketahui komitmen baik terhadap kepentingan masyarakat 

luas, mendukung program masyarakat. miskin, ataukah hanya mementingkan 

kepentingan birokrasi dan anggota Dewan Perwakilan Rabat Daerah 

setempat. Perurnusan kebijakan anggaran yang transparan dapat pula 

digunakan untuk mengukur seberapa jauh publik dan stakeholders &pat 

mengakses atau terlibat dalam suatu mekanisme pengambilan kebijalcan 

publik khususnya kebijkaan alokasi anggaran untuk masyarakat luas. 

'' Christensen, Local Politics: Governirg at Thc Grmroots, Belmont: Wadsworth Publishing 
Company,l995, Hlm 265. 



b. Partisipasi 

Sebagai pemilik kedaulatan, setiap warga negara memiliki hak dm 

kewajiban urrtuk mengarnbil bagan dalarn proses bemegara, berpemerintahan 

dan bermasyarakat. Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara hgsung 

maupun melalui institusi intermediasi seperti Dewan Perwalcilan Rakyat 

Daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan lain sebagainya. Partisipasi yang 

diberikan dapat berbentuk buah pikiran, dam, tenaga maupun be&-bed  

lainnya yang bermanfaat. Partisipasi warga negara dilakukan tidak hanya pada 

tahapan implementasi, tetapi secara menyelunrh mulai tahapan penyususnan 

kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya. 

Syarat utama warga negara disebut berpartisipasi dalam kegiatan 

berbangsa dan bernegara dan berpemerintahan yaitu : 

2). Ada keterlibatan secara emosional. 

3). Memperoleh manfaat seam langsung maupun tick& langsung dari 

Proses pembuatan kebijakan ymg terbuka dan partisipatif menjadi 

salah satu cirri penting dari tata pemerintahan yang baik. Dengan membuatan 

poses kebijakan menjadi lebih terbuka, stakeholders akan dengoitn mudah 

memahami alasan sebuah tindakan p%rlu dilakukan oleh pemerintah. Mereka 

juga dapat dengan mudah mengetahui keinginan sebenamya dari pemerintah 

ketika pemerintah melaksanakan sebuah kebijakan tertentu. Oleh karena i t y  



stukcIzolders dapat dengan mudah mengambil sikap mendukung atau menolak 

kebijakan yang akan diambil oleh pemerirrtah 

Proses pembentukan kebijzkan publik dinilsli partisipatif jika 

melibatkan multistnkeholders dari kebijakan itu. Sebagaimana d i k d u i ,  

sebuah kebijakan publik sering mendistribusikan manfaat dan kerugian 

kepada berbagai .rtakeh~>l&r.r. Hal qrzing menjadi manfaat bag .rtakeh>Iderrr 

dapat menjadi kerugian bagi stakehcdders lainnya. Melibatkan ,vtnkehc~I~iew 

semestinya menjadi kehanrsan karena mereka nanti lah yang hams 

menanggung segala akibat dengan diambilnya keputusan kebijakan publik 

oleh pemerintah Melibatkan .@akehc~ILters dalam pembuatan Peratman Daerah 

bukan hanya mernbuat Peraturan Daerah lebih sesuai dengan kebutuhan 

stakeholders, akan tetapi juga membuat stakejwlders iku memililci dan 

bertangungjawab terhadap pelaksanaannya. 

Proses pembuatan Peraturan Daerah yang terbuka dan partisipatif 

menjadi indikator tata pemerintahan yang penting karena menempatkan 

stc~keholdes bukan hanya sebagai kelompok sasaran dari sebuah keputusan, 

akan tetapi sekaligus menjadi pelaku yang penting dalam seluruh proses yang 

ada 

Melalui proses yang terbuka dan partisipatif, kesepahruntin dan 

konsensus antara aktor dan stakeholders yang berbeda-beda dari sebuah 

kebijakan mengenai nilai-nilai peniing yang diwujudkan melalui sebuah 

kebijakan publik dapat dikembangkan dan disebarkan kepada publik. Lebih 



dari itu, proses kebijakan yang terbuka dan partisipatif membuat kebijakan 

publik lebih sensitive terhadap bebagai kepentingan staKeIwIders yang 

berbeda-beda sehinggga keb i jah  publik menjadi lebih responsif dm 

akuntabel. Dengan demikian, penerimaan dan dukungan masyarakat terhdap 

kebijakan publik menjadi semakin meluas clan tingkat keberhasilannya dalam 

mencapai suatu tujuan akan semakin tin@ 

Dalam kontek otnnomi daerah, partisipasi dalam proses kebijakan 

publik menjadi suatu nilai yang penting mendasan pelaksanaan otonomi 

daerah. Salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah 

adalah pembuat proses kebijakan publik menjadi lebih dekat dengan warga 

bangsa sehingga mereka dapat be+sipasi dalam proses kebijakan yang 

lebih mudah dan murah. 

Dengan menggeser lokus kebijakan c h i  pusat k e k r a h  &harapkan 

@sipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik menjadi lebih tin@ dan 

kebijakan publik benar-benar menghdi pada kepentingan publik, bulian 

hanya mengabdi kepada elit birokrasi clan politik. Dengan demikian kwalitas 

kebijakan publik akan menjadi lebih baik dan memperoleh dukungzrn dmi 

stakeholders yang lebih luas seingga hnerja pemerintah menjadi sernakin baik 

pula. 

Uraian-uraian diatas m e n g a m  kita untuk memahami bahwa dalam 

proses pembuatan kebijakan publik menjadi lebih partisipatif, ada beberapa 

cara yang dapat ditempuh, antara lain : Perduma, menjarnin kernampan &or 



dm stakEholders untuk meperoleh idormasi dari masyamkat. Kedua, adanya 

tranpamnsi dalam pemerintahan melalui pertemuan secara terbuka den@ 

masyarakat dan stakeholders binnya Kct~ga, melaksanakan dengar pen* 

clan membuat keputusan bersama pada rancangan keputusan, peratman dan 

hukum, Kcempat, melibatkan warga negara untuk mengawasi kinerja 

pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan. 

Dari gambaran diatas, transparansi dan peran partisipasi dalam proses 

pembuatan kebijakan publik memiliki peran yang amat strategis dalam 

reformasi tata pemerintahan dan pelaksanaan otonomi daerah. Keberhasilan 

dalarn membuat proses keijakan publik untuk lebih terbuka dan partisipatif 

&pat menjadi tolak ukur mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik dan 

memperbaiki kinerja pemerintah daerah 



BAB 1V 

KONFIGCR4SI POLITIK PFMKSI-PRAKSI DI DPRD 
KABUPATEN BANTUL DALAM PEMBUATAN PERATURAN DAERAH 

NOMOR 7 TAHUN 2005, TENTANG TRANSPARANSI DAN 
PARTISIPAS1 PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN 

PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANTUL. 

A. Proses Pembuatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2 W  tentang 
Transpolraasi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggamm 
Pemerintahan di Kabupaten Bantul. 
1. Prakarsa Pembuatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, 

Tentang Transparansi dan Partisipmi Publik dalam Penyelenggamm 
Pemerintahan di Kabupaten BantuL 

Penzbahan politik secara nasional dan' otoriter menjadi dernokratis 

berpmgaruh clan rnemberikan m g  kepada stukehoI&rs di Jawah untuk 

rnengekspresikan apa saja yang rnenjadi keinginan dari segenap lapisan 

masyarakat. Salah satu kein- terkait dengan keluhan ymg selama iui 

terjadi adalah keingbm kuat uuhrk mengambil peristiwa itu unhrk 

rnewujudkan tata pernerintahan yang lebih baik yaitil transparan dan 

Kabupaten Bantul membuka acara Open House yang s e a m  berkala 

dilakukan tatap muka a n t .  PejaM Eksekutif dengan masyamkat. 

Dernikian pula pada saat klmjungau-kunjmgan ke wilayah yang selalu 

mendapatkan ~nasukan dari segeuap lapisan teutang pentingnya 

tmnsparansi dan partisipasi masyarakat 

Mengangkat aspirasi clan wacana yang berkembang di masyarakat 

itillah yang mendorong Pemerintah Daerah dalarn ha1 ini Bupali Bantu] 

untuk mengakolnodir keinginan melegal formallcan proses peran serta 



masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, dengan harapan agar hal 

tersebut leb& mudall diterapkan, mengandung sanksi hukum, mengikat 

semua siakholder,~ mtuk mematuhinya. 

Keinghan kuat untuk mewujudkm peuyelenggaraan pemerintahan 

yang baik, bersih dan wiiawa diperlukan oleh semua pihak, baik 

penyelenggara pemerintah mauprm masyamkit. Untuk mewujudkan hal 

tersebut diperlukan me-e dau payng hukm yang jelas, tegas d m  

terarah. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi saling kecurigaan, saling 

ketidakpercayaan yang dapat menyebabkan te jadinya ketidakstabilan 

kondisi penyelenggaraan pemerintah, yang pada akhirnSpa masyadat dao 

pemerintah tidak mampu mewujudkan cita-cita bersamanya. Oleh karena 

itu yang dipalukan adalah rasa saling j x r c a ~  %ling mengisi, serta 

hubungan harmonis antara peayelenggara pemesintahan dan masyarakat. 

Proses penyeleuggm pmerh-1 di Kabupateti Bauhil yang 

telah membuka saluran transpmsi dan w-sipasi walaupuo helm 

terlegalformalkan kesebuah peratman penmdangan, menjadi catatan 

penting bagi worl bank melalui Bappenas dalam rangka mendorong 

yepeepatan terhadap reformasi tala pieriutahau di daerafi. Pro- 

Prakarsa Pembaharuan Tata Pem- Daerah ( Initiativ for Local 

Goverment Reforrn/ILGR), dikhususkan bagi damah kota dan kabupaten 

yang dinilai oleh worl bank memiliki komitmen reformasi tata 

p n e ~ t a h a n  didaerah dan daerah kotahbupaten dengan kemmpuan 

finansial yang kecil, baa daerah yang memenuhi jxmyaratau itu &an 



mendapatkan kompensasi dana penIbagmm sarana irigasi dan pendidikan 

sebesar tiga belm milyar nqi& ymg pengelolm dliawasi secant ketnt 

oleh donatur dengan kepatuhan tdadap nilai-nil& transparansi, baik pada 

proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasann Hal itulah 

keinudian men~atik periutah d a d  kablrgatei~ Bmtul unw- sczgm 

membuat reg11asi terkait dmg-an dm pahipasi masyardmi 

dalam penyelenggaraan pemerintab di Kabupaten Bantu1 

SeiaIjumya r-espon eksekutiftehdap aspirasi nrasyarakat t d u t  

sekaligus untuk men~peroleh program dari world bank tersebut, kemudian 

dialsun kedalm seb1mh m~agaa Pra Raperda, kem~rdian seam 

simultan ditawarkan kepada rnasyarakat sampai di tingkat kecamatan se- 

kabupaten Bantul d e n p  pelibatan sqenap d m e n  masyarakat Dan had 

pa~jaringan tersebut, eksekutir kmuctiisn magajukau Rat~cangm 

Peraman Daerah tentang Tmnspmmi dan Parthpasi Publik dalam 

Penyelenggarmn PemeI-intahan di Kabupaten Bmh~l. 

Dalam pembuatan sebuah Peraturn Daerah, baik eksddi '  

(Kepala Daerah) maupun legislatif (DPRD) mempunyai hak piakarsa yang 

szuna dalm menyusun Rmcmgm Paatmm herah. P a d  240 Undmg 

Undang Nomor 32 tahu 2004 menyebutkan ayat (1) Rancangan Pemturan 

Daerah dapat berasal dari DPRD, Gubemm? atau BqxWWalikota, dm 

Pasal 14 1 ayat j 1) Rancangan Perahlran Daerah disarnpahn oleh anggota, 



komisi, gabungan komisi atau &t kelengkapan DPRD yang Mrusus 

menm,onni bi&g legislmi. 

Dalam konteks pembuatan Rancan= Peratwan D a d  

Kabupaten Bantul yaug kemudian ditetapkan menjadi Peratman D a d  

Nomor 7 T&wi 2005 &errtang Tms-sj d;ir1 Partisiyasi ddmu 

PenyeIenggaraan Pemaintahan di Kabupakm Bantul pamakarsanya 

adalah dari pihak eksehitiE, awaluya konsep raucar~gatl peraturatl d a d  

im, disusuu ole11 Bagiarr Tara Pe~nerintahan, bersarzla sam dengau Badan 

Pere~~caman Pembangunan yang mendorong dan nlembantu dalan M 

analisis terkait dengm konsep T m ~ s i  dm ~ardsipasi.~~ 

Oleh karenanya sehelum proses pembaham untuk menyusun 

mat& Rancangan Pemhmm D a d  berlalan, h & a n  Tata Pemerintahan 

Sekrelariat fibupaten Banid memberit&uk.an kepada Bagian Hukm 

Sekretariat Kabupatm BantuI. Sebagimana disampdcan sebeIumuya 

mengingat dimungkinknn ada mattxi m11at;an s3att3 perittt~ran dae& 

berkaitan dengan tuffas behaga instmsi ymg ada dan memudahkan 

dalam menyusun draf Rancangan Peratwran herah, maka penyusunan 

b s e p  tersebut dil&uaCarr basma-sma instimsi terkait, lihusmya bdan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Bagkin Pemerintahan Desa 

Sekretariat Kabupatm Bantu1 Keterlibatan Bagkt Pmerintahan Desa 

lebih kepada kein- kvat dari awal untuk menciptakan taka 

pemerintabn yang lebih baik, bukan )lanva terbatas kepada lataran 



pemerintahm di tingkat Kabupaten, namun &&an diharapkan dapak 

menjmgkau m p a i  kethgkat Pe~neriadan Dew. 

Draf hasil pembahasan yang telah disusun B d a n  Tata 

Pemerintahan, Bagiaa Pemerintabaa Desa dan Badan Perenmaan 

Panbifllgurim Daerah tersebut, kmu&m d i m y ~ a t i  kepadii Ba@m 

H* Phbupakn Bantu1 utuk  d~W&an pemeriksmm teknis agar ada 

keses~laian dengan Perahiran perundang-undaupan Petnbahasan h m a  

akan dipem~udah b d h z  mngkin ditiadakan. kngan me~zgikutse~n 

berbagai unit dalam penyusunan konsep, makt pembahasan bersama aias 

konsep m~zngkin hanya diped~dcan apabila B a r n  H~hm setelah 

meiakukan pemeriksaan menemukan hal-ha1 yang memerlukan peruhahan- 

perubahan (terutama pembahan subshmsi atau materi).79 

Ada pub&m-perubdau ymg ma* anma kmsq thd 

sebagaimana disarnpaikan ole11 Bagiat1 Tata PmerintW dm Bappeda 

Biintul, yiing setelah diajt~kan ke Bagiian Hukum terjadi heberap 

perubahan diantaranya :* 
a. Draf yang diusulkan addah mengenai partisipasi dalam 

penyelenggxw pemerintahan d i & h  Gblrpsrten BmM. 

b. BAB V Us~~lan Draf tentang sanksi admin&r&ve, bagi pejabat yang 

tidak mengindaNcau 

c. BBB VII Usuian Draf tentang Ketentuan Pidam 



Partisipasi Publik dalm Penyela- Pemerhtahan di Kabupaten 

Bantul, rnenghilangkan sanksi administmsi dan pidana. Beberapa 

good governance trmpahansi dm ptisipasi ding takait dm tidak tI@ 

dipisahkan. Kemudian meuymght sanksi administratif dm pidana 

parameter apa yang digunakan dianma Tim pemus. '' 
Kunsep final y m g disetrijni udh B~zpati Bmhd menjadi Rmmgan 

Peraturan Daerah, kemudian dia.kan ke DPRD Kabupaten Bantul. Pada 

bersamaafl d-n agenda Pd~ympiat~ Nota Pagantar Rancatlgan 

Perah~ran Damah Kab~~pateo Ekntul tentang Trmpiaransi dm Partisipasi 

Publik dalam P e n y e l e n ~  Pemerintah Daeratr di Kabupaten ~ a n t u l ; ~  

Dalam konteks Rancangan Pmturan h x a h  tentang Tmsparansi 

pokok bagi rnasymkat dm penyelenggara p a i n t a h  di daerah yang 

meliputi Pemaintah Daerall, Dewan Pemakilan Rakpt Daerah, 

Pemerintah Desa clan &clan Permusyawarahan Desa, daIam 



Respon Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah Kabupllten Bantul. 

Penyampaiau nota terkait dengan Raperda Transparan dan 

Partisipasi Publik, kemudian direqxm oleh Legislatif melalui sidang 

paripurna Dewan Penvakilan Rakyat Daeralz Kabupaten Bantul, pada Hari 

Raby tanggal 3 Aptus  2005, denpan agenda Penyampaian Pemandangan 

Urn- Fraksi-fiaksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah 

tersebut. Dalarn penyampaian panandangan mum fiaksi-fhksi dapat 

dijelaskan respon terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Tranparausi d m  Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

di Kabupm~ Bautul, dalah sebagai W u t  : 

a. F&i PDIP, setelah m e n d  Rancan* Peratman D a d  yang 

diajukan deh ekselmtif, Msi PDIP menilai dan menyampaikan 

pandangan bahwa Rancangan Peraturan Daerah tersebut sangat 

diperlukau utuk mewujudkan penyelenggaraan p e m e r h h h  yaty: 

bersih dau berwibawa untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat, 

namun Rancangan Peratwan Daerah ini masih sangat luas cahpannya 

dan masih memungkinkan banyak penafsiran sedangkan semm p d z k  

h~lkum hams bersifit 

b. Fraksi PAN, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tmsparansi dan 

Partisipasi Publik dalarn Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten 

Bantul, fraksi PAN menyambut baik dan mernberikan apmiasi ymg 

Risalah sidat~g paripma DPRD M u p t e s ~  Bantul, pa& agendaPenmdangar1 Umum 
Fraksi-Fraksi lehadap pyampaiat~ Nola Pengantar Raperda tenlang T r a n s m i  clau P d i p a s i  
Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 



tinggi kepada pmerintah p u g  telah tnengajukau Raucangan Pem&mm 

Daerah tentang Tranparami dau Partisipasi dalam Penyeleng&araat~ 

Pemerintahan di Kabupaten Bmtul, karena dengan Perahmu D a e d  

ini, kedepan akan ada jaminaa yang cukup bagi keterlibatan 

clean g o v e m ~ ~ t  partisipasi masyarakat merupakan dab satu 

komponen kekxhasilan, sebah dengan transparansi publik maka pe~-8n 

setta maupuu pattisipasi sangat diperlukan. Lebih klwsus ~1mlg&api  

kebaddaau Karnisi Trampami yang termaktub dalm Raucanp 

Peraturan D d  ini, d i ~ k m  nanthya dapat rnenjembatmi d;in 

meo&om~Jnikasikan antam penyelenggara pe~nerintahan den- 

publik. Oleh karenanya FPAN Sap ~mtuk berdidni rnembahas 

meagenai Transparami dam Partisipasi Publik ta1Ipa 

meu&esampin@m m u I a n  bexbagai pihak?l 

c. Fraksi JXB, Terhadap Rancangm Peraturan Daerah Tranparansi dm 

Partisipsi Publik &lam Penyelenggaran Parnerintahan di Kabupaten 

BantrII, memberikan apresiasi yang tin@ terfiadap upaya pernerintab 

Kabupatrm Bantul yang meFakulsan upaya penibahan mrmcilasar dalam 

tata pemerintahan di Kabupatm Bantul. Sebab tuntutan atas hadirnya 

organisasi peanerintah yang modern, transparan, akuntabel, efektif dan 

efisien dalatn tna!jyamkat dewasa ini adalah s e b d ~  keniscayam. Hal 



tersebut dilandasi oleh adauya hmtutan masyarakat atas e f i s i d  

efektifitas aparatur birokcasi dm terbangumya kesadarm kepeululian 

masyarakat sebagai akibat dm meningkatnya tingkat pendidikan 

masyarakat serta bebi lnya  proses demokratisasi. Sebab unxuk 

menjadi transparan clan partisipatif sangat diperlukan sebuah 

kedewasaan berpikir dan bersikap bahwa yang menyangkut wilayah 

publik (behitan dengan ke-gan publik, didanai dengan dana 

publik atau kebijakan yang terkait dengan hajat hidup orang banyak) 

hams transparan dan paitisipatif dan bukan jamannya lagi mouopoli 

urusau publik Dalarn tuakna yang lebih jau l~  bahwa acianya k w m  

untuk sem;l3Ein transparan dan partisipatif merupakan tejadinya 

pergeseran paradigma dnn' pmgreh praja menjadi pamong praja Oleh 

karenanya FPKB, beharap adanya Peraturan Daerah temtang 

Transparami dm Partisipasi Publik ini akan tnenjad~bl 

penyelenggaraan pmeriutahan di Kabupataz Bantu1 menjadi sernakin 

demokratis, transparan, akunfabel dim pattisipasi masyarakat menjadi 

semakin tinggi dan pnda gilimnnya akan semakin mernpercepat 

kemakrnm dan keadilan bagi wwga masyarakat, atau dalam kalimat 

lain d e n w  mdakukan refmasi birokrasi akan manpermpat 

terjadinya clean government dan gwdgovemancee82 

d. Fraksi Golkar, memberi'kan tanggapan terhadap Rancangan Peraturan 

Daerah tetztang Trazrparat1si dan Partisipasi Publik d a b  

- - -  - 

Ibid 



Penyelenggaraan Petnetintaban di Kabupaten Bantul, dm- 

memberikan apresiasi yang positif dalam rangka uutuk tnewujudkm 

good govemunce dan clean gmcnncnt. Berdasarkan hai l  kunjungan 

kerja luar daerah ke Pemerintah Kota Gorontalo oleh legislatif khmya 

dapat dijadikan bahan komparasi dm karena bobot Rancangan 

Peraturan Daerah ini relatif h a t  serta menyangkut ketentuau 

perundangan yang lebih banyalc, maka kami mengusulkau agar 

dibentuk panitia khusus yang heranggotalcan para pimpinan dewan, 

pimpiuan kamisi dan pimpinau fi-aksi sehingga akau tercapai h i 1  

yang optimal. fiwal tmtaug isi materi p u g  t a h d u u g  dalaln 

Rancangin Pemturan Daerah itu sendiri masih perlu dicennati clan 

dibahas seam sungguh-nmg@.~ 

e. Fraksi PKS, memberikan tanggapan terhadap Rancangan Peraturan 

Daerah yang diajukan eksekudf sebagai berikut, sesuai deugsn1 

Undaug Uudang Nomor 32 Tahuu 2004 tentag Pmer in tah  Daerah 

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertni 

dengan pemberian hak clan kewajiban penyelenggaraan otonomi 

daerah dalarn kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan n- 

Temujudnya transparansi clan partisipasi publik dalam proses 

penyelenggaraan pemerintahau penting sebagai upaya mtuk 

menciptakan mekanisme kontrol dan keterlibatan aktif peran 

masyarakat demi terwujudnya clean government dan good govermce. 



Selanjutnya Fraksi PKS, juga menyampaikau apresiasi yang 

positif kepada pemerintah Kabtrpaten Bantul yang telah menyerahkan 

draf Rancangan Peratman Daerah Transparami dan Partisipmi Publik 

dalam Penye1engg;araan Pemerintahan di Kabupaten Bantul, ha1 itu 

menunjukan Pemerintah Kabupaten Bantul telah memiliki semangat. 

dan komitmen kuat bagi terwujudnya transparansi dan partisipasi 

publik dalarn penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan menegadcan 

hahwa kalau pemerintah Kabupaten Bantul sudah punya kmitmen, 

mengapa kita tidak ' p  

f Fraksi Kesati~an  ban^, terfiarlap Rancangan Peratura~l D d  yang 

diajukan, menyambut baik terhadap qaya  pemerintah Kabupaten 

Bantul unnk inewujudkan pemen'ntahan yang bersih dan berwibawa 

serta akuntabel. Mudah-mudahan kehadiran Rancangan Peratwan 

Daerah ini kedepan, dhmpkan membenikan penguatau terhadap perm 

publik dalam peuyelenggu-aau pemerintahan di Kabupateu Bautul. 

Dengan demikian P e m d a h  Kabupaten Bantul dapat berperan lebih 

optimal didalarn menenhkan arah kebijakan d e n p  kontrol sosid 

yang lebih memadai, akurat, efektif rasional dan proposional. 85 

Dari gunbaran pemandangan umum yang disampaikan oleh Msi 

di DPRD Kabupaten B a d ,  terlihat secara jelas bahwa legislatif 

memberikan mpon yang baik dan mendukung terhadap pengajuan 

Rancangan Perahmu Daerah Kabupateu Bantu1 te~Itang Transparami dm 



Partisipasi Publik dalatn Penyeletlggaraan Petnerintalm di Kabupaten 

Bantul, walaupuu beberapa hks i  ada yang secara tegas mendukung dm 

& fraksi yam secara malu-malu ikut memberikan respon yang baik 

3. Penetapan Formrmsi Fraksi dan Pembentukan Panitia Khusus 

Agar proses pemboatau Perah~ran Daerah sebagahaua telah 

diajukan oleh eksekatif dan telah w o n  oleh fraksi-fiaksi yang ada di 

DPRD dapat berjalan lancar, maka untuk memperm~uhh pelakanaan 

hlgasnya kemudian ditetapkan Fraksinya selengkapnya sebagai berikut :* 

A@un Unsur Pimpinan DPRD clan fonnasi fraksinya berikui : 

Joko Purnomo, SE (selaku Ketua), Drs Slamet Abdullah (selaku Wakil 

Ketua I) dan Drs. Heri Kuswanto, h/Isi (selaku Wakil Ketua 10. 

1). Fraksi Partai Kebau&tan Ba- 

Tabel I 

No 

l 2  1 N~mut Rubiyauto, S.Si.Apt 

1 

l 6  1 Drs. H- Hen Kuswanto, M-Si I 

Nama 

Sumber : Sekretariat DPRD Bantul 

Jabatan 

Riyauto 

86 Keputusan Dewan P & i h  R;lkynt Daerah Kabupalen Bantul, Nomr 
15/KEP/DPDl2005, tentang Penetapan Fraksi-Fraksi DPRD Kabuyaten Bantul periode 2004-2009. 

Ketua 



2). Fraksi PDI Perjuangan 

Tabel 2 

No 

1 

2 

6 

Ag. Susanto Nugroho I 

Nma 

Uminto Giring Wibowo, SE, MM 

Suparyana 

7 

Jabatan 

Ketua 

Wakil Kehia 

Joko Purnomo, SE Angg0ta 

H. Ahmad, SE 

11 

Anggota 

12 

Sujiyo, A.Md 

1 l4  
15 

16 

Anggota 

Ristiyanto,SE Anggota 

Sumber : Sekretariat DPRD Bantul. 

RS. Kusbowo Prasetyo 

Eko Yuliauto Nugroho, S E 

Anggota 

m g o t a  

Anggota 



3). Fraksi Partai Amauat Nasioual 

No I Nama 

1 

1 3 1 Solahudin Hidayat, S.Pd. 
I 

2 

Sekretaris 

Teguh Imam Sationo, SH Ketua 

&di, SE Wakil Ketua 

4 

Anggota 

5 

Sumber : Sekretariat DPRD Bantul 

Drs. Slamet Abdullah 

Nama 

Anggota 

Ari Indah Hayati Anggota 

1 

Sekretaris I 
2 

Agus Effendi, SE 

Anggota I 

Ketua 

Agus Swnartono, S.Si 

5 Anggota I 

Wakil Ketua 

Amir Syarikdin 

Su111h : Sekretariat DPRD E3anh11 



5). Fraksi Partai Golkar 

No 

1 

1 Drs. H. Samedj Pmstowo 

Nama 

2 

Jabatan 

H. Sumiharto, SE, MBA 

I I I I 

Sumber : Sekretariat DPRD Bantul 

Ketua 

Drs. H. Suwardi 

5 

6 ). Fraksi Kesatuan Baru 

Wakil Ketua 

Slamet Bagya, SE, S.IP Anggota 

1 

S e k r e t ~ s  

H. Nisbar Munandar, SH 

2 

6 1 Aryo Winoto, S.R 

Drs. H. Edy Susilo 

Sumber : Sekretariat DPRD Bantul 

Selain itu agar memudahlorn kerja Dewan Perwakilan Rakpt 

Daerah Mupaten Bantul untuk mmbahas Rancangan Peraturan Daerah 

tentang Tratqaransi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Petnerintalzau 

1 
Ketua I 

Ir. H Gatot Nugroho Wakil Ketua 



di bbupaten Bantul tersebut, pada Hari Selasa, tanggal 9 Agustus 2005, 

di gdung DPRD Bantul, dilaksanakan Sidang Paripurna den- agetlda 

Pembentukan Panitia Khusus Pernbahas Rancangin Peraturan Daerah 

dimaksud. Secara aklanasi kemudian diptuskan bahwa untuk man- 

lebih detil Rancangan Peratwan Daerah tentang Tranparansi dan 

Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten 

Bantul, dibentuk Panitia Khusus dengan susunan selengkapnya sebagai 

berikut : 

No 

1 

2 

3 

1 Anggota 

4 

5 

G 

l 8  1 Teguh Iman Sationo, SH I 

Nama 

Drs. H Agus Subagyo. 

HAhtnad,SE. 

A p  Sumartono, S. Sj  

Jabatan 

Ketua 

Wakil Ketua 

Sekretmis 

Solahudin Hidayat, S.Pd 

Aryunadi, SE. 

AG. Susanto Nugroho. 

Anggota 

Anggota. 

Anggota 

9 

' 11 I Suwamli, SIP. 1 AntZota 

10 

KH. Ihsanudin Muslim, Lc. 

I I I 1 

Sumber : Sekretariat DPRD Bantul 

Anggota 

Agus Effendi, SE. 

12 

AWgota 

Tri Wahyuni, S.Pd. Anggota 



Kepada segenap Pimpinan dan anggota Panitia khusus ditugaskan 

untuk membahas secara detil, bekexja sebaik-baiknya sesuai jadwal yang 

sudah ditentukan dan harus melaporkan hail  kerjanya kepah forum 

Rapat Paripuma Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul. 

4. Respon Eksekutif terhadap pdangan umum Fraksi 

Respon eksekutif terhadap pemandangan umum fhk@ 

disampaikan Rapt  Paripurna DPRD Kabupaten Bantul, pada hari Selasa, 

tanggal 9 Agustus 2005, dengan agenda Penyarnpaian Jawaban Eksekutif 

atas Pemandangan Umum Fraksi-kAsi Dewan Perwakilan Rakyat D a d  

terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul, tentang 

Transparami dm Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

di Kabupaten Bantul. 

Jawaban eksekutif terbdap pemandangan m u m  hksi-hksi, 

diwakili oleh h. Sumarno PRS s e h  Wakil Bupati Bantul. Eksetcutif 

menyarnpaikan apresiasi yang tin& dm terima kasih yang sekar-besar 

kepada 6 (enam) fraksi di Dewan Perwakilan herall Kabupaten Banhd, 

yang memberikan dukungan terhadap pengajuan nota penguitar 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Transparami rlan 

Partisipasi Publik. dalarn Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten 

Bantul. 

Yang perlu d i lakuh~ adalal~ pet~cermatat~ secara bersama-sama 

beberapa substansi Rancangan PerahIan Daerah yang dianggap krusial dan 



akan memberikan perubahau warua signi6kan terhadap penyelenggaraan 

pemerintahan di Kabi~pateu Bantul, agar dikemudian hari tidak 

menirnbulkan penafsiran yang bermawn-macam bagi masyarakat. 

Selain itu terl~adap masukan-masukan yang bersifat teknis terhadap 

rumusan pasal perpasal, pihak eksekutif rneminta agar M s i - M s i  dapat 

menyanpaikan rumusan yang lebih jelas, termasuk ketentuan yang 

mengatur aspek yuridis, sosiologis dan rasionalitas serta ketentuan 

pemhiayaan berkaitan dengan pembentukan Komisi Transpamnsi clan 

Partisipasi. 

B. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Bantul 

1. Hasil Rapat Panitia Khusus 

Sebagaimana ket- P d  40 quz (11-14) Undang Undany 

Nornor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Pmdang-undangm, 

bahwa pembakan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilau 

Rakyat Daerah dibagi kedalarn empat tahap pembiaraan. Tahaptahap 

tersebut sarna dengan tahaj~ pernbicaraan Rancangan Undang Undang di 

Dewan Perwakilan Rakyat. Rapat Panitia Khusus termasuk pada 

pbicaraan Tahap 111 pa& p d t b y a  merupakan inti ihi pembabasan 

intensif atas satu rancangan Peraturan Dearah. Dalam rapat tahap 111 

Panitia Khusus pembahas Rancanran Peraturau D a d  tentang 

Transparami da11 Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Petnerintah 

di Kabupaten Bantul dilalnzkan bersanla-wna dengan Kepala Daerah atau 



Pejabat yang ditunjuk. Proses pembahasan tahap I11 berjalan dengall alot 

terutama kefika membahas petnasalahan yang sensitif, atau yang 

menyangkut beban warga apabila rancangan Peratman Daerah diterapkan, 

sebagai contoh terhadap perlu dan tidaknya dibentuk sebuah Komisi 

Transparand dan Partisipasi. 

Tidak jarang terjadi argumentasi antar anggota Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah yang pro dan kontra Rancangan Peraturan Daerah atau 

antara anggcrta DPRD dengan pihak eksekutif Dalam tahapan ini 

Rancangan Peraturan Daemh akan dibahas dari pasal kepasal serta tetap 

meujaga keutuhan rancangan p~~ dae~~& sebagai satu sistetn dan 

tidak batentangan dengan Peratuan Daerah yang sudah ada dm Maku 

atau peratuan perundang-~mdang yang lebih t i n e .  

Proses ini membutuhkan waktu dan ketika *adi kebuntuan, 

apabila pihak-pihak tidak dapat . menyatukan p e m h a n  pasal-pasal 

Rancangan Peraturan D d  tersebut. Kemudian uutuk ~neughiudari 

kebuntuan itu, maka diadakan lobi-lobi antar M s i ,  atau komisi atau 

dengan pihak eksekut.if untuk mencari jalan keluar dari keblma~an 

pembahasan tersebut. 

Dari hasil pcsnbicaraan tahap Ill dan lobi-lobi yang clilakukan tidak 

lain dimaksudkan untuk menemukan kesepakatan baik materi muatan 

maupun rumusan-rumusan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Transparami dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemeri~~tahau 

Daerah Kabupaten Banttd antam eksekutif dan legislatic kesepakatan 



rumusan-rumusan itulah yang a h 1  dilaporkan sebagai hasil kerja pansus 

dalam rapat paripi~rna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Penyampaian Lapom panitia Khusus sebagai h i 1  pembicaraan 

tahap Ill, dilakxkan dalam rapat Patipuma pada hari Selasa, tanggal 23 

Agustus 2007, dengan agenda Penyampaian Laporan Panitia Kbuflls 

Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang 

Transparansi dan Partisipasi Publik. dalam Penyelenggaman Pemerintahan 

di Kabupaten Bantul. 

Penyampaian laporan panitia khusus diwakili oleh H Ahmad, SE 

selaku Ketua Pauus I, den- hal-ha1 pet~ting yang berkaitan erat dm* 

ini Ranmgan Peraturan D a d  Kabupaten Bantul, tentang trampami 

dan Partisipxi Rzblik ddam Penyelengaman Pemerintahan di Kab~~paten 

Bantul, sebagai berikirt : 

a Pengingat waktu yang tlersedia dm bobot materi ymg relatif Zausial, 

maka pmbahasan yang telah dilaksanakan baik secara internal oleh 

Pansus m q u n  secara bersama-sama dengan eksekutif sebagai mitra 

kerja, hingga laporan ini kami sus~m belum dapat diselesaikan, dan 

baru sampai pada Bab Ill mengenai Azas dan Tujuan. Sementara untuk 

Bab IV dan seterusnya hlum selesai dibahas. Namun secara personal 

semua anggota pansus sudah membaca dan mencemati isi Rancangan 

Peratman Daerah dimaksud. 

b. Dari aspek yuridis fmnal, Rancangan Peraturan Damah iui belum 

memp1111yai dasar huku111 yang nlengatur secara khuslls tentang 



transparami dan partisipasi, sel~ingga dalam kansideran mengingat 

sedemikian banyak dasar hukum yang dicantumkaa Karena itu para 

pakar penyindir, bahwa pembuat Fbperda ini ragu-mgu, sehingga ada 

kalimat yang kira-kira pada j u h l  peraturannya sesuai kemudian 

dicantumkan dalam konsideran mengingat. 

c. Pengertian pada terminologi publik yang terkandung dalam formulasi 

kalimat dalam ketentuan urnurn, menimbulkan kesulitan dan 

keragaman pemahaman akan makna yang terkandung didalamnya, 

sehmgga belum diperoleh kata sepakat 

d. Pada Bab Hak dan Kewajiban, tM1tuuya kot~stnrksi logikat1ya hams 

sambung antara hak dan kewajiban publik dan halr kewajiban yang 

dimiliki oleh Badan Publik. Apabila semua dohunen hanls dm wajib 

disampaikan ke publik, maka konsekuensinya akan menimbulkan 

biaya yang besar bagi panerintah Kabupaten Bantul. 

e. Tentang Komisi Transparami dan Partisipasi, keberadaannya tnasih 

menjadi perdebatan yang panjang, sebab secara empiris di tie 

kabupaten dan kota yang dikunjungi yakni Gorontalo, Keburnen dan 

Bandung, keberadaan Komisi ini ada yang dibentuk, ada yang 

sepenuhnya ciiserahkan kepada masyarakat bahlian ada yang tidak 

dibentuk sama sekali. 

f. B e r d d a n  hasil kajian dm diskusi dengan pakar, terdapat bebempa 

pasal yang kontradiktif dan tidak kotlsisten, yakni : a pada pasal5 clan 



pasal6; b. pasal7 ayat (1) d-1 pasal7 ayat (3); dan c. pada pasa.17 

dengan pasal8. 

g. Demikian pula pada Bab yang mengatur sanksi pada pasal 12. ditilik 

dari isi kalimatnyn, lnaka tidak mempunyai pengertian sanlrsi, karena 

itu perlu pembal~asan lebih lanjut. 

h. Pada penjelasan pasal deani pasal, khususnya pasal 4 (empat), belum 

diperoleh kejelasan mengenai informasi apa saja yang bisa diakses 

oleh publik. 

i. Berdasarkan hasil study banding di dua kabupaten, maka diperoleh 

pet~galamau, bahwa setelah ditetaphmya Paaturan Daerah Partisipad 

=pun transparansi, rmtka ti& di temuk perbedaan yang s i g n i h  

partisipmi publik, antara sebelum Peraturan Daerah tersebut ditetapkan 

clan selama Peratuan Daerah t d u t  diterapkan. 

Dari beberapa pokok pentiug pembahasan Raperda tersebut, dapat 

dipastikan laporan pausus pembab belum selesai. Sehiugga pada 

kesempatan rapat paripuma tersebut, selain meminta pengambilan 

kepuhwn penetapan ditunda, sekaligus meminta agar pansllr diberikan 

perpanjangan waktu pembahasan. 

2. Pandangan dan Tanggapan Fraksi 

Terkait dengan permohonan penundaan penetapan dan 

perpanjangan waku pembahasan ramlgan Peraturan Daerah tmltat~g 

Tmsparansi dan Partisipasi Publik dalarn Penyelenggaraan Pemerintahan 



di Kabupaten Banh~l. Kemudian pada hari Selasa, tauggal 23 Agustus 

2005, diadakan Rapat Paripurna k w a n  Perwakilan Daerah Kabupaten 

Bantul, dengan agenda Penyampain Pendapat ~ i - ~ i  DPRD 

Kabupaten Bantul dan Pengambilan Keputusan terhadap Permohonan 

Perpanjangan Waktu Pembahasan Pansus Pembahas Rancangan Peratwan 

Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalarn 

Penyelenggaraan PemerintaEan di Kabupaten Bantul. 

Adapun pandangan masing masing tiaksi sebagai berikut :87 

a. PDIP, menyampailcan pendapat akhu hks i  PDIP terhadap 

permotrouau waktu M t i a  Khusus, Sepakat diperpanjang. 

b. PAN, menyampakin pendapat akhir fraksi PAN terhadap permohonan 

wakttl Panitia K~IISL~S, Setuju dengin catatao diperpanjang deogm 

catatan Panitia Musyawarah DPD segera mernbahasnya 

c. FKB, menyampaikan pendapat akhir fiaksi FKB tehadap 

p e m o h a n  waktu Patlitia Khusus, Setuju diperpaujang, 

d F Golkar? menyampaikan pendapat akhir fiaksi P Golkar terhadap 

permolmnan waktu Panitia K h ~ m ,  Setu.1 dengan catatan 

diperpanjang dan basilnya diserahkan Panitia Musyawarah DPRD. 

e. FKS, menyampaikan padap t  alchir M s i  KS terhadap permobonan 

waktu Panitia Khusus, Tidak setuju diperpanjang. 

87 Risalall Rapat Paripmla DPRD Kabupate11 Baotul, dengan agenda Pelljanpaiu 
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f. F Kesatuan Baru, menymnpaikan pendapat akhir ftaksi Kesatuan Baru 

terha<lap permohman waktu Panitia Khusus, Setuju diperpanjang 

Mengingat sebagaim be= m i  setuju diberikan penmdaan 

penetapan dan setuju perpanjangan waktu pembahasan, maka Drs. Heri 

Kuswanto, MSi (Wakil Ketua 11 DPRD) selaku pimpinan rapat parip1una 

mengemukakan " Demikian tadi telah disampaikan pendapat dari wakil 

fiaksi, dari enarn fiaksi smua menyetujui terhadap permohonan 

perpanjangan waktu pembahsan Pansus Pembahas Raperda, kemudian 

dengan tidak mengurangi hak dari masing-masing anggota kami 

pertanyakan, apakah permohom1 papanjangan waktu pembahasan panitia 

khusus pembahits Raperda dqat  disetujui ? " secara aklamasi peserh mpat 

paripurna menjawab : setuju. Yang selanjutnya untuk a]&-- 

perpanjangan waktu akan dibahas dalam rapat Panitia h4usyawarah 

Dewan Perwakilan Daerah Kabupatet1 Bantul. 

Selanjutnya sebagaimana telah ditena~kan jadwal oleh pauitia 

musyawarah DPRD, pada hari Sabtu tanggal 10 September 2005, dalam 

rapat paripurna yang mengagendakan Penyarnpaian Laporan Panitia 

IChusus Pembahas Raperda Transparansi dan Partisipasi Publik dalam 

Penye1enggma.u Pemerintahan di Kabupaten Bantu]. Penyampaian 

laporan Panitia khusus diwakili oleh Tri Wahuyni, SPd sebagai juru 

bimmya, yang menyampaikan bahwa proses pembahasan Raperda ini 

cukup panjang dan tidak mudah, baik saat disusun eksekutif dengat1 

stc~keholders yang dilibatkan, maipun pembd~asan-pellibahasan di Panslls 



I secara internal maupun bersama-sama eksekutif yang membidmgi 

raperda tersebut. Oleh karena dalam penyampaian l a p n  pansus 

memberikan catatan-catatim penting sebagai berikuf :" 

Pansus I menyepakati bahwa membangun tata kelola pemerintahan 

yang transparan, partisipatif dan alnlntabel sangat diperlukan nntuk 

membentuk peinerintah MI ymg baik (Good Local Govenrunent) 

sekaligus meraih keberhasilan pbangunan. 

Upaya untuk menunuskan raperda yang tepat dan sesuai bagi 

Kabupaten Bantul mendorong pansus melakukan proses pembahasan 

dengan berbagai langkah antara lain : 

1). Secara intensif melakmlcan pernbahasan baik secara internal pansus 

atau bersama-sama eksekutif untuk bisa meugtumpun berbagai 

sudut pandang dan kepentingau 

2). Melakukan studi komparasi ke be- daerah yang sudah 

menerapkan Peraturart D a d  sejenis (walaupun beda nan~a) 

seperti Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Keburnen, Kabupaten 

Bandung dm Kabupaten Magelang untuk melihat proses 

pembahasan materi perda dan aplikasl penerapan perda yang 

tenmya memiliki perbedaau diantara satu dengan yang lain sesuai 

dengan kondisi daeralurya masing-wing. 

88 Infomi dari Juru Bicara ( H Ahmad SE ) Panitia Khusus P e m b a h  Fbprda tentang 
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3 )  Menyeleugarakan diskusi dengan para akademisi untuk mengkaji 

lebih dalam sistimatika dan materi raperda agar memenuhi kaidah 

hukum yang benar. 

Dinamika pembahasan di Pansus I tidak menutup kemungkinan 

bahwa basil rumusan raperda tidak selalu sependapat melainkan 

berupa op~i atau pilihan d i k a r b  masing-masing pililw memiliki 

argin~mtasi yang kuat dan tidak bisa diabaikan. 

Sdelah melalui pembabasan yang intensif dm partisipatif yang 

penuh dari segnap anggota Pansus I maupun mi- kerja dari eksdmtif 

dihasilkan rumusan yang barn den- melakukan perubahan-perubanahan 

raper& yang lama, antara lain dengan n~engllrlmgkan beberapa materi 

raperda yang dirasa tidak relevan ata11 overlapping dengan ketmtuan yang 

lain, sebdiknya menmbddm beberapa ketenbm ban1 ymg dib~ttdtkan 

untuk mempejelas p e n m a n  atau belum tercakup dalam raperda yang ada 

yaitu : 

a. Konsidaan mengingat ditambah beberapa dasar hukum yaiu : 

I). PP Nomor 24 Tahun 2004 

2). PP Nomm 25 tahun 2005 

3). UU Nmor 25 Tal~m 20005 

4). Kepres Nomor 80 tah1u12003 jo Perpres No 32 Tablm 2005 

h. Penambahan in I tentang ketenhm l11111nn P a d  1 

1 ). Ditambahkan pmgertian Badan Publik meliputi Pernerintah Daerah, 

DPRD, Pemerintah Desa dan BPD. 



2). Disempurnakan pengertian trat~sparansi dm partisipasi yang lebih 

tepat. 

c. Bab I1 tentang asas dam dan hljurm pasal 2 dan 3 dilengkapi denen 

tnengakomodasi bebernpa ketentmn dari peraturan daerah daerah lain 

yang rnen,gtlatkan. 

d. Bab tmtang ruang 1ingku.p transparami dan partisipasi publilIn 

didahulukan dari bab tentang hak dan kewaj~hu agar lo* 

pengaturannya lebih nmtut. 

e. Manperjelas bab IV tentang Lrak dan kewajiban sehiugga ada 

kesinmbuugan antanz tlak dau kewajiban dalam k0tItek tratqman dm 

partisipasi. 

f Bab V tentang Tata Cara Transparl;ansi dan Partisipasi publik dihilan&m 

ayat yaug diauggap overlapping d m  ayat Laiu supaya tidak tuenjadi 

bias pengertiannya. 

g. Menyempumakan kberapa ayat pada bab VI tentang keberatan dan 

pengaduan agar lebih jelas clan sesuai dengan perubahan-paubahan 

istilah pada ayat-ayat sebelumnya. 

h. Bab VII tentang Kmnisi Transparami dan Partisipasi, dikaremkan msih 

ada dua pendapat, ~naka diusuUcau dua pitihan, yaitu : 

1). Pilibiu~ Palama; nda kolnisi tnmparansi dm pdsipasi yimg h 

dirun~uskan lebih rinci tnmgemi kedudduw penganglatan dan 

pemberhentian, hlgas, fingsi dan wewenang kom'si trnnsparansi dan 

Partisipasi. 



2). Pilihau Kedua; tidak ada k h s i  transparansi dm Partisipasi sehgga 

lebih dipertajam tetang mekauisrne tentang tata cara dan inekanime 

transparansi dan partisipasi. 

Selain bagian yang disebutkan diatas, tidak ada perubahan-perubahan. 

3. Penyampaian Pendapat Akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Bantul 
dan Pengambilan Keputusan tentang Raperda Tranparansi dan 
Pallisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupten 
Baatul. 

Setelah Tim hnitia Khuq~s Pe~nbaha~ menyanpaikan laporan 

pembahasan tahap 111, maka setiap fraksi lewat juru bicaranya memben'kan 

pendapat akhirkata akhir M s i  tlcshadap Rancangm Peraturan Ddwab 

yang diputuskan nasibnya. Dalam ha1 M s i  dapat menerima Rancangin 

Perauran Daerah secara jelas dalam pendapat akhir hksi, sebagai b m b t  : 

Setelah melalui pembahasan panjirng, diskusi yang melel- sampailah 

waktunya bagi M s i - M s i  untuk menyampaikan pendapat akhir sebelum 

Rancangan Peraturan Daerah tersebd diptuskan, adapun pendapat akhh 

fiaksi-fraksi selengkapnya seagai berikut :" 

a. Fraksi PDIP, menyampaikan pendapat akhirnya herdadan  

pencermatan dan pembahasail Raperda tentang TansparanSi d m  

Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan P e m e r i m  di Kabupaten 

Bantul, yang terdiri dari 10 B;rb dan 17 Pasal, juga berdasar basil 

pembahasan bersama antara Pansus I (satu) DPRD b e r m  ekshtit  

FPDlP menyimpulkan bebaapa ha1 sebagai berikut: 
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1). Semmgat tra11sparatIsi dalam penyelenggaraan petnerinatah dam=& 

(Pembuat kebijakan publik) terdiri dari P e m W 1  Daaah, DPRD, 

Pemerintah Desa dm BPD patut kiranya mendapat apresiasi dan 

dukungm berbagai pillak baik masyarakat Kabupakn Bantu1 

umumnya sfakehofdesr yang ada di Kabupaten Bantul pada 

khususnya. 

2). Semangat nyata memberikan ruang dan peluang bagi maqamkat 

Kabupaten Bantu1 untuk berpartjsipasi dalam pengambilan 

Kep~ituan Kebijakan perlu disosialisasikan clan direalimsikan 

s a r a  bmar-benar dan sun@-sun& shingga rakyat atau 

masyarakat Bantul dapat memahami dan melaksmakan secara 

benar. 

3). Kamuuikasi langsung antara pembtlatan kebijakan publik derqpn 

publik/masyarakat/rakyat Bantd yang telah klangsung dapat 

d i t d a n  dan h b u h  kernban* guna mewujdkan 

kebersamaan untuk mencapai masyarakat J3antul yang Projo 

Taman Sari Sejahtera Demokratis dan Agamis. 

4). Sehubungan dengan fakta yatlg ada, dengan segala kelebihau dm 

kekurangan bahwa esensi penyelenggaraan p e m d a h  daerah 

yang tsanspit~an dm melibatkan partisipasi m a s y d a t  telah 

dilakukan, besar Impan kami hal ini dapat dilanjutkan seiring 

dengan tuntutan perkernbangan dinamika masyarakat. 



5). Guna memberikan kepercaym dan peluang sepenuhnya pada 

masyarakat. Kab~rpaten Bmul uutuk berpartisipasi dalam proses 

pembuatan kebijakitn publik, Fraksi PDIP berpendapat. tidak 

diperlukannya komunitas masyarakat khusus/komisi/ 

makelar/broker yang hanya sebagai mediator @ukankah pembuat 

kebijakan publik telah memiliki aparatur dibidang humas), tetapi 

seharusnyalah rakyat/masyarakat dapat langsung bertatap muka 

dan atau berkomunikasi ddegan penyelenggara pemerintahan di 

Kabupaten Bantu1 r(mg pengaturannya diatur dalam aturan khusus 

datk jelas. Tidak diperlukauuya komutlitas khususkotnisi atau 

sebutan lain didasarkan pada : 

- UU atau Perahm Penmdangan be111111 ada yang mengahu- 

- Fungsi keterwakilan masyarakat atau rakyat RUM ada lembaga 

yang mewakilinya seam konstitual sesuai degan perur~dang- 

undmgan yang ada ( UU Nomor 22 Tahuu 2003 dm UU 

N o m  32 Tahm 2004 ) yaitu lembaga DPRD yang secara 

konstitual dan demokratjs dipilih langsung oleh rakyat.. 

Berdasarkan pada argumen tersebut, FPDIP sepakat Raperda 

Transparansi &m Partisipasi hblik &lam Penydenggmm 

Pemerintahan di Kabupaten Bantul dapat disetujui menjadi Perda 

dengan catatan bab dm pasal tentang Komisi T r a n v s i  dm 

Partisipasi yang hanya berfbnpsi sebagai mediator dihilangbn 



b. Fraksi PAN, menyampaikan bahwa dengan bergulirnya era efmnasi di 

Indonesia dan imtuk menjamin Cbod C;ovepp7ai1ce dan C..'lem~ 

Government serta akuntabilitas. Tidak ada kata lain dari 

Penyelengmam Pemerintahan adalah rnelakukan mekanisme 

partisipasi dan transpaansi publik. Rapeda yang diajukan eksekutif 

kepada dewan adalah upaya yang eksekSf dalarn rangka G ' t d  

governance clan Clem Government serta akuntabilitas. Syarat 

pemerintahan yang terbuka adalah metnberikan ruang publik untuk 

mengamati perilaku pejabat (right to observe), hak untuk rnendapatkan 

i n f i i  (right acceexs tu i@ormatiuri), hak mtuk terlibat dalatn 

pengambilan keputusan publik @ght to particple) dan hak unt& 

keberatan (righf to appeal). 

c. Fraksi KS, menyampaikan pendapat akhir fraksinya sebagai benkut : 

Tuntutau tranparansi &I partisipasi publik dalam penyelengpaan 

pemerintahan merupakan tuututau seiring dengan otonani d a d  

berupa kewenangan seIuas-Iuas kepada d a d  diserta deagan 

pemberian hak dan kewaji ban penyelenggaraan otonomi daerah &lam 

kesatuan sistern penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Sebagai upaya optimalisasi proses transparami, FPKS qakat  

dengan draf Raperda yang diajukan oleh Pemexintah Kabupaten 

Bantul, yaitu keberadaan Komisi Transparansi dan Partisipasi Publik 

yang memiliki h ~ g s i  mediasi antara publik dengan penpnbil 

kebijakan publik apaila terjadi pennasalahan. Keberadaan ko1nis.i 



transparami dan partisipasi publik pada suatu sisi dapat merin&sndcan 

tugas DPRD dalam melakuhl turntugas pengawasau. 

Oleh karenanya FPKS mengusdkan agar K d s i  T r a n m  

clan Partisipasi Publik dibentuk oleh DPRD sebagai upaya terjalinnya 

hubungan kerjasarna yang sinergis antara DPRD dan Komisi 

Tanparansi dalam tugas-tugas pengawasan. 

d. FKB, menyampaikan penclapat akhir fiaksi FKB sebagai berikut : 

Transparansi adalah d u a h  keharusan, apalagi menyangkut 

wilayah publik (berkaitan dengan kepentingau publik, didanai oleh 

dam publik atau kebijakan yaug behitau dengan hjat  Indup amg 

banyak). Oleh karena itu secara it1Iznl semangat untuk berlaku dm 

bersifit tmnparan bzlgi setiap pejabat dan kebijakan publik adalah ha1 

yang mutlak. Sedangkan partisipasi adalah hak bagi setiap war@ 

negara untuk terlt'bat seam aktif dalam setiap tah- keijakan publik. 

Oleh karem itu kewaj ih  (bersbp transparan) dan hak (untuk 

berpartisipasi) tersebut tidak boleh didistorsi oleh siapapun juga, dalam 

kondisi apapun clan dimanapun ju1ga 

Dalam konteks ini FlCB menolak dengin tegas kehadiran 

Kmisi Tranparansi dan Partispsi karma kebembn institusi ini, 

justru berpotensi menirnbulkan distorsi dan menjadi semacam 

birokrasi tersendiri. FKE3 berpcasangka baik bahwa rakyat Bantul 

sudah cukup cerdas din1 dewasa untuk setiap saat ~nenglcntisi setiap 

kebijaan publik. Oleh karenanya FKB sangat setuju penetapan R q d a  



tentang Trat~sparansi dan Partisipasi Publik tailpa ada Kmnisi 

Tranpamnsi dan Partisipasi. 

FKB berharap dengan adanya Peratwan Daerah tentang 

Transparansi dan Partisipasi publik dalam Penyelengpmn 

Pemerintahan Daerah ini, akan menjadikan penyelenggaman 

pemerintahan di Kabupaten Bantul menjadi semaksn demokratis, 

transparan, akuntabel dan pattjsipasi masyarakat semakin tinggi dm 

pada gilirannya akan semakin mempercepat kemakmuran dan keadilan 

bagimasyamkat bantul. 

e. Fraksi P Golkar 

Sejalan dengan lapman pembahasan Pansus tentang 

Transparansi dan Pdsipasi Publik dalam penyelenggmm 

pemerintahan di Kabupaten Bautul. FPG mengutmkan pokok-pokok 

pikim Parutia Khusus rna~gawi pentingnya tata kelola petnerit&ah~ 

yang transparan, partisiptic deinolcratis dan akuntabel dalam mgka 

mewujudkan pemerintahan yang baik (Gu0~3 gm?elrvuu?ce). 

Sungguhpun secara clef~cto transparansi clan partisipasi telah 

dilakukan, semisal dalam penyumnan RAPBD telah dilak~lkan 

p e n y q a n  aspirasi masyaralrat dan diskusi publiic, mdalui 

mekanisme Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa, Musyawarab 

Pembangunan Tingkat Kecamatan dan Rapat Koorhasi 

Panbanguuan Tingkat Kabupaten 



M e n c e d  h i 1  Pansus becbagai pakar dari sudut pandmg 

baik berupa latarbelakang, latar depan, legal formal, maupm sisi 

politis ditambah dengan hasil studi banding ke beberapa kota dan 

kabupaten sunguh merupakan kesen'usan jajaran DPRD dalam mgla 

mendukung komitmen tersebut. Sementara mengenai pbedaan 

pendapat terkait dengan adaHidaknya Komisi Tranparansi dm 

P d i p a s i  lcami anggap biasa saja kareua masing-masing mmiliki 

argumentasi yang M a - b e d a  Salah satu argumemya adalah bahwa 

secara yuridis formal keberadaan komisi tersebut memang betum 

nleliki dasar h~lkuo~ dan secara hgsional sesungguhnya institmi yang 

sudah ada ( DPRD/ BKD/ BAWASDAI PERS/ LSM dl]) 

sesungguhnya dapat lebih dioptimalkan eksistasi, paan dan 

funjpingnya, sehingga tidak tumpang tindih dan tidak terkesan latal~ 

derqpn mudah membeutuk komisi-komisi yang seZKluun1ya sudall ada. 

Oleh karenanya Fraksi P Golkar dapat menerima dan 

menyetujui Rapeda t d u t  untuk ditetapkan menjadi Peaaturan 

Daemh, sementara terkalt den= dua opsi yang ditawarkan. FPG 

berpendapat bahwa oleh karma belum ada dasar hukum yang 

mengatm tentang Komisi Tr;mparansi dan Paaigipasi s a t a  untuk 

mengopthlkan perm dan hgs i  institmi yang sudah ada, kiranya 

Komisi Transparami dan Partisipasi itu b e h  diperlukan, namun yang 

lebih penting adalah perlunya dipertajam mengenai tatam clan 

mekanisme tranparansi dan pattisipasi. 



£ Fraksi Ke- Baru 

Beempa ha1 penh'ng yang yang disampaikan oleb hksi 

Kesatuan Baru dalam pendapat akhir fraksi terbadap Rancangm 

Persrturan Daerah tentang Transparansi dm Partisipasi Publik dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan di hbupaten Bantul sebagai berikut : 

1 )  Fraksi K m a n  Ehm memberkin apresiasi soal pmhgnya 

Rancangin Perahrran D a d  tersebut, oleh karammya berupaya 

terus menerus unhlk mendorong bedangsungnya proses 

tranparansi, akuntabilitas dan partisipasi publik sebagai landasan 

proses terciptanya (7006 Govemnce dan Clean Government di 

dalam penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten Bantul. 

2). Mendomng kepada Badan-badan publik unhik mengoptimdkan 

peran masing-masing, untuk bisa berfimgsi sebagai mekanisme 

ada tidaknya Komisi Transparansi, akan tetapi menurut pemlapat 

Fraksi Kesatuan Baru kesemuannya t e r m  dari Draf Uedang 

Undang tentang Kebebasan Memperoleh lnfonnasi Publik yang 

masih berada di DPR RI. 

4). Oleh karena untuk menghindari ketidakadaqa kepastian hukum 

sambil menunggu pengesahan RUU Kebebasan Mmproleh 

Infomasi Publik, dengan sangat menyesal memohcm agar 

penetapan Raperda ditunda sampai di sahkarmya Rancangan 



Undang Uadang yang rnengam Transparansi dan Partisipasi 

Publik tersebut. 

5). Agar proses kebijakan transparan, akuntabilitas dan partisipatif 

menuju terciptanya good govemmce dim clean Gov~M~?TZ~~ 

Fraksi Kesatua~~ baru mendorong agar RUU KMIP di DPR RI 

segera disahkan menjadi Undang Undang. 

Sehjutnya setelah keeuam bks i  tnmyampdcan peudapat akhir 

hksi, kemudian Joko Putnomo,SE selaku pimpinan rapat- menyampaikan 

karena ada h k s i  yang belum menye-tujui atau menyetujui dengan catatan 

(Minderheidmta) terhadap Rancangan Pemturan Daerah heotang 

Transparansi clan Partisipasi Publik dalam Penydenggaran Pemeaintahan 

di Kabupaten Bantul. 

Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 98 ayat ( I )  Perahnan tats 

T&% Dewan Perwakiilan Rakyat Daerah bahwa " Pmgmbilan Keputusar~ 

dalarn rapat Dewan Pmakilan Rakyat Daerah diupayakan dengan cara 

musyawarah untuk mencapai mufakat, oleh karesla itu rapat diskors untuk 

memberi kesempatan kepada Pimpinan DPRD, Pimpinan Panitia 

Musyawimh, Phnpinan Fraksi DPRD dan ekskutif untuk melakukam 

musyawimh. 

Dalarn rapatlmusyawarah tersebut terdapat b e h p a  rnasukan- 

masukan, yang disimpulkan sebagai had  rapat yaitu dilakuknya 

pemungutan suara terbanyak terkait dengan pengesahan Raucangan 

Peratwan Daerah tentang Transparansi clan Partkipmi Publik dalam 



Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul, dengan pilihan 

antara lain : 

a. Raperda disetujui, ada Komisi Transparansi. 

b. Raperda disetujui, tidak ada Komisi Tranparansi. 

c. Raperda disetujui, ada Komisi Transparansi yang babentuk Ad 

Hock 

d. Rap& ditunda sampai menunggu ketemm yang berlaka 

Untuk mengambl kesepakatan sebagai hasil sidang paripurna, 

Joko Pumomo selaku pimpinan sidang menyatakan untuk rapeda tentang 

Tmparansi dan Partisipasi Publik &lam Penyelenggaraan Pemeziuhdm 

di Kabupaten Bantu4 berhubung belm ada ti& temu maka akan diaddcm 

pernungutan suara dengan 4 (empat) pilihan d b s  sesuai dengan pasall03 

ayat (2) P e r m  Tata Tertib DPRD bahwa pengambilan Kepubusan 

berdasarkan pem1111gutan suara secara tedn~ka dilakukan apabila 

menyangkut kebijakan. 

Terhadap 4 (empat) pilihan yang ditawarkan, anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daemh yang menyetujui pilihan pertama sejumlah 4 

(empat) o m g  piliban kedua sebanyak 27 (duapuluh tujuh) orang pilihan 

ketiga sebanyak 7 (tujuh orang) dan yang menyetujui pilihan keempat 

sebanyak 4 (empat) orang. Berdasah hasil tersebut pilihan ke 2 (dm) 

dengan 27 (duapuluh tujuh) oran& oleh karenanya dapat diambil suatu 

keputusan bahwa dapat diitujui Ranwgan Peraturan Jherah tentang 

Transparansi dan Parhisipasi Publik dalarn Penydenggaraan Pemerintahan 



di Kabupaten Bantul, dengan tidak ada Komisi Transparami dan 

~artisipasi.~ 

Sebelum rapat Paripma DPRD ditutup, setelah diambil keputusan 

tentang Peraturan Daerah tersebut, sesuai Tata Tertib DPRD Pimpinan 

Sidang memberikan kesempatan kepada Bupati Bantul mhrk 

menyampaikan sambutan terhadap keputusan rapat pleno Dewan 

Perwakih Rakyat Daerah yang b m  saja diarnbil keputusatmya. Nmuu 

demikian karena waktu yang tidak memungkinhn, pada kesempatan itu 

melalui Pimpinan Sidang, Kepala Daerah menyampaikan terima kasih 

yang sebesamya-besamya atas kerja sama antara Dewan Perwakilan 

rakyat D a d  dengan Pemeaintah Daerah Kabupaten Bantul. 

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 136 ayat (1) Undang 

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah bahwa 

Peraturn Daerah ditetaplratl oleh Kepala Daerah setelah rnmdapatkan 

persetujuan dari DPRD, kdentuan pasal 42 ayat (1) Undang Undaog 

Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peaundang-mdangan bahwa 

rancangan peratwan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan 

Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada 

Gubernur atau BupatWa1ikot.a mtuk ditetapkan menjadi Perahrran 

Daaah dan berdasahn ketentuan pasall05 ayat (5) Peraturan Tata Tertib 

DPRD bahwa, Rancangan yang b a s a l  dari DPRD atau Kepala Daerah 



dibahas oleh DPRD clan Kepala Daerah unh& rnendapkm m j u a n  

bersama 

Dari ketiga landasan dasar tersebut lnensyaratkan adanya 

persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah. Oleh kanmmp 

kemudian dituangkan kedalam Surat Persetujuan Bersama antam DPRD 

dan Bupati Bantul, Nomor 03lSPB/DPRDb2005, Nomor : 2884913 

Tentang Persetujuan Atas Ranangin Peratmau Daerah Kabupaten Bantu4 

pada hari Kamis tanggal lima belas bulan September tahm dua riiu lima 

dalam rapat paripurna Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

Bantul, bertempat. di Ruang Rapat Paripurna DPRD, menyetujui bersama 

Rancangan Peraturan D a d  Kabupaten Bantul tentang Tranparausi dan 

Partisipasi Publik dalarn Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupatm 

Bantul, untuk ditetapkan menjadi Peraturan D a d .  

Secara resrni kemudh~ pada ta~~ggal 1 Oktober 2005, Peraturan 

daerah tersebut diundangkan dam labaran daerah Kabupaten baotul Sen' 

C Nomor 1 Tahun 2005, yang ditandatar~gani oleh Selrretaris Daerah 

Kabupaten Bantul. Dengan telah diundangkannya dalam l e m b m  daerah 

tersebut maka secara r e d  Peraturan D a d  tersebut Maku dan 

mengikat. 



Perubahan Undang Undang Pemerintahn Daerah dari Undang 

Undang Nolnor 22 Tahun 1999 ke Udang Undang Nomor 32 Tahun 200.4 

pada dasarnya adalah respn alamIah. Hal ini karena ~mdang undang sudah 

semestinya akan tens mengalami perubahan masyarakat seiring dengm 

2mtambah kompleknya perkembangan dan konciisi masyardkat. Oleh 

karena itu kekradam d a ~ g m l d m g  bukm s u a t u  ymg statis, tetapi 

mengkuti dinamika perubahan,M 

Penhahim kepada IJndang IJndmg Nomnr 32 Tahtm 2004 itu pada 

substansinya adalah memberi wewenang penuh kepada d a d  untuk 

yang menyangkut ; pertahman keamarrarr, polit& luar negeri, agma, 

k e h h m ,  moneter dm fiskal. Oleh karenanya desentaalisasi diharapkan 

memberi arti yanp signifin bag ~ m b u ~  d e m o h i  ekommi, 

yang baik di daerah mengingkuti perkembangan jaman. Penyelenggaman 

terhadap sistem politik dm pemerintahm demokratis, sehingga trmparansi 

maupun partisipasi masyarakat menjadi kebutuhan. 



Kedudukan dan kewenangan itn menempatkan pemerintah daerah 

menjadi sang& penthg perisnannya &Ian meagelola k e p e n t h p  rakyat. 

P e m e ~ t a h  daerah hams lebih responsif. aspiratif terhadap bdagai 

kebutuhan masyarakat, mengingat bahwa otonomi daerah itu senchi 

Bukarrlah tujuarr, me]- cam dau stmteg' &din11 mgka rr~ewujudkrm 

dmokrasi yang sehat, adil d m  berorientasi kesejahteraan bagi seIwh 

bangsa ~udonesia.~' 

Dengin kesadaran penuh baIrwa tata pemeriutab~~ yang baik 

menjadi sebwih kebutuhao, den- dukungan msyarakat yang secara 

qata terlihat ppada proses kegi- open ham/t&ap muka secara kkda 

dengan masyarakat, yang sebagian hesar masukan mengarah kepada 

keinghan uhrk rnewujudkan pernerintahan yang transparan dm 

parlisipatil: Proses pydmggar;lilu ~ ~ ~ a u  di Kabupllkn Banid 

yang telah membuka saluran trausparausi dm plisipasi walauputl belum 

terlegalfomlkan keseb11h peraturn penmdmgm, lnenjadi catatm 

penting bad worl banlc melalui Bappenas dalam rangka mendorong 

percepatan terhadap reformasi tsnta pemerintahan di daerah. P r o p  

Prakarsa Pembirtrm Tats Pemerin* D a d  ( hxitiirtiv for Lad 

Goverment Re fdILGR) ,  dikhususkan bagi d a d  kota dm k a b w e n  

yang diuilai oleh war1 bat& memiliki komitmen refonaasi tata 

pemerintahan didaerah dan d a d  kotakabupaten dengan kemzlmpuan 

fmansial yang kecil. 

95 Asep Norjaman, O~omn?iB~er& Persp&iJ Teoriles &Pr&is, B i d  Malang, 2M1, 
I U A L L - -  -- 



Bagi daerah yang manenuhi persyamtm itu akan mendapatkan 

kompedlsasi dann pembagtman swma iri@ dan pendidikm s e b w  ti= 

belas milyar rupiah yang pagelolaan diawasi secara ketat oleh d o n e  

dengau kepatuhan tahadap nilai-nilai transparansi, baik pada proses 

perencanam, pdaksanaan ~naqrrrr pgmsmY6 IId itulah ker~iudim 

mematik pemerintah daerah kabwen Bantu1 maik segera membmt 

regulasi terkait dengan trampammi dm mipsi masyarakat dalam 

per~yelenggarmu perneriutahm di Wupaten Bantul. 

Selanjutnya respon eksekutif kdmdap madcan-masukan aspirasi 

m a s y d a t  tersehut sekaligus ~mh& n~emperoleh program dari world bank 

tersehut, kemudian dimsun kedalam ,Fehuah rancangan Pra Raprda, yang 

kemudian secara simultan ditawdan kepada mas~rarakaf melalui 

pmjaringm aspirasi amp'& di th&;It kewnatan-kemaki se-kalrupaien 

B a d  dengan pelibatan seg- elemen masyardcat. 

Dai hsi l  penjaringm terebut dengan pewematan instansi takait% 

dirumusBtan secara final menjadi R m m  Rmcdulgm Peratman Dimah. 

Demikian sama halnya dengan Rancangan Peraturn Daerah tentang 

T m s p m s i  dm ParZisipasi Publ& &dm Penye1engg;nzl;m Pemerintahm 

di Kabupaten Bantul, dimana eksekhf ma- respon cqmi dengan 

mengajukan Rancangan Perahrrau Daerah tersebut, sebagai instrument 

yang mendorong pemangku kepentingan baik penyeIenggara p e m h h  

itu sendiri maupun masyamkatnya SaLah satu mehislue ymg ditempuh 



perlindungan hulcl~m kepada masyardcat untuk mendapatkan i u f i i  

secara tramparan dm nzendapatkan ruang yang cukup untuk berpemn aktif 

melibatkan dirinya dalm proses penyelenggaraan pen~erintallan, 

PeruerintA Kab~zpaten Bmad merullfi hak  mat menwatlrm program 

dari wold hank dengan komp.sasi pendanaan yang he~ar. Yang 

kemudian ketka operasional penggmaan dana ihr pengacu pada prinsip 

iranspwmsi dan partisipasi rnadw baik pa& proses permcanam 

kampensasi finansial penhaan dari worl bank, secara lebih rinci &pat 

digambarkan urgensi dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 

tentang T m s p m s i  dm P;rrtisip;rsi Pubs d d m  Penyelenggmm 

Pem&ahan di Kabupaten BantuI, sebagai M u t  : 

a Urgeusi dibentuknya d i ~ ~  Perahan Daaah Nornor 7 tahun 

2005 tentang Transparami dm P d p a s i  PubEk dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul, dari perspektif 



Salah satu Wteristik g o d  govemf1(:e, adaW k t % e r b b  

mencaktrp semta aspk &tifitas yang menyangktrt kepentin,~ ptrblik 

mulai dari proses pengmbilan k e p m  pengunam d a n a k  

publik sampai pada tahapan evaluasi. Tanpa adanya proses 

tmispmsi, kolabrasi mtan Wagai  s;(~kt.Iiol&rs s&agti d a b  

satu wur penting bagi krciptanya tata pemerhtahan yang b& 

Adanya transpami m e m m  jaminan pada masyarakat Bantu1 

akau admya persebaran iufbmusi kebijakan sehgga memudallkan 

m;tsvarakat dan s ~ & h I & ~ x  untuk me- koatrol atas 

penyelenggaraan pernerintahan. 

Selanjutnya sebagai ilw-stmsi pntingnya transparansi tanpa 

mengesampingkan dimensi Jainnya, salah dimensi peniing dalam 

mdihat ymyelenggwin lab p t x h ~ m  & Iierah khusmya dengm 

isu reformati pemdah, adalaIr melalui transparami a n g g m  

Kebijakan mggarm pada das;amya d a l m  st~ahl kebijakan yang 

dimmuskan berkaitan d e n w  peng,gunw sumber daya loM oleh 

pemerintah daerah, temhma u n a  membiayai berbagai program 

plrblik pada tingkat locd. " Dagm d e d i m ,  &ma atau m g g m  

yang dimiliki oleh pemaintah Kabqaten Bantu1 pengelolaannya harus 

memperhatikan pinsip-prinsip transparad, seperti menyanght 

legalitas m b e r  anggaran, mekwisme penggunaan, aIokasi dan 

pertanggungjawabannya hanrs dapat dimonitor oleh semua pihak. 



Disamping itu Pemerintah Kabupaten Bantul menyadari 

sepenul~nya ballwa transpmsi di bidang penunusan kebijakao 

anggaran d a d  ini sangat penting mengingat persoalan anggaran 

adalah persoalan penentuan skala prioritas program-program 

pembangunan. Sehingga melallri perumusm kebijakan a n g p m  &pat 

diketahui apakah pemerintah Kabupaten Bantu1 merupakan pnerintah 

yang mqunyai  komitmen baik terhadap k e r n  msyarakat 

luas, mendukung program masyarakat miskin, ataukah hanya 

cenderung mementingkan kepentingan bimkrasi clan anggota Dewan 

Perwakiian Rakyat D a d  Kabupaten Baot~d. Penm~~lsan kebijakan 

anggaran yang transparan dapat pula digunakan untuk magukur 

seberapa jauh publik dan ~lakho/&m @at mengakses atau terhbat 

dalam suatu mekanime pengambilan kebijakan publik busumya 

kebijakaan a1okasi uutuk mqarakat Kabupaten EhItuL 

b. Urgensi dii tuknya Peratwan D a d  Nomor 7 Tahlm 2005 tentang 

Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaman 

Pemerintaban di Kabupaten Bantul, dan' p-f Phsipasi. 

Walaupun sesuai ketentuan penmdangan yang Maku proses 

pembuatan Peratman Daerah secara Wdis menjadi wilayah 

~ e n ~ e ~ e ~ l % a r a  peuzerktahan dalam ha1 hi 

DPRDIGubernmBup~a1ikota, demildan halnya dalam proses 

penyelenggaram pemerin- baik pada tahap perenCanaan, 

pelaksanaan maupun evaluasi. Namun d&an dalam pnik~teknya 



tuntutan pelaksanaan demokrasi partisipatoris tidak tern 

lagi," dalam upaya untuk memberdayakan masyarakat unh& twut 

serta dalam proses pengambilan kepufman publik, pelaksanaan 

maupun evaluasinya yang telah menjadi isu pent* dalam kontek 

global dewasa ini. 

Oleh karenannya dalam setiap proses itu pelibatan staktbl&rs 

mutlak diperlukau, walaupuu dalam kmteks ketika pengambilan 

keputusan harus dilakukau, yang berwenang disini adalah 

penyelenggara pemerintahan. Namun demikian partisipasi dari 

segenap elemen yang ada bedim@ lebih kepada pressu kepada 

lembaga perwakilan maupun pernerintah dalam ha1 ini eksehtif untuk 

menyalankan bahwa keputusan yang akan diambil, betul betul sebagai 

representasi dari keinginan dan kebultuhan masyarakat. 

Proses pembuatm Peralum1 Daeral1 ulilupuu kebijakan secara 

terbuka dm -sipatif menjadi salah satn chi penting dari tata 

pemerintahan yang baik. Dengin proses kebijakan yang tab* 

masyarakat Kabupaten Bantul den@ mudah memahami alasan 

sebuab tindakan perlu dilakukan oleh pemezhtah d a d ,  sekaligus 

mengetahui keinginan se€mamya dari pemerintah Kabupaten Bantul 

ketika pemerintah xnelakmlakan sebuah kebijakan tertentu. Kcmdisi itu 

akan mqengaruhi sikap mendukung atau m m k  kebijakan yang 

diambil pemerintah daerah Kabupaten BantuL 



Proses pembentukan kebijakan publik dinilai partisipatif jika 

melibatkan muitistakeholders dari kebijakan itu. Sebagaimana 

diketahui, sebuah kebijakan publik sering mendistribusikan manfiat 

dan kerugian kepada berbagai ~ a h h ~ r s .  Hal yang menjadi manfaat 

bagi stakh~iders dapat menjadi kerugian bagi .vkrkh>ickrs lainnya. 

Pelibatan melalui partisipasi masyamkat Bantu1 semestinya menjadi 

keharusan karena mereka uantilah yang harus mnaanggmg segala 

akibat dengan diambilnya keputusan kebijakan publik oleh pemerintah 

Kabupaten Bantul. Melibatkan stakeh0Wer.r &lam pembuatan 

Peraturan Daerah mauptm k e p ~ m  publik, bukan hauya memtnlat 

Peraturan Daerah dan keputwn publik lebih sesuai dengan kebutuhan 

staKr?h~&rs, akm tetapi juga membuat stukehrz&~rs ikut m d i k i  dan 

bertmgung jamb terhadap pelaksmaannya. 

D a b  kontek otommi daerah di Kabupaten Bantul, partisipasi 

dalam proses kebijakan publik menjadi suatu nilai yaug penting 

mendasari pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu rasionalitas yang 

penting dari pelaksanaan otonomi d a d  adalah pembuat proses 

kebijakan publik di Kabupaten Bmtul, menjadi lebih dekat dengan 

warga masymkat Bantul dapat beqartkipasi dalam proses kebijakan 

Dengan metqgeser lokus kebijakm dari pusat kedaerah dhrapkan 

parhipsi masyarakat dalam proses kebijakan publik menjadi lebih 

tinggi dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Bantul k - b e n a r  



rnengabdi pada kepentingan pub& bukan hanya rnengabdi kepada elit 

birokrasi dan politik. 

Untuk membangun pemeaintahan daerah Kabupateu Bantul 

yang partisipatif, dapat ditempuh dengan cam Perkma, menjamin 

kemarnpuan aktor dan s l a h h ~ l d e z ~  untuk meperoleh infmasi dari 

masyarakat K e h ,  adanya tranpransi dalam pemerintahan melalui 

pertemuan secara t d u k a  deugan masyarakat dan .~takeholder.r 

lainnya. Ketiga, melaksanakan dengar pendapat dan membuat 

keputusan bersama pada rancangan keptdusan, peraturan dan h u m  

Keernpt, melibatkan warga negara tmtnk n~engawasi kinerja 

pemerintah dalam melaksanakan kebijakan dan program 

pabangunan. 

Selanjutnya sebagai peneg;asan pengakuan terbadap nilai-nilai 

demokrasi, pemerintah kabupaten Bantul s e p t b y a  menyadari 

bahwa masyamkat Bantul sebagai pemilik kedmlatan, oleh karena 

mereka tnemiliki hak sekaligus kewajibm uutuk mengmbil bagk  

dalam proses bernegam, berpemerintahan d m  bermasyamkit- 

Partisipasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun melalui 

institusi intermediasi seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, LSM 

dan lain sebagainya. Partisipasi masyarakat dapat berbentuk buab 

pikiran, dana, tenaga maupun lainnya, tidak hanya pada tahapan 

implementasi, tetapi secm menyellnuh mulai tahapan penyususan 

kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemadaatan hasil-hasilnya 



Konsfigurasi Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Bantu1 dalam 
Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005, tentang 
Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggam 
Pemerintahan di Kabupaten Bantnl 

Setelah melalui proses ya11g panjang, tiba saahya DPRD l w s  

mengambil keputusan dengan bedasarkan peraturan perundangan yang 

berlak~z termasllk tata tertib DPRD, kepuhw tersebut mernperhatikan 

laporan had Pansus dalam menyusun Rancangan Peraturan D a d  

tersebut yang disampaikan pada rapat paripurna tanggal 23 Agustus 2008 

dan 10 September 2005. 

Yang kemudian disyadcan adanya persetujuan bersama antara 

DPRD din1 Kepala Daerah. Oleh karenanya ketnudian dituangkat~ kedalatn 

Surat Persetujuan Bersama antara DPRD dan Bupati Bantu4 Nomor 

031SPB/DPRD/2005, Nomor : 18814913 Tentang Persetujuan Atas 

Rancangan Peraturan Daerab Kabupaten Banhzl, pada hari Kds tanggal 

lima belas bulan September tahun Dua Ribu Lima dalam Rapat Paripurna 

Dewan perwakilan Ralsyat Daera11 KaBupaten Ekmh11, bertempat di Ruaag 

Rapat Paripuma DPRD, znenyetujui befsarna Raucangan Pemhm D a d  

Kabupaten Bantul tentang Tnmpmmi dan Partisipasi Publik dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantd, untuk ditetapkan 

menjadi Peratman Daerab. 

Secara resmi kemudian pada tanggal 1 Oktober 2005, Peraturan 

daerah tersebut diundangkan dalm Lembaran Daerah Kabupaten B a d  

Seri C Nomor 1 Tahun 2005, yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah 

Kabupaten Bantul. Dengan telah diundangkannya dalam lembaran daemh 



tersebut maka secara resmi Peraturan D a d  tersebut berlalcu dm 

lnengdcat seluruh stakeholders yang ada di Kabupaten Bantul. 

Dengan telah disetujui dan ditetapkan Peraturan Daerah tersebut 

rapat paripurna DPRD, selanjutnya kepada Bu@ Bantul diminta untuk 

secepatnya segaa mengundangkmya dalam Lembaran Daerah, 

disosiakikan kepada semua pihak maupun masyarakat dan dilanjutkan 

dengatl dengan pelaksanakm dalam prom penyelenggaraau unrsan 

pemerintahan maupm tata kehidupan b e m a r a k a t  Kabupaten BantuL 

KeberhasiIan proses pe~nbentukan Peraturan Daemh tersebut tentu saja 

merupakan keja keras sen111a pihak serta parlisipasi aktif dmi segenap 

elemen yang ada, khususnya pihak eksekutif dan legislatif 

Proses itu menunjukan peranan Dewan Perwakilan Rakg.at Daerah 

Kabupaten Bantul dalam proses pembuatan Pemtum Daerah Nomor 7 

Tahun 2005, tentang Trampammi dan Partkipasi dalarn Penyelenggamm 

Pemerintahan di Kabupaten Banhzl, Propinsi Daerah lstimewa 

Yogyakarta. Pada seri C nomor 01 Tahun 2005, tertanggal 1 Oktober 2005 

mulai diterbitan dan ditetapkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Bantul Propinsi Daerab Istimewa Yogyakarta. 

Oleh kammya kalau dicermati melalui paan stakeholder (baik 

peran Perguruan Tinggi dakm peuyusum draft, petlyariugaz~ asp& 

masyarakat dll ) dan substansi Peraturan Daerah tersebut. seTta semangat 

otonomi daerah, refbrmasi, demokratis, tranparansi dan mendorong 

partisipasi publik, terlihat karakta produk hdmmya dalam ha1 ini 



Perdanyapun bisa dikafakan bersifat populislresponsif yang bisa diterima 

oleh semua pihak dan bisa d i t d a  sebagai produk h b n  berupa (Perda) 

di daerah berlaku yang mempunyai sifat mengikat terbadap yang 

melanggarnya. 

Selanjutnya sebagaimana permasalahan yang kedua d a h  

penelitian ini, tentang bagaimana konfigurasi politik di masing-masing 

Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Band mea%spon 

proses pembenhikan Peraturan D a d  Nomor 7 Tahun 2005, t-g 

Transpamsi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan P m e r i n m  di 

Kabupaten Ehtu2, Propinsi Daetah tstimewa Yogyakara, dapat dijelaskan 

sehgai berikut : Pertama Korlfigorm~i PoIitik Fraksi PDIP, KunQgas i  

Fraksi PDIP dapat dijelaskan berdasarkan sikap fhhi  d a b  pengambilan 

keputusan techadap pembentukan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 

teartang Transparansi dan Partisipasi publik dalam Peslyelenggaraau 

P e m a h a n  di Kabupaten Bantul., dilandasi beberapa pendapat prinsip 

tehadap kmnhen mewujudkau tata petnerintahan ya~g hik, y a h  : 

a Keinginan hat  mendomug terwujudnya semmgat transparansi d a h  

penye1enggama.n pemerinatah daerah (Pembmt kebijakan publik) 

terdiri dari Pemerintah D a d ,  DPRD, Pemerintah Desa dan BPD. 

b. Komitmen wtuk mewujudkan sesnangat nyata memberikan ruang clan 

pelmg hajj masyankit Kabupatem Bantu1 untuk berpartisipsi dalam 

pengambilan Keputusan Kebijakan perlu disosialisasikan dam 

direalkasikm secara benar-benar dan sun&-su~lgguh sehgga 



rakyat atau ~nasyarakat Bantul dapat memahami dan melaksanakan 

secara benar. 

c. Keinginan kuat untuk membangun komunikasi langsung antara 

pembuatan kebijakan publik dengan publWmasyaraka t /~  Bantul 

yang telah berlangsung dapat diteruskan dan ditumbuh kembangkan 

guna mewujdkan kebersamaan rmtuk mencapai masyamkat Bantu1 

yang Projo Tarnan Sari Sejahtera Demokratis dm Agamis. Keempat, 

dengan segala kelebihan dan kekurangan bahwa esensi 

penyelenggamn pemerintal~ daerah yang transparan dan mellhtkan 

partisipasi masyarakat telrih dilakukan, besar harapan kanli hal ini 

dapat dilanjutkan seiring dengin tuntutan perkembangan dinamika 

masyarakat. 

- Komitmen besar untuk memberikan kepercayaan dan peluang 

sepen~hya pada masyarakat Kabupaten Banad ~mtuk 

berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan publik, Fraksi 

PDIP berpendapat tidak diperlukannya kmunitas masyarakat 

khusus/komisi/ makekhroker yang hanya sebagai mediator 

(bukankah pembuat kebijakan publik telah memiliki apamtur 

dibidang humas), -pi seharusnyalah rakyat/masyarakat dajmt 

langsung bertatap muka dan atau berkomunikasi dengan 

penyelenggam pemerintahan di Kabupaten Bantul yang 

pengaturannya diatur dalam aturan khusus dan jelas. 



Selain itu sebagaimana disampaikan oleh Bapak Suparyom, 

seorang anggota M s i  PDIP yang memberikan penjelasan bahwa Fraksi 

mewajibkan kepada seluruh jajaramya untuk selalu dekat dan berirama 

den- denyut kehidupan masyatakat dan selalu proaktif untuk 

berinteraksi maupun berkamunikasi disemua bidang, demilciao halnya 

dalam rangka menyerapan aspirasi masynakat &lam rangka penyusunan 

Peraturan D a d  N m r  7 Tahm 2005 tentang Tmmpammi dan 

Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemdahan  di Kabupaten Bantul. 

Selanjutnya penjaringan untuk mendapatkan mafllkan ity 

dilakukan baik lingkup M s i  maupm bersama dilalnlkan melahi komisi- 

komisi, yang dilakukan scam berkala Fraksi PDIP, sejak awal proses 

peugajuan Raperda tersebut meugambil posisi aktif termasuk ketika 

pembahasan awal yang mellhtlcan Perguruan Tinggi maupun dari 

Organisasi sosial maupun Leurbaga Swadaya Masyarakat Tennasuk 

keteribatan ketika penjaringan aspirasi yang dilakukan sarnpai ditingkat 

Kecamatan se Kabupaten Bantul. 

Berdasarkan pada garnbamn tersebrrt, dapat sirnpulkan ada 

komitmen besar terhadap semangat tmtuk rnembangun suasana 

demoMs, oleh sebab itu konfigurasi politik bks i  PDIP dalam 

pembi~atau peraturan daerah ini dikatakan dem~kratis karena dalam 

susunan sistem politiknya telah membuka kesempatan dan peluang bagi 

adanya partisipasi mkyat melaui kegiatan-kegiahn proaktif fiaksi maupun 

yang dilakukan bersama-sama komisi, dimana dalam ha1 ini secara pen& 



lnasyarakat Bantul yang beperan aktif dalam memberikan sumbang 

pikiran h g g a  terbentuknya Peratwan Daerah tersebut. 

Partisipasi dalarn konteks Wsi dapat t d a t  pada keaktifan 

anggota M s i  PDIP baik melalui fiaksinya maupun peran mereka sebagai 

anggota maupun pimpinan komisi DPRD Kabupaten Bantul yang 

didasarkan pada prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam 

suasana kebebasan plitik dalam metubahas teutatlg Peraturau Daerah 

Nomor 7 Tahun 2005 tmtang Transparansi dan P a r h i p i  Pub& dalam 

Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten B a n d  

Dalarn pen~buatan Peratwan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten Bantul, ini pula dapat dijadikan indikator untuk 

mengukur tingkat konfigurasi politik terhadap karakter produk 

hukumnya(Perdanya). Pernbeuhikm dan pyusuna11 peraturan d a d 1  di 

Kabupaten Bantul h i  lebih meny,akan bagian dari aktifitas dalam 

mengatur masyarakat Bantul pada khususnya yang merupakan gabungan 

dari bebrapa individu-individu dalam masyarakat di Bantul den- segala 

dimensinya sehingga mmcang  Perahnaa D a d  Nomor 7 Tahun 2005 

tentang Transparami dan Partkipasi Publik dalam Penyelenggmm 

Pemerintalm Daerah Kabupaten Bantu1 merupakan pekerjaan yaug dapat 

terlaksana dengan baik. 

Kemudian apabila dilihat dari karakter hukumnya bisa ditakan 

responsive/populistik karena telah menghasiUcan produk hdmn yang 



lnampu mencerminkan rasa keadilan, kernanthatan dan lnemenuhi harapan 

masayarakat, sehingga dalarn proses pemblmtannya telah mampu 

memberikan peranan yang besar dan partisipasi penuh kepada kelompok- 

kelompok sosial atau individu didalam masyarakat Bantul. 

Dalam konteks peranan Msinya, proses pembuatau Peratutlm 

Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transpmnsi dan Partisipasi Publik 

dalam Penyelenggaraan Pemerintallitt~ Daerah Kabupateu Bantul hsiluya 

bersifat responsif terhadap tun--tuntutan kelompok-kelompok msial 

atau individu dalam masyarakat bantul. Per& ini disebut responsive 

karena proses pembuatanoya bersifst partisipatif dengan mengunclang 

sebanyak-banyaknya partisipasi masyarakat Bantul, dengan melalui 

kelompok maupun organisasi kemasyarakatan sepezti LSM yang ada di 

bantul. Disamping tokoh-tokoh masyarakat yang secara aktif ikut 

mewujudkan paaturan daerah ini. Hal tersebut dilakukan melalui proses 

dengar pendapat dengan konstitwmya maupun dilakukan bemama-sama 

lintas fiaksi ketika secara berkala melakukan audensi minimal di tin* 

Kecamatan se Kabupaten Bantul. 

Pembuatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Tliinsparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan P m e r h h m  

Daerah Kabupaten Bantu4 dapat dikatakan bersigat opeu d a b  arti sejak 

proses awd pembentukannya sampai diputuskan dilakukan dengan 

transparan dan terbuka siap menerima masukan dari siapapun, baik 

lcritikan, masukan, saran, tanggapan dari semua pihak di Bantul agar perda 



tersebut dapat mendekati kesempumaaaoleh karenanya tidak 

mengherankan ketika penetapanlpengambilan keputusan tidak 

menimbulkan keresahan di masyarakat, walaupun pada tataran 

pengambilan mengalami proses yang dot diakhiri dengan pernungutan 

suara. 

Kedm Konfigumsi Podilik Fraksi PAN, Gans-garis besar sikap 

Fraksi PAN terhadap proses petnbuaw~ Peraturau Daerah N o w  7 Tahun 

2005 tentang transparansi dan partisipmi pub& menyampaikan bahwa 

dengan bergulirnya era eformasi di Indonesia dan untuk menjamin G o d  

Govemunce dm Clean Governmerrt serta akuntabilitas. Tidak ada kata lain 

dari Penyelenggaraan Pemerintahan adalah melakukan mekanisme 

partisipasi dm transpaansi publik. Raperda yang diajukan eksekutif 

kepada dewan adalah upaya yang eksekutif dalam rangka G d  

governance dan <,'dean Government serta akxnfabilitas. 

Kebijakan fraksi yang diwajibkan kepada setiap anggota Fraksi 

PAN, diantamnya harus terbuka, aspiratif kepada konstituemya serta 

menumbuhkan semangat partisipatif dalam semua bidang, hal ini semi 

dengzm semangat tata pemerintahan yang baik ditandai m y a  

keterbukaan dan pemberian ruang publik untuk tnengamati perilaku 

pejabat (i-ighf fo ohserve}, hak u m k  mendapatkan informasi (right acce.w 

to infurmation), hak untuk terliiat dalam pengambilan keputusan publik 

(right to purticple} dan hak untuk keberatan (right to appal). Y5 

-- -- -- 
95 kterangan dari Ibu S ~ m f p n  Jlnu Bicara Fraksi PAN 



Sikap dan kebijakn fraksi itahdl dapat menegaskan adanya 

komitmen besar untuk rnewujudkan tata pe~nerintahan yang baik, ditandai 

dengan semangat untuk membaugun suasaua demokratis, konfigurasi 

politik fi-aksi PAN dalarn pembuatan peraturan daemh ini dikatakan 

demokratis karena dalam susunan sistern politiknya telah membuka 

kesempatan dan peluang bagi adanya partisipasi rakyat di Kabupaten 

Bantu1 khususnya koustitueu Partai Amanat Nasiod, dimana dalam ha1 

ini secara penuh konstih~etmya bemama-sama masyarakat Bantul yang 

berperan aktif dalarn memberikan sumbang pikiran hinge terbentuknya 

Peraturan Daerah tersebut- 

Pada proses pembuatan P m  Daerah Nomor 7 Tahun 2 0 5  

tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Band, ini pula @at dljadikan indikatm 

uutuk rneugdm tingkat konfigurasi politik tdadap kadcter prod& 

h~~kumnyalperdanya). K d e r  hokum pada konfiguasi demokratis akan 

membentuk sebuah karakter hokum yaug bisa dikatakan 

responsive/populistik karena telah menghasilkan produk hukurn yang 

mampu menc erminkan msa keadilan, kernanhatan dan memenuhi harapan 

tnasayarakat, seh- dalam proses pembuatannya telah mampu 

memberilcm pemlil~z yang besar dm partisipasi penutz kepada keiotnpok- 

kelompok sosial atau individu didalam masyarakat BantuZ. 

Dalam konteks peranan hksinya, proses pembuatan Peratwan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik 



dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul, hasilnya 

bersiht responsif terharlap tuntutan-hmtutan kelompk-kelon~pk sosial 

atau individu dalarn masyarakat bantul. Perda ini disebut responsif k a n a  

proses pembuatannya bersifkt partisipatif dengan ~nengundang sebanyak- 

banyaknya partisipasi masyarakat Bantul, dengan melalui kelompok 

maupun organisasi kemasyarakatan seperti LSM yang ada di bawl. 

Disamping tokoh-tokoh rnasyarakat yang seam aktif ikut mewujudh 

peratwan daerah ini. Hal tersebut dilakukan melalui proses den- 

pendapat dengan konstituenya ~ a u p u n  dilakukan bersama-sama lintas 

fiaksi ketika secara berkala mdah~kan adensi ~llininlal di aiogkat 

Kecamatan se Kabupateu Bantul. 

Keiiga Konfiguran' Poliiik Frahi KeactiIan S4&em, Dalam 

setiap tahapan proses pembuatan Peraturan Daearfi ini, Fraksi PKS 

senantiasa bersikap kritis deugatl sikap partai yang tegas, ketegasm 

kornitmen terhadap citacita besar untuk mewujdkan seb~~ah sistem tata 

pemerintahan yang baik, sebagaimana disampaikan dalam rapat @puma 

penyampaian pendapd akhir M s i  disampaikan bahwa Tuntutan 

tranparansi clan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan 

merupakan tunaztan siring dengan otonomi daerah benrpa kewmangan 

seluas-luas kepada d a d  diseaa d a m  petnberiau hak dan kewajibm 

penyelenggaraan otonomi daerah d a b  kesatuan sistem penyelenggaman 

pemerin- negara 



Selain itu Otonomi daerah merupakan wujud nyata dari pergeseran 

sistem politik yang tersentraVseatralisitik dan otoriter menuju sistem 

politik yang demokratis dengan memberikan kewenangan yang luas 

kepada daerah mtuk menggali potensinya den- peliiatan dan partisipasi 

masyarakat secara luas. 

Selanjutnya upaya optimalisasi proses transparami, FPKS sepakat 

dengan draf raperda yang diajukan oleh PetnerUItah Kabupaten Bautul 

yaitu keberadaan Komisi Tramparami d m  Partisipasi Publik yang 

memilrki h g s i  mediasi antara publik dengan pengambil kebijakan publik 

apaila terjadi pennasalallan. Kebemlaan komisi transparansi dan 

partisipasi publik pada suatu sisi dapat meringdm tugas DPRD dalam 

melakukan tugas-tugas pengawasau. 96 

N m i  itu dapat menjelaskan ada komitmen besar terhdap 

muangat untuk meuzbatlgun suasaua dmokratis, kouEigurasi politik fhksi 

Keadilan dan Sejahtem dalam pembuatan pemhuan d a d  ini dikatakan 

demokratis karena dalam susunan sistem politiknya telah membuka 

kesempatan clan peluang bagi adanya partisipasi rakyat di Kabupatesl 

Bantul, dimana dalam ha1 ini secara penuh masyamkat Bantul yang 

berperan aktif dalam memberikan sumbang p i h  hingga teheabhya 

Paaturan Daerah tersebut, paaisipasi dalam konteks fi.aksi dapat t ~ ~ f  

pada keaZEtifan anggota fraksi Keadilan dan Sejahtem baik m e U i  

W i n y a  mupun perm mereka seb@ anggota maupun p i m p i i  komisi 

% Keterangan dari anggota Fraksi PKS Ehpak Jupxiyanto,SSi Juru Bicara FPKS 



DPRD Kabupaten Bantul yang didasarkan pada prinsip kesamaan politik 

clan diselenggarakan dalam fllasana kebebasan politik dalam mesnbahas 

tentang Peraturan D a d  Nomor 7 Tabun 2005 tentang Transparang dm 

Partisipasi Publik dalam Penyelenggarrlan Pemerintahan di Kabupaten 

Bantul. 

Dalam pmbuatan peraturan daerah nomot 7 tahun 2005 tentang 

Trauparansi dm Parlkipasi Publik dalm Penye1et1ggataa-n Panerialahan 

Daerah Kabupaten Bantul, ini pula dapat dijadikan indikatot untuk 

mengukur tingkat konfigutasi politik terhadap karakter produk 

hukumnya(Perdanya), karena Msi PKS konfigurasinya menunjlIkan 

konfigurasi yang demokratis maka karakter hukumnya bisa dikatakan 

responsive/ppulistik karena telab menghasilkan produk hukum yang 

mampu mencerminkan rasa keadilan, kernanfiatan clan memenuhi harapan 

masayarakak, sehhgga dalm proses pembuataunya telah lnarnpu 

mernberikan peranan yang besar dan partisipasi penuh kepada kelompok- 

kelompok sosial atau individu didalam masyarakat Bantul 

Selanjutnya itu disebut responsif k m a  proses pembuatannya 

baifat  partisipatif dengan mengundang sebanyakbanyaknya partisipasi 

rnasyatakat Bantul, dengan meMui kelompok maupun organisasi 

kemasyarakatattl seperti LSM yang ada di barn1 Disamping tokoh-tokoh 

masyarakat yang secara aktif ikut mewujudkan peraturan daerah ini. Hal 

tersebut dilakukan melalui proses dengan pendapat dengan konstituenya 



mupun dilakukan bersama-sama lintas fiaksi ketika secara berkala 

jnelakukan audensi mininal di tingkat Kecamatan se Kabupaten Bantul. 

Selain itu pembuatan Peraturan Daerab Nomor 7 Tahun 2005 

tentang Transparansi dan Patisipmi Publik dalam P e n y e l ~ ~  

Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul, dapat dikatakan bersigat open 

dalam arti sejak proses awal pembentukannya sampai diputuskan 

dilakllkan dengan tra- dan terbuka siap tneneritna m a s h  dari 

siapaptm, baik kritikau, masukan, saran, tanggapan dari semua pihak di  

Bantul agar perda tersebut dapat mendekati kesempurnaan. Oleh 

karenanya tidak nlenghemhn ketika penetqan/pengambilan keputusan 

tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, walaupun pada tataran 

pengarnbilan mengalami proses yang dot d i a W  dengan pernungutan 

suara. 

Keempd Konjgurasi Politik FKB, Trar-Isi adalal~ s e b h  

keharusan, apalagi menyanghlt wilayah publik (berkaitan deslgan 

kepentingan publik, didanai oleh dana publik atau kebijakao yang 

berkaitan dengan hajat hidup orang banyak). Oleh karena jtu secara iPlkem 

semangat untuk Maku dan bersifat tmparm bagi sdap pejabat dan 

kebijakan pub& adalah ha1 yang rnutzak S e d m  partkipasi adalah hak 

bagi setiap warga negara untuk terlibat secara aktif dalam setiap tahapau 

keijakan publik Oleh karena itu kewajiban (bersikap transparan) dan hak 

(untuk berpartisipasi) tersebut tidak boleh didistorsi oleh siapapun juga, 

dalam kondisi apapun dan dimanapun juga. Sehingga akan menjadikan 



penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bautul menjadi semakin 

demokratis, transparan, akuntabel dan partjsipasi lnasyarakat semakin 

tinggi dan pada gilirannya akan semakin mempercepat kemakmuran dm 

keadilan bagimasyarakat bantul. 97 

Hal itu rnenuujukan komitmen besar terhadap semangat untuk 

membangun suasana d e m o W ,  konfiguasi politik fiaksi Kebanglcitan 

Ehngsa dalam pembuatan peraturau daerah ini dikatakan dmolcratis 

karena d a b  susunan sistem politiknya telah membuka kesempatan dan 

peluang bagi adanya partisipasi rakyat khususnya konstituennya di 

Kabupaten Bantul, dimana dalam ha1 ini s e a m  penuh masyarakat Bantd 

yang berperan aktif dalam memberikan sumbang pikiran hingga 

terbentuknya Pemturan D a e d  t d u t ,  partisipasi dalam kontdcs fi.aksi 

dapat terlihat pada keaktih anggota fiaksi Kebangkitan Bangsa baik 

melalui hksulya maupun peran mereka sebagai anggota m.aupuu 

pimpinan komisi DPRD Kabupaten Bantul yang didasarkan pada prinsip 

kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana kebebasan politik 

dalam membahas tentang Pemtumn herah Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Transparami dan Partisipasi Publik &am Penyelenggaraan Pemerintahan 

di Kabupaten Bantul. 

Fraksi PKB yang h r a k  konfigurasi demokratis dapat dijadikan 

indikator untuk mengukur tiugkat konfigurasd politik terhadap W e r  

- -- - - - - - 
'' Keterangan dari Ibu Aswandiyah Juru Bicara FPKB 

-- --- 
--- ---- 

--- --- 
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demokratis akan membangun sebuah Peraturan Daerah yang berkarakter 

hukum responsive/populistik sehingga akan mengl~asilkan produk hukum 

yang mampu mencenninkan rasa kadilan, k e m a n f i  dan memenuhi 

harapan masayarakat, sehingga dalam proses pembuatannya telah mampu 

memberikan peranan yang besar dan pmiisipasi penuh kepada kelompok- 

kelompok sosial atau individu didalam masyarakat Bantul, melalui 

kelompok maupun organisasi kmmprakatan seperti LSM pug ada di 

bantul. Disamping tokoh-tokoh masyarakat yang secara aktif ikut 

~newujudkan perahma k r a h  hi, tennasuk pada proses dengar pendapat 

dengan konstitttenya mapun dilakukan bersama-sama lintas Msi ketika 

secara berkala melakukan audensi minimal di tingkat Kecamatan se 

Kabupaten Bantul. 

Kelimu Konfigura.~'i Politik Fraksi P P h r ,  Partai Golkar paham 

betul mengenai pentinma tala kelola pemerintahan yang transparan, 

partisipatif, demolaatis dan akuntabe1 d a b  rangka mewujudkan 

pemeahan yang baik (Good govenmme). Sungguhpun secara &fncto 

transparami dan partisipasi telah dilahkan, semisal dalam penysunan 

RAPBD telah dilakukan penyerapan aspirasi masyarakat dm diskusi 

publik, melalui mekanisme Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa, 

Musyawarah Pembanguuan Tingkat Kecamatan dan Rapat Koordinasi 

Pembangunan Tingkat Kabupaten, temasuk semua proses pelibatan 

masyarakat yang memberjkan masukan melalui anggota W i  g o b  baik 



yang dilakukan secara perorangan sebagai anggota DPRD, m e w  

kunjungan~Penjaringan aspirasi lintas fiaksi9' 

Berdasarkan pada gambaran tersebut. dapat simpulkao ada 

komitmen besar terhadap semangat untuk mabangun suasana 

demokratis, konfigurasi politik Msi Partai Golkar dalam pembuatan 

peratman daerah ini dikatakan demokcah karena dalam susunan sistem 

politiknya telah uzembuka kesempatan dan peluang bagi adanya parhipasi 

rakyat di Kabupaten Bantul dimana d a b  ha1 ini secara penuh 

masy&t Bantul yang berperan aktif dalam memberikan sumbang 

pikiran hingga terbentuknya Perahuan Daerab tersebut, partisipasi dalam 

konteks fi-aksi dapat terlihat pada keaktifan anggota M s i  Partai GoIkar 

baik melalui fiaksinya maupun p e m  mereka sebagai anggata maupun 

pimpinan komisi DPRD Kabupaten Bantul yang didasarkan pada @sip 

kesamaan politik dan diselettlggmhtl dalam suasana kebebasan politik 

dalam membahas tentang P m m  Daerah Nornor 7 Tahun 2005 tentang 

Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemeaintahan 

di Kabupaten Bantul. 

D d m  pembuatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang 

Transparansi dan Partisipasi Publik dalatn Penyelengaraan Permerintahan 

Daerah Kabupaten Bantul, ini pula dapat dijadikan indikator untuk 

mengukur tin&at konfigumsi politik terhadap karakter p d u k  

hukumnya(Pdanya). Karena Konfigwinya demokratis maka karakter 



hukumnya bisa dikatakan responsiveJpopulistik karena telah menghasilkan 

produk hukwn yang mampu mencenninkan rasa keadilan, kernanfiatan 

dan memenuhi harapan masayarakat, sehingga dalam proses 

pembuatannya telah mampu memberikan peranan ymg besar dan 

partisipasi penuh kepada kelompok-kelompok sosial atau individu didalam 

masyarakat Bantul 

Selain itu dalarn konteks pesanan Msinya, proses pembuatau 

perda nomor 7 tahun 2005 tentang Transparausi dan Partisipasi Publik 

dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul, hasilnya 

bersifat responsive terhadap t u w - b n t u t a n  kelompok-kellompook sosial 

atau individu dalam t n a s m t  baatul. Perda ini disebut ~ ~ v e  

karena proses pembuatannya bers&t partisipatif dengan mengundang 

sebanyak-banyaknya partisipasi maqwakat Bantul, dengan melahi 

kelompok maupun organisasi kemasyarakatan seperti LSM yang ada di 

bantul. Disamping tokoh-tokoh masyarakat yang secara aldif ikut 

mewrjudkan paatu~atl daerah ini Hal tersebut dilakukan melatui proses 

dengan pendapat dengin k d t u e n y a  maupun dilakukan bersama-sama 

lintas fhksi ketika secara berkala melakukan audensi minimal di tingkat 

Kecamatan se Kabupaten Bantul. 

Keenarn Koqfigurasi Poiitik Frakvi Kesntuan &mr Fraksi 

Kesatuan B m  memhikan apresiasi soal pentingnya Rancanp  

Peraturan D a d  tersebut, oleh karenannya berupaya terus menerus untuk 

mendorong berlangsungnya proses trmparansi, akuntabilihs dan 



partisipasi publik sebagai l a n k  proses terciptanya Good Govermmc? 

dan Clean Government di dalarn penyelenggaraan pemerintahan di 

kabupaten Bantul. Ke&, Mendorong kepada Badan-badan publik untuk 

mengoptimalkan peran masing-masing, untuk bisa berfirngsi sebagai 

mekanisme sistem. Ketiga, Bahwa esensi materi Rapeda, adalah 

sebenamya bukan mengenai ada tidaknya Komisi Transpmi, akan 

tetapi meuurut pendapat Fraksi Ke58tua-n Baru kesetnua~ulya t e r m  

dari Draf Undang Undang tentang Kebebasan Memperoleh Infbrmasi 

Publik yang masih berada di DPR RI. Keempat, Oleh karena untuk 

menglliodari ketidakadanya kepastjan h h  sambil r nwggu  

pgesahan RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik, dengan 

sangat menyesal memohon agar penetapan Raperda ditunda sampai di 

sahkannya Rancangan Undang Undang yang mengatur Transpmsi dan 

Partisipasi Publik tersebut. Kedima, agar proses kebijakat~ transparan, 

aknntabilitas dan partisipatif rnen11.l terciptanya goal governance dan 

clean Government, Fraksi Kesatuan baru m e n h n g  agar RUU KMIP di 

DPR RI s e p  disahkan menjadi Undang Undang. 99 

Berdasarkm pada gambaran tersebut, dapat simpulkan ada 

komitmen besar terhadap semangat & membangun suasana 

demo-, kdgu ra s i  politik h k s i  Kesatum Baru dalam pembuatau 

peratman daerah ini dikatakan demo& karena dalam susunan sistem 

politiknya telah membuka kesempatan dan peluang bagi adanya partisipasi 

-------- ~ ---- 
99 Keterangan dari Bapak Suwandi Juru Bicara Fraksi Kesatuan Baru 



rakyat di Kabupaten Bantul. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa 

Fraksi Kesatuan Baru tidak memberikan kepastian sikap dalam 

rnendukung disahkannya Peraturan Daerah Nornor 7 Tahun 2005 tentang 

Transparansi dan Putisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah ISabupaten Bantul, tdebih dalam pernungutan suara yimg, 

dilahikan pada rapat paripurna abstaian, karena menginginkan agar 

pengesahan Raperda tersebut ditunda sampai ada pengahJran di level 

Undang-mdang, oleh karenanya sulit mengukur tingkat kcmfigurasi 

politiknya terhadap M t e r  produk hulrumnya(Perdanya). 

Walaupun dalm konteks pei-anau fj-aksinya, proses pembmtan 

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparani dm 

Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerab 

Kabupaten Bantul, hasilnya bersifat responsife tdadap tuntutan-hmtutan 

kelompok-kelompok sosial atau iudividu dalam masyarakak -1, 

tmasuk keterlibatan hks i  dalam kegiatan lintas M s i  yang dilakukan 

sampai tingkat Kecamatan. 

Berdasarkan pada gunbaran tersebut, dapat simpdkan ads 

komitmen besar terhadap semangat untuk membangun suasana demokmtis 

di l i n g m a n  penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Bantul baik pada 

jarajaran eksekutif rnaupun legislatiE Kousekueusi t&dap pilihau sistetn 

politik demokratis itu, mengikat kepada stakeholsers unhik menerapkan 

nilai-nilai d e m o h i  dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan. 

Sebagaimana defmisi paling sederhana terhadap konsep demokrasi yang 



berasal dari zaman Yunani kuno, terdiri dari dm akar kata bahasa yaitu 

"demos" (rakyat) dan "htein" @emerintahan), jadi dapat dipahami 

sew sederhana demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat.'* 

Sebagaimana ditegaskan oleh A h  Gaffar yang rnemberikan lima 

ha1 elemen empirik sebagai konsekuensi dari demokcasi yaitu : 

a). Masyarakat menikmati apa yang menjadi hak-hak dasar me& 
termasuk hak untuk berserikat, behuupul (fiedorntor ass'emblyl, hak 
unh~k berpendapat freedom of .-peech), dan menilamti pers bebas 
(freedom ofpeers); 

b). Adanya pemilihan umurn yang dilakukan secslra teratur dimana 
sipemilih bebas menentukan pilihannya tanpa ada paksaan dari 
siapapun. 

c) Sebagai komkuensi kedua ha1 diatas, warga masyarakat dapat 
mm&lalisasi dirinya secara maksirnal didalan~ kehidupan politik 
dengan melakukan partisipasi politik yang mandiri (m~tonomolls 
prticipiion} tanpa digerakan; 

d) Adanya kemungkinan rotasi berkuasa sebagai produk dari pemilihan 
mum yang bebas; 

e) Adanya rekrutmen politik yang bersifat terbuka (open recruitment) 
untuk mengisi posisi-posisi polit& yang penting didalam proses 
peiye~enggaraan negam"' 

Konsekuensi itulah yang nantinya lnemberikan kesempatan yang 

luas kepada lnasyarakat masyarakat bantul untuk melakukan hak dan 

kewajiban politiknya dalatn berueg9ra d a h  sistem politikc yang 

Selanjutnya terkait dengan konfigurasi polihik fiaksi-Msi pada 

proses pembuatan Peratman D d  Kabupaten Bantu1 Nomof 7 Tahm 

2005 dapat dijelaskan deugan sebagaitnana panaham peuulis, bhwa 

loo Moh Kmardi dan Bintan R S a d  llmu Negwa, Cetakan ketiga, Gap Medib 
Pratama, Jakarta, 1 B S ,  Hlm. 164. 

10 1 A h  Gaffar, Pmnbmgman H A a  dun D E m o h i ,  &h Politik P t m b m ~  
H u b  NasionaL Penyunting Muh Busyo Mlaqodas dkk.. . , U11 Prees Yogyalrarta, 1932, m, 
106. 



hukurn lahir sebagai refleksi dari kon£igurasi politik yang melatar 

belakangi, kalimat-kalimat yang ada dalam aturan hukum tidak lain 

merupakan kristalisasi dari kehendak politik yang saling bersaing, oleh 

karenanya dalam kenyataan terlihat bahwa politik sangat rnenmtukan 

bekerjanya hukum.'" 

Oleh karenanya konfigurasi politik pada proses pembakan 

Peratma D d  Nomor 7 Tallm 2005, dapat dhilasa melalui tar& 

menarik kepent@m yang terjabarkan dalam risalah-risalah persidangan 

paripurna DPRD Bantul, sekaligus keterangan-keterangan yang diberikan 

pihak-pihak yang ikut ruengdahui dm menyusun produk hdnu31 tersebut- 

Berdasarkan pada pandanp akhir Wsi-Wsi yang kemudian 

dilanjutkan dengan pengarnbilan keputusan, yang dilakukan dengan 

pernungutan suara yang pada ddimya DPRD dapat mencapai kata 

sepakat . 

Terlepas dari pro dan kontra perlu tidalcnya Komisi Transparansi 

dan Partisipasi, diperkuat dari keterangan yimg dipmleh dari masing- 

masing juru bicara hksi-fhki, dapat disimpukan dari keenam 

terhadap komitmen pembangunan demokratisasi yang d i d a h y a  

mendorong adanya akuntabilitas, tmnsparansi dan pdsipasi masyarakat, 

dari enam fiaksi terdapat lima (lima) Wsi yang secara tegas 

berkonfigurasi politik demoknhs, yaitu Fraksi PDIP, Fraksi PAN, Fraksi 

PKB, Fraksi Golkar, dan Fraki Keadilan Sejahtera. 

- - - - pp '02 Moh Mahfud, Ibid, Hlrn 24-25. 



Kelima .firaksi tersebut dapat dikategorikan berkonfigurasi politik 

demokratis karena susunan sistem politik partainya membuka kesempatan 

peluang bagi partisipasi rakyatfkonstitue~lnya secara penuh untuk ikut 

aktif menentukan kebijakan urnurn. Kemudiau apabila dilihat dari 

hubungan antara pemerintab dan wakil rakyat, didalam konfigurasi 

demokratis ini terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakil-wakilnya 

untuk melancarkan lcritik terhadap p&ah.103 

Selain itu lembaga perwakilan rakyat aktif berperan mmentukan 

hukum negara atau politik nasional. Kehidupan pers bebas, &&an 

peranan eksekutif tidak doninan dan tund~dc kepada kemamn-kemauan 

rakyat ymg digambarkan lewat kehendak lembaga perwakilan rakyat. 

Dalarn konteks studi tentang Pembuatan Perda Nomor 7 Tahun 2005 

tentang transparansi dm PaThisipasi Publik dalam Penyelenggaman 

Pemerintahan di Kabupaten EhntuI, adalah kepatuhan eksewf  terhadap 

keputusan politik yang mengeliminir pasal-pasal yang berkaitan dengan 

sanksi bagi penyelenggara negara dan keberadaan komisi transparansi dan 

partisipasi.'04 Hal ini m e n e w  eksekutif ti& dominan namun tunduk 

kepada kernauan-kemauan rakyat tmermin dalam lewat kemauan 

lembaga perwakilan rakyat didaerah. Sehingga produknya adalah 

m e n m u  rasa keadilan dan metneuuhi harapan myarakat. 

Selain itu pembuatan Peraturan Daerah Nmor 7 Tahun 2005 

tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan 

'03 Moh MahfUd, lbiJ Hlm 25 

- - 

'04 Wawancara Sekretaris Bappeda Bantul, tanggal 5 Mei 2008 

-- 



Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantul, dapat dikatakan bersigat open 

dalmn art. sejak proses awal pembentukannya sarnpai diputuskan 

dilakukan dengan transparan dan terbuka siap menerima masukan dari 

siqapun, baik Initikan, masukan, saran, tanggapan dari semua pihak di 

Bantul agar perda tersebut dapat mendekati kesempurnaan, baik melalui 

pihak eksekutif maupun legi~latif.'*~ OZeh karmanya tidak m e n g h b  

ketika penetapadpengatnbilan keputusan tidak meuimbulkan keresahan di  

masyarakat, walaupun pada tataran pengambilan mengalami proses yang 

dot diakhiri dengan pernungutan fllara 

Salal~ satu pernasalahan yang alot dalam prosesnya adalah terkait 

dengan perlu tidaknya sebuah Komisi Transparami clan Partisip&, yang 

diharapkan nantinya akan menjadi penengah apabila dalam pelaksanaan 

P e r m  Daerah tersebut tejadi pennasalahan. Perdebatan panjang itu 

menunjukan ada keingiaan kuat untuk membangun produk hukum yang 

responsif ditengahtend masyarakat, sehingga terlihat dalarn perda ini 

lebih dibuat sebagai konsensus dan kompromi antara politik dan hukum 

yang didukung oleh instnunen hukum sebagai unsur pendukung. 

Hal ini menunjukan ada hubungm kausal antara hukum dan politik 

dimana hukum membutuhkan politik agar tidak diddimi, demikian juga 

politik membutulhn h u h  agar tidak lmpuh dau berdaya sehgga 

berfbgsi maksimal. Sehingga dalam kontek pembuatan perda hi, bisa 

dipakai sebagai bukti bahwa kamkter dan kine j a  hukum sangai ditentukan 

- - lo5 Wawancara Kasubag Risalah DPRD Kabupaten Bantul ranggal 11 Agustus 2007 
- 



konfigurasi politik yang mehhihmya, jika konfigurasinya politiknya 

demokmtis maka karakter hukumnya akan responsif, demikian sebaliknya 

apabila konfigurasi politiknya otoriter maka karakter hukumnya akan 

berkarakter ortodok '" 
Ptoses panjang dillam Pembuatan Peratuan herah, mulai dari 

udprakarsa ekseh~tif, repon legislatif sampai pada pengambilan 

keputwan akhir, menegaskan bahwa Bantul ingin mewujudkan hukum 

dengan produk hukum yang repo~~la'f dan yang berfungsi sebagai aturan 

yang benar-bena bisa dim. dan ditegakan, sehingga langkah untuk 

membuat peraturan d d  ini bddi k&et agar konligurasinya menjadi 

demolaratis dm aspiratif responsif 

Selanjutnya dapt  juiga digunakan sebagai indikatm untuk 

mengukur tingkat konfigurasi politik terl~adap karakkr h m y a ,  yang 

dipahami sebagai watak atau sifat produk h&m. Peratwan Daerah 

Nomor 7 Tahun 2005 ini dikatakan berkarakter responsif dengan alasan 

bahwa produk hukum ini mencemidm rasa keadilan dan memenuhi 

harapan masyarabt. Dalam proses pernbuatannya memberikart peranan 

besar dan partisipasi kelompok-kelompok sosial atau individu didalam 

masyarakat. Hasilnya responsif terhadap tuntutan tuntutan kelompok sosial 

atau iudividu dalam masyarakat. :IM 

Oleh karenan itu dengan jelas terlihat bahwa konfigurasinya adalah 

demokmtis, dengan k h e r  hukum responsif ha1 ini dapat dilibat dari 

lW Moh Mahfud, wt Him 22-26 
- lo' Moh M a d ,  op-cii Hlm 25 



beberapa indikator yang dipakai diitaranya adalah peran hksi-ftaksi di 

DPRD Bantul, peranan eksekutif yang terbatas tidak dominan namun 

tunduk kepada kernauan-kemauan rakyat tercamin dalam lewat kanauan 

lembaga perwakilan mat d i d a d .  Serta sejak awal pembentukan 

melibatkan perguman tinggi, komunitas LSM dan penjaringan asp* 

masyarakat1Os Pelibatan partisipasi stakeholders yang memberikan 

peranan besar dan parlisipasi p ~ u h  kelompok-kelmpok sosial atai 

individu didalam masyarakat, memberikan corak hasil yang bersifst 

resonsif terlmdap tuntutan kelompok-kelompok sosial atau indivicl dalam 

masyarakat, hal itdah yang ken~udian dapat dijadikan ukuran dan contob 

bukti bahwa ternya konfiW politik yang demokratis akan rnelahirkan 

produk hukum yang responsiflpopulistik- 



Transparimsi dan Partisipasi d a m  Pmydenggaraan Peme&ahan 

di Kabupirten Ban$& deb DPRD Kibupten Bantd adalah l&h kepada 

mtuk m e m d  persyaratan gum meraih Progsam Prakarsa Pemb- 

Tab Petnerintaban Daerah (P2TPD) atau lnisiatif For Local Govment 

Reform (ZRGR), dipenmtukan bqg daaah kda dan kabupaten di 

Indonesia ymg didai oleh batik rhrnia meruiliki kmitmen hdmdap 

r e f o d  b k b i  dao pemerintahan ymg tin& ( d a b  Wmya 

dipersyaratkan memil& regulasi daersbh tentang tsansparansi dm 

partkipasi publiic), den- imakter daerah pag m d l i k i  kernampurn 

finasid ymg ra~dah. Dengan dicukupinya perspratan regdasi tranparansi 

dm putisipasi melahi penetapa Peraturan lhmh Nomor 7 Tahun 2005 

tentang Tmspmsi  dm Prutisipsi RrbB d a m  Penyelenggmm 

Peme~tahan, Kabupaten Bmtd memen* pemyaratm memperokh 

kompensasi pagram d~ world bank u n a  kepduan pembmpan 

saranapendidikm dan irigasi. 



2. Konfigmai hksi -hksi  pada proses Pemb- P- herah Nornor 

7 Tahcm 2005, tentang Tmsprirasi dim Rids&& Rrblik didam 

Penyelenggaraan Pernerhtahan di Kabupateit Baotul. 

Dari enara Wsi yang ada, Iba  Msi Fraksi Gdkar, F d s i  PDLP, 

Fraksi PAN, F&si KeacWan Sejahtera ~ o i i ~  demobtis, 

konfigurasinya karena bersikap abstain, ti&k mendnlen~ mptau 

me& keputusan dketujjuinya Peratman D a e d  tersebut, wahspm pada 

proses Qhapan ~ b e n ~  p.saturan dam& teW €mprtisipasi. Hal 

didasarkan pada indikator yang a& &dam proses pembuatan Rancangin 

Peraturan Daerah di tingkat fraksi, terlifiat teajailin k o m e a s i  alRif antma 

komlir~m dm wakibit yang &a di parlermen, term& dimdai dengafl 

adanya sikap dan ptistpasi aIctif tixi semua @xdc dalam upaya untuk 

mewujudkan adanya Pwalurao Daw& ini di Kabupaten 8antu.l. 

Konfigurasi politik y m g  demohtis t a u a t  ~ s i - ~ i  yang 

secara Mf darr akomodatif yang diwujudkan dmgan membarlgm 

k m d a s i  dengm Wagai pihak ddam pemb- Peratman D a d  

Nomor 5 tahi~n 2007 tentang Tra-i dm Partisipasi PubliIr. d a b  

Penyelenggaraan Pemaintahan di Kabupaten Bat~tul, slain itu d e n p  

ptdsipasi aktif hi semua p h k  kmponm yang terhibat hik secara 



organisasi kemasy- h y a ,  Qkoh masyarakat, bkoh agmq 

m t d a  serta rmsiu penthg dm terkemtlka didalm masyardcat Kabuqaten 

Bantul yang disampaikan rnelafui anggota W s i  ymg ada di DPRO 

Kabupaten Bantul. 

Kondisi itulah seam fiil mendomg tmiptaqa konSgurzlsi 

politik ymg demokratis dalam pernbuatan Peraturan Daerah i ty  baik 

dilihst dari risi-fiaksi ymg sda di DPRD maupun DPRD ymg nyab 

seem kelembagaan, pademen beqmm aktif dmgan memhtuk mtia 

khusus untuk membahas Peratmu Daerah Nornor 5 Tahtm 2007 te~ltatlg 

Tramparansi dm Partisipas Publik d a b  PmyeIenggm P e m d h a n  

di Kabupatm Bantu), demikian batnya m~sur eksekutif sebagai peuggagas 

Peraturn Daerah dalam ini Bupati BantuZ besxta jajmya ymg tehh 

Atif dalam proses p e f i W  peraixrran daw& baik diskusi di digka~ 

komisi maupun k o m d a s i  ymg scam inteas dilakukm dengan Mi- 

fraksi yang ada di DPRD. 

tersebut, sel& s a s m  m m p 1 &  Zrwuhm fimsid dari world bank, a h  

hal yang lebih penting yaitu jaminm adanya transparansi dan partisipasi 

masyarakat baik pada proses pemcmaan, pelaksanaan maupun evduasi 

pro- dm kegiatan pa&, penyelmggmm pemerintahan. Oleh kamxanya 

yang perlu dilakulcan addah : 



1. Setelah Peraturan Daerah Nomor 7 T&un 2005 ten&ng Transparadtst dan 

Partisipasi Ptrblik &am Penyelenggz~m Panerintahm di Kabupaten 

Bantul ditetapkan dm clihrlakukan, maka perlu dilakukan sosialisasi 

intensif baik kepada penyelenggam peanerintahan maupun masyarakat, 

sehingga masyarakat lws maupun penyelenggan pemerintahan 

akan tahu persis terhadap hak dm kewajibmya 

2. Harus ada komitmen yang jelas d m  &gas s e g q  kcmpmen LCllbk -sam 

mematuhi amanah Permran Daerah tersebut, termasuk keberanian dan 

ketegasan Kepala Daerah dan pejabat teikait untuk memonitor apakah 

semua h s  instmsi dan perin&& desa dalam penyelenggamm urusan 

p e m e ~ t i h ,  telah memtuhi ctan mengantrt kaidah dalam Peratman 

D a d  Nomor 5 Tahun 2007 tentang Transpamsi dm Partisipadi Pubs 

ddm Penyelenggaraan Pmerhtahau di Mupafen Bautul. Terlebih 

keberanizm untuk menine  &gas benrpa & bagi pejahhya dm 

pembatalaa terWap kebijakan yang tid& diszlsul b e r m m  Peranurn 

Daerah. Sehiugga lambat laun budaya partisipatif dan transpamu dalam 

penyelenggaraan pemerintahan mtdc mewujdcan tata kdola 

pemerintahan yang baik Kabupta Bmhl akm t h g u n .  
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